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PRAKATA 

Latar belakang penulisan buku ini didasari oleh 
kebutuhan mendesak akan panduan praktis dalam manajemen 
SMP yang mampu membangun sekolah unggul dan adaptif di era 
yang penuh tantangan ini. Buku ini disusun untuk memberikan 
gambaran komprehensif mengenai konsep, strategi, dan langkah-
langkah konkret yang dapat diterapkan oleh para pendidik, 
kepala sekolah, dan mahasiswa yang sedang menempuh mata 
kuliah Panduan Praktis Manajemen SMP. Ruang lingkup materi 
mencakup berbagai aspek penting seperti visi-misi, kurikulum, 
manajemen tenaga pendidik, kesiswaan, sarana prasarana, 
keuangan, hubungan masyarakat, kepemimpinan, inovasi, dan 
evaluasi.  

Target pembaca utama adalah mahasiswa yang sedang 
mempelajari manajemen pendidikan di tingkat SMP, agar mereka 
mampu menjadi agen perubahan yang inovatif dan adaptif. Saya 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan buku ini. 
Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi 
referensi yang bermanfaat dalam pengembangan pendidikan di 
tingkat SMP. 

Dr. Mustiali, M.Pd., M.M.Pd. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat tersusun dan 
diselesaikan sebagai panduan praktis dalam manajemen SMP 
yang berorientasi pada pembangunan sekolah unggul dan adaptif. 
Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya meningkatkan 
kualitas pengelolaan sekolah di tingkat menengah pertama, 
dengan mengintegrasikan berbagai aspek manajerial yang relevan 
dan terkini. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk 
memahami konsep dasar, strategi, serta inovasi yang diperlukan 
dalam mengelola sekolah secara efektif dan efisien, sesuai dengan 
tuntutan zaman.  

Harapan saya, buku ini dapat menjadi sumber inspirasi 
dan referensi utama bagi mahasiswa, calon kepala sekolah, dan 
praktisi pendidikan dalam mengelola SMP yang berkualitas dan 
berdaya saing tinggi. Semoga buku ini dapat memberikan 
manfaat besar dan mendukung kemajuan pendidikan nasional. 

Penulis 
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BAB 1:  

KONSEP DASAR 
MANAJEMEN 

PENDIDIKAN DI SMP 

 

Pendahuluan 

Dalam konteks pendidikan, manajemen sekolah memegang 
peranan penting sebagai fondasi utama dalam memastikan 
keberhasilan proses belajar mengajar dan pengembangan sekolah 
secara menyeluruh. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 
memiliki kompleksitas yang memerlukan pengelolaan yang 
sistematis, terencana, dan berorientasi pada pencapaian visi dan 
misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman 
mendalam tentang konsep dasar manajemen pendidikan menjadi 
hal yang sangat krusial bagi para calon pemimpin dan pengelola 
sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Era modern saat ini membawa berbagai tantangan dan peluang 
yang signifikan dalam pengelolaan sekolah. Perkembangan 
teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan masyarakat terhadap 
mutu pendidikan yang lebih baik menuntut kepala sekolah dan 
seluruh jajaran pengelola sekolah untuk mampu beradaptasi dan 
berinovasi. Pengelolaan yang efektif tidak hanya berkaitan 
dengan administrasi administratif semata, tetapi juga menyangkut 
aspek strategis seperti pengembangan sumber daya manusia, 
pengelolaan kurikulum, serta hubungan dengan stakeholder 
eksternal. 
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Memahami pengertian dan ruang lingkup manajemen pendidikan 
di tingkat SMP menjadi langkah awal yang penting agar 
pengelolaan sekolah dapat berjalan secara optimal. Konsep ini 
mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. 
Dengan memahami prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan, 
para pengelola sekolah dapat merancang strategi yang tepat 
dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang. 

Selain itu, peran kepala sekolah sebagai pemimpin utama dalam 
manajemen pendidikan sangat menentukan keberhasilan sekolah. 
Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap 
pengelolaan administratif, tetapi juga sebagai motivator, inovator, 
dan penggerak perubahan positif di lingkungan sekolah. Oleh 
karena itu, pemahaman tentang kompetensi dan tanggung jawab 
kepala sekolah menjadi bagian penting dalam membangun 
sekolah yang unggul dan adaptif. 

Tak kalah penting adalah mengenali tantangan dan peluang yang 
dihadapi SMP di era modern. Perubahan teknologi, kebutuhan 
akan literasi digital, serta tuntutan masyarakat terhadap mutu 
pendidikan yang tinggi menjadi faktor yang harus diantisipasi dan 
dimanfaatkan secara optimal. Dengan memahami hal ini, 
pengelola sekolah dapat merancang strategi yang tidak hanya 
reaktif terhadap tantangan, tetapi juga proaktif dalam 
memanfaatkan peluang yang ada. 

Melalui pemahaman mendalam terhadap konsep dasar 
manajemen pendidikan ini, diharapkan mahasiswa mampu 
mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik nyata di 
lapangan. Mereka akan mampu menyusun strategi pengelolaan 
sekolah yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian 
mutu pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, penguasaan 
konsep dasar ini menjadi fondasi penting dalam membangun 
sekolah unggul dan mampu bersaing di era globalisasi yang 
penuh tantangan. 
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1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup 
Manajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan merupakan cabang dari ilmu manajemen 
yang secara khusus mengkaji proses pengelolaan lembaga 
pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif 
dan efisien. Menurut Mulyasa (2018), manajemen pendidikan 
adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengawasan kegiatan pendidikan yang dilakukan secara sistematis 
dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara 
optimal. Dalam konteks Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
manajemen pendidikan tidak hanya berkaitan dengan 
pengelolaan administrasi, tetapi juga menyangkut pengembangan 
sumber daya manusia, pengelolaan kurikulum, serta hubungan 
dengan stakeholder eksternal seperti orang tua, masyarakat, dan 
pemerintah. 

Ruang lingkup manajemen pendidikan sangat luas dan mencakup 
berbagai aspek yang saling terkait. Aspek-aspek tersebut meliputi 
perencanaan pendidikan, pengorganisasian sumber daya, 
pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, pengembangan tenaga 
pendidik dan kependidikan, pengelolaan keuangan, serta 
hubungan eksternal dan internal sekolah. Dalam praktiknya, 
manajemen pendidikan harus mampu mengintegrasikan semua 
aspek tersebut secara harmonis agar proses pendidikan berjalan 
secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengelolaan sumber 
daya manusia tidak hanya terbatas pada rekrutmen dan penilaian 
kinerja, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi dan 
motivasi tenaga pendidik agar mampu memberikan layanan 
pendidikan berkualitas. 

Pengertian manajemen pendidikan juga menekankan pentingnya 
peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab 
terhadap seluruh proses pengelolaan sekolah. Kepala sekolah 
harus mampu mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki 
secara optimal, mulai dari sumber daya manusia, keuangan, 
sarana prasarana, hingga hubungan dengan masyarakat. Hal ini 
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sejalan dengan pendapat Sallis (2014) yang menyatakan bahwa 
manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya 
pendidikan secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan 
sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

Selain itu, manajemen pendidikan di SMP harus mampu 
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan 
yang dihadapi. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta 
perubahan sosial menuntut pengelolaan sekolah yang adaptif dan 
inovatif. Sebagai contoh, penerapan teknologi informasi dalam 
proses pembelajaran dan administrasi sekolah menjadi bagian 
dari ruang lingkup manajemen pendidikan modern. Dengan 
demikian, manajemen pendidikan tidak hanya bersifat 
administratif, tetapi juga strategis dan inovatif dalam menghadapi 
dinamika lingkungan pendidikan yang terus berubah. 

Secara umum, ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi 
aspek-aspek berikut: 

 Perencanaan pendidikan: menyusun program dan kebijakan 
yang mendukung pencapaian tujuan sekolah. 

 Pengorganisasian: mengatur sumber daya manusia, keuangan, 
dan sarana prasarana secara efektif. 

 Pelaksanaan: mengimplementasikan program dan kebijakan 
yang telah dirancang. 

 Pengawasan dan evaluasi: memastikan bahwa seluruh proses 
berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikan 
berkelanjutan. 

 Pengembangan sumber daya manusia: meningkatkan 
kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan 
kependidikan. 

 Hubungan eksternal: membangun kemitraan dan komunikasi 
yang efektif dengan stakeholder eksternal. 

Dalam konteks SMP, manajemen pendidikan harus mampu 
mengintegrasikan semua aspek tersebut secara sinergis agar 
tercipta lingkungan belajar yang kondusif, inovatif, dan 
berorientasi pada mutu. Pengelolaan yang baik akan mampu 
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meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat karakter peserta 
didik, serta membangun sekolah yang unggul dan adaptif 
terhadap perubahan zaman. 

1.2  Tujuan dan Prinsip Manajemen Sekolah 
Menengah 

Tujuan utama dari manajemen sekolah menengah adalah 
memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dan pengelolaan 
sekolah berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai visi 
dan misi yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan tersebut 
meliputi peningkatan mutu pendidikan, pengembangan karakter 
peserta didik, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif 
dan inovatif. Menurut Sallis (2014), tujuan manajemen 
pendidikan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber 
daya agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan 
menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mampu 
bersaing di era global. 

Selain tujuan utama tersebut, manajemen sekolah juga bertujuan 
untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan 
kependidikan, memperkuat hubungan dengan stakeholder 
eksternal, serta memastikan keberlanjutan program-program 
pendidikan yang inovatif dan relevan dengan perkembangan 
zaman. Dalam konteks SMP, tujuan ini sangat penting mengingat 
usia peserta didik yang sedang mengalami masa pertumbuhan 
dan perkembangan karakter, sehingga pengelolaan sekolah harus 
mampu mendukung proses tersebut secara optimal. 

Prinsip dasar yang mendasari manajemen sekolah menengah 
meliputi beberapa aspek penting. Pertama, prinsip efektivitas, 
yaitu pengelolaan harus mampu mencapai tujuan pendidikan 
secara optimal dengan sumber daya yang tersedia. Kedua, prinsip 
efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya harus dilakukan secara 
hemat dan tepat guna agar hasil yang diperoleh maksimal. Ketiga, 
prinsip partisipatif, yaitu melibatkan seluruh stakeholder, 
termasuk tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, dan 
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masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan 
program sekolah. Keempat, prinsip transparansi dan 
akuntabilitas, yang menuntut pengelolaan yang terbuka dan 
bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya dan 
pencapaian hasil. 

Selain itu, prinsip inovasi dan adaptasi juga menjadi bagian 
penting dalam manajemen SMP di era modern. Sekolah harus 
mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan 
memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. Sebagai contoh, penerapan kurikulum merdeka dan 
teknologi digital dalam proses pembelajaran merupakan bentuk 
inovasi yang harus didukung oleh prinsip-prinsip manajemen 
yang baik. 

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut akan 
membantu kepala sekolah dan seluruh jajaran pengelola dalam 
merancang strategi pengelolaan yang tepat, serta menciptakan 
budaya sekolah yang berorientasi pada mutu dan inovasi. Dengan 
demikian, tujuan dan prinsip ini menjadi landasan utama dalam 
membangun sekolah yang unggul dan mampu bersaing di era 
modern. 

1.3  Peran Kepala Sekolah dalam 
Manajemen Pendidikan 

Kepala sekolah memegang peranan sentral dalam manajemen 
pendidikan di SMP. Sebagai pemimpin utama, kepala sekolah 
bertanggung jawab terhadap seluruh aspek pengelolaan sekolah, 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga 
evaluasi. Menurut Mulyasa (2018), kepala sekolah harus mampu 
menjadi pemimpin yang visioner, inovatif, dan mampu 
menggerakkan seluruh komponen sekolah menuju pencapaian 
tujuan bersama. 

Peran kepala sekolah tidak hanya sebatas administratif, tetapi 
juga sebagai motivator dan agen perubahan. Kepala sekolah 
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harus mampu membangun budaya sekolah yang positif, 
meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, 
serta menjalin hubungan yang harmonis dengan peserta didik, 
orang tua, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Sebagai contoh, 
kepala sekolah yang efektif mampu menciptakan suasana belajar 
yang menyenangkan dan kondusif, sehingga peserta didik 
termotivasi untuk belajar dan berkembang secara optimal. 

Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, kepala 
sekolah harus mampu melakukan rekrutmen yang tepat, 
pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja secara objektif 
dan berkelanjutan. Selain itu, kepala sekolah juga harus mampu 
mengelola keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel, 
serta memastikan tersedianya sarana prasarana yang memadai 
untuk mendukung proses pembelajaran. 

Kepala sekolah juga berperan sebagai penghubung antara sekolah 
dan lingkungan eksternal. Mereka harus mampu menjalin 
kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat 
untuk mendukung keberlanjutan program sekolah. Sebagai 
contoh, menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal untuk 
program magang peserta didik atau mengadakan kegiatan 
pengembangan karakter yang melibatkan masyarakat sekitar. 

Selain itu, kepala sekolah harus mampu mengelola perubahan 
dan inovasi dalam pengelolaan sekolah. Di era digital, kepala 
sekolah perlu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi 
untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas 
pembelajaran. Sebagai contoh, penggunaan sistem informasi 
manajemen sekolah (SIMS) untuk pengelolaan data peserta didik, 
keuangan, dan administrasi lainnya. 

Peran kepala sekolah yang efektif sangat menentukan 
keberhasilan sekolah dalam mencapai visi dan misi. Kepala 
sekolah harus mampu menjadi pemimpin yang mampu 
menginspirasi, menggerakkan, dan mengelola seluruh komponen 
sekolah secara sinergis. Pengembangan kompetensi 
kepemimpinan dan manajerial menjadi hal yang sangat penting 
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agar kepala sekolah mampu menjalankan peran tersebut secara 
optimal. 

1.4  Tantangan dan Peluang Manajemen 
SMP di Era Modern 

Manajemen SMP di era modern menghadapi berbagai tantangan 
yang kompleks dan dinamis. Salah satu tantangan utama adalah 
percepatan perkembangan teknologi yang menuntut sekolah 
untuk mampu beradaptasi dengan inovasi digital. Penggunaan 
teknologi dalam proses pembelajaran, administrasi, dan 
komunikasi harus mampu meningkatkan mutu pendidikan, 
namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam hal 
kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Sebagai contoh, 
banyak sekolah yang belum memiliki akses internet yang 
memadai atau tenaga pendidik yang belum mahir menggunakan 
teknologi digital. 

Selain itu, tantangan lain adalah perubahan karakter peserta didik 
yang semakin beragam dan kompleks. Fenomena globalisasi dan 
pengaruh media sosial menyebabkan peserta didik lebih mudah 
terpapar berbagai budaya dan informasi yang belum tentu sesuai 
dengan nilai-nilai lokal dan karakter bangsa. Oleh karena itu, 
pengelolaan karakter dan kedisiplinan peserta didik menjadi 
tantangan tersendiri bagi sekolah. 

Tantangan lainnya adalah meningkatnya tuntutan masyarakat 
terhadap mutu pendidikan yang tinggi dan relevan dengan 
kebutuhan zaman. Sekolah harus mampu menyediakan 
kurikulum yang inovatif, relevan, dan mampu membekali peserta 
didik dengan kompetensi abad 21, seperti literasi digital, 
kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Hal ini menuntut 
kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk terus berinovasi dan 
melakukan evaluasi secara berkala. 

Di sisi lain, era modern juga membuka peluang besar bagi SMP 
untuk berkembang dan berinovasi. Teknologi digital 
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memungkinkan pengelolaan sekolah yang lebih efisien dan 
transparan, seperti penggunaan sistem informasi manajemen 
sekolah (SIMS), pembelajaran daring, dan pengelolaan data 
berbasis cloud. Peluang ini dapat meningkatkan efisiensi 
administrasi, memperluas akses belajar, dan memperkuat 
hubungan dengan stakeholder eksternal. 

Selain itu, peluang lain adalah meningkatnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pendidikan berkualitas dan karakter. 
Sekolah dapat memanfaatkan peluang ini untuk membangun 
kemitraan dengan berbagai pihak, seperti dunia usaha, lembaga 
pemerintah, dan masyarakat sekitar, guna mendukung program-
program inovatif dan pengembangan karakter peserta didik. 

Dalam menghadapi tantangan dan peluang tersebut, keberhasilan 
manajemen SMP sangat bergantung pada kemampuan kepala 
sekolah dan seluruh jajaran pengelola dalam merancang strategi 
yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Pengelolaan 
yang mampu memanfaatkan peluang secara optimal dan 
mengatasi tantangan secara efektif akan menentukan 
keberhasilan sekolah dalam membangun sekolah unggul dan 
berdaya saing di era modern. 
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BAB 2:  

VISI, MISI, DAN NILAI 
SEKOLAH 

 

Pendahuluan 

Dalam konteks pengelolaan sekolah, visi, misi, dan nilai-nilai inti 
memegang peranan yang sangat vital sebagai fondasi utama 
dalam membangun identitas dan arah pengembangan sekolah. 
Tanpa adanya visi yang jelas, sebuah sekolah akan kesulitan 
menentukan langkah strategis yang tepat, serta kurang mampu 
menginspirasi seluruh warga sekolah untuk bergerak menuju 
tujuan bersama. Visi berfungsi sebagai gambaran ideal tentang 
masa depan sekolah, yang mampu memotivasi seluruh 
komponen sekolah untuk bekerja keras dan berkomitmen dalam 
mencapai cita-cita tersebut. 

Misi, di sisi lain, merupakan penjabaran dari visi yang lebih 
operasional dan konkret. Misi menjelaskan apa yang harus 
dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang bertanggung 
jawab dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan kata lain, misi 
menjadi peta jalan yang mengarahkan seluruh kegiatan dan 
program sekolah agar selaras dengan visi yang telah ditetapkan. 
Nilai-nilai inti sekolah, sebagai bagian dari identitas budaya, 
memperkuat karakter dan moral warga sekolah serta membangun 
iklim yang kondusif untuk belajar dan berkarya. Nilai-nilai ini 
menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, perilaku, dan 
interaksi di lingkungan sekolah. 

Pengembangan visi, misi, dan nilai-nilai tidak boleh dilakukan 
secara sembarangan. Proses penyusunannya harus melibatkan 
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seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, 
staf, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Hal ini penting agar 
visi dan misi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan 
kebutuhan dan potensi sekolah serta mampu mendapatkan 
dukungan penuh dari seluruh warga sekolah. Selain itu, 
penyusunan yang partisipatif akan meningkatkan rasa memiliki 
dan komitmen terhadap implementasi visi dan misi tersebut. 

Selain penyusunan, strategi menyelaraskan visi dengan program-
program sekolah menjadi langkah penting agar seluruh kegiatan 
berjalan secara konsisten dan terarah. Program-program yang 
dijalankan harus mampu mendukung pencapaian visi yang telah 
ditetapkan. Oleh karena itu, pengelola sekolah perlu melakukan 
sinkronisasi secara berkala dan memastikan bahwa seluruh 
kegiatan dan kebijakan sekolah sejalan dengan visi dan nilai-nilai 
yang diusung. 

Tidak kalah penting adalah evaluasi dan revisi visi-misi secara 
berkala. Seiring perkembangan zaman, perubahan lingkungan, 
dan dinamika masyarakat, visi dan misi sekolah harus mampu 
beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan 
pendidikan. Melalui proses evaluasi yang sistematis, sekolah 
dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari visi dan misi 
yang ada, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar 
tetap menjadi panduan yang efektif dalam pengelolaan sekolah. 

Dengan memahami seluruh aspek tersebut, diharapkan para 
peserta mampu menyusun dan mengelola visi, misi, dan nilai-nilai 
inti sekolah secara strategis dan berkelanjutan. Hal ini akan 
menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun sekolah yang 
unggul dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, serta 
mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter. 

2.1  Penyusunan Visi dan Misi Sekolah 

Penyusunan visi dan misi sekolah merupakan langkah strategis 
yang fundamental dalam membangun identitas dan arah 
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pengembangan sekolah. Visi berfungsi sebagai gambaran ideal 
tentang masa depan sekolah yang diharapkan, sedangkan misi 
menjelaskan secara operasional apa yang harus dilakukan untuk 
mencapai visi tersebut. Menurut Mulyasa (2015), proses 
penyusunan visi dan misi harus dilakukan secara partisipatif dan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala 
sekolah, guru, staf, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. 
Pendekatan ini penting agar visi dan misi yang dihasilkan benar-
benar mencerminkan kebutuhan, potensi, dan aspirasi komunitas 
sekolah serta mendapatkan dukungan penuh dari seluruh warga 
sekolah. 

Langkah awal dalam penyusunan visi dan misi adalah melakukan 
analisis situasi sekolah saat ini, termasuk kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman (SWOT analysis). Analisis ini membantu 
sekolah memahami posisi strategisnya dan menentukan arah yang 
realistis dan relevan. Setelah itu, dilakukan diskusi dan 
musyawarah untuk merumuskan visi yang aspiratif, inspiratif, dan 
mampu memotivasi seluruh warga sekolah. Visi harus bersifat 
spesifik dan berorientasi pada pencapaian mutu pendidikan yang 
tinggi serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman 
dan kebutuhan masyarakat. 

Selanjutnya, misi disusun sebagai penjabaran dari visi yang lebih 
operasional dan konkret. Misi harus mampu menjawab 
pertanyaan: Apa yang harus dilakukan sekolah? Bagaimana cara 
melakukannya? Siapa yang bertanggung jawab? Misi yang baik 
harus bersifat realistis, terukur, dan mampu menjadi panduan 
dalam pengembangan program dan kegiatan sekolah. Sebagai 
contoh, sebuah sekolah yang memiliki visi menjadi pusat 
pendidikan unggul berbasis karakter dapat menyusun misi 
seperti: “Menyelenggarakan proses pembelajaran yang inovatif 
dan berkarakter, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, 
serta membangun kemitraan dengan masyarakat untuk 
mendukung pengembangan potensi siswa secara optimal” 
(Suryadi, 2018). 
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Selain itu, penyusunan visi dan misi harus dilakukan secara 
berkelanjutan dan tidak bersifat statis. Sekolah perlu melakukan 
review secara periodik untuk memastikan bahwa visi dan misi 
tetap relevan dengan perkembangan lingkungan eksternal dan 
internal. Proses ini akan memastikan bahwa sekolah tetap adaptif 
dan mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjaga 
konsistensi dalam pencapaian tujuan jangka panjang. 

Dalam praktiknya, penyusunan visi dan misi yang efektif juga 
memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. 
Beberapa langkah yang dapat diikuti meliputi: (1) pengumpulan 
aspirasi dan harapan dari seluruh warga sekolah, (2) analisis 
kondisi internal dan eksternal, (3) penyusunan draft visi dan misi, 
(4) diskusi dan revisi bersama seluruh pemangku kepentingan, 
dan (5) finalisasi serta sosialisasi visi dan misi kepada seluruh 
warga sekolah dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, visi dan 
misi tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi 
bagian dari budaya dan identitas sekolah yang hidup dan 
menginspirasi seluruh warga sekolah dalam menjalankan tugas 
dan tanggung jawabnya. 

2.2  Penjabaran Nilai-nilai Inti Sekolah 

Nilai-nilai inti sekolah merupakan fondasi budaya dan karakter 
yang menjadi pedoman perilaku seluruh warga sekolah, termasuk 
kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan orang tua. Nilai ini 
berfungsi sebagai landasan moral dan etika yang memperkuat 
identitas sekolah serta membangun iklim belajar yang positif dan 
kondusif. Menurut Schein (2010), nilai-nilai inti adalah keyakinan 
dasar yang dipegang teguh oleh organisasi dan menjadi acuan 
dalam pengambilan keputusan serta perilaku sehari-hari. 

Penjabaran nilai-nilai inti harus dilakukan secara sistematis dan 
terintegrasi ke dalam seluruh aspek pengelolaan sekolah. 
Pertama, sekolah perlu mengidentifikasi nilai-nilai yang sesuai 
dengan visi dan misi, serta relevan dengan konteks sosial dan 
budaya masyarakat sekitar. Contohnya, nilai kejujuran, disiplin, 
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tanggung jawab, inovasi, dan gotong royong sering dijadikan 
sebagai nilai-nilai utama dalam pengembangan karakter siswa dan 
budaya sekolah (Kurniawan & Suryadi, 2019). 

Selanjutnya, nilai-nilai tersebut harus diartikulasikan secara jelas 
dan mudah dipahami, sehingga dapat diinternalisasi oleh seluruh 
warga sekolah. Sebagai contoh, nilai kejujuran dapat diartikan 
sebagai sikap jujur dalam berperilaku, berkata benar, dan 
bertanggung jawab terhadap setiap tindakan. Nilai ini harus 
dipraktikkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari proses 
pembelajaran, interaksi sosial, hingga pengambilan keputusan di 
lingkungan sekolah. 

Selain itu, penguatan nilai-nilai inti dilakukan melalui berbagai 
kegiatan seperti pelatihan karakter, pengembangan program 
berbasis nilai, serta penanaman budaya positif melalui upacara, 
peringatan hari besar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga 
perlu menempatkan nilai-nilai ini dalam dokumen resmi seperti 
visi, misi, dan kode etik sekolah, serta menjadikannya sebagai 
bagian dari kurikulum dan kegiatan pembelajaran. 

Pengembangan nilai-nilai inti tidak hanya berhenti pada 
penetapan dan pengartikulasian, tetapi harus diikuti dengan 
evaluasi dan penguatan secara berkelanjutan. Sekolah perlu 
melakukan monitoring terhadap penerapan nilai-nilai tersebut 
dan memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang 
menunjukkan perilaku sesuai nilai. Dengan demikian, nilai-nilai 
inti akan menjadi bagian dari budaya sekolah yang hidup dan 
mampu membentuk karakter siswa serta memperkuat identitas 
sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berkarakter dan 
unggul. 

2.3  Strategi Menyelaraskan Visi dengan 
Program Sekolah 

Menyelaraskan visi sekolah dengan program-program yang 
dijalankan merupakan langkah penting agar seluruh kegiatan dan 
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kebijakan sekolah mendukung pencapaian visi yang telah 
ditetapkan. Strategi ini memastikan bahwa setiap program, 
kegiatan, dan kebijakan yang diimplementasikan memiliki 
relevansi dan kontribusi langsung terhadap visi sekolah, sehingga 
tercipta konsistensi dan efektivitas dalam pengelolaan sekolah. 

Langkah pertama dalam menyelaraskan visi dengan program 
adalah melakukan analisis terhadap program-program yang 
sedang berjalan dan menilai sejauh mana program tersebut 
mendukung pencapaian visi. Jika terdapat program yang tidak 
relevan atau tidak mendukung visi, maka perlu dilakukan 
penyesuaian atau penghapusan. Sebagai contoh, jika visi sekolah 
adalah menjadi pusat pendidikan berbasis karakter, maka 
program pengembangan karakter siswa harus menjadi prioritas 
utama, seperti pelatihan soft skills, kegiatan pengabdian 
masyarakat, dan penguatan budaya disiplin dan kejujuran. 

Selanjutnya, pengelola sekolah harus merancang peta jalan 
strategis yang mengintegrasikan visi ke dalam setiap aspek 
pengelolaan, mulai dari kurikulum, pengembangan tenaga 
pendidik, sarana prasarana, hingga hubungan dengan masyarakat. 
Pendekatan ini dapat dilakukan melalui penyusunan rencana 
strategis (Renstra) yang memuat indikator keberhasilan dan target 
yang spesifik, terukur, dan realistis. 

Selain itu, penting untuk melakukan komunikasi yang efektif 
kepada seluruh warga sekolah mengenai pentingnya 
menyelaraskan visi dengan program. Melalui sosialisasi dan 
pelatihan, seluruh warga sekolah akan memahami peran dan 
tanggung jawabnya dalam mewujudkan visi tersebut. Guru dan 
staf harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
program agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab 
terhadap pencapaian visi. 

Penguatan strategi ini juga memerlukan monitoring dan evaluasi 
secara berkala. Sekolah perlu menetapkan indikator kinerja utama 
(IKU) yang berkaitan langsung dengan visi, serta melakukan 
review secara periodik untuk memastikan bahwa program 



~ 16 ~ 

berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Jika ditemukan 
ketidaksesuaian, maka dilakukan penyesuaian agar seluruh 
kegiatan tetap relevan dan mendukung pencapaian visi secara 
optimal. 

Contoh nyata dari strategi ini adalah sebuah sekolah yang 
memiliki visi menjadi sekolah berkarakter unggul, kemudian 
mengintegrasikan visi tersebut ke dalam program pengembangan 
karakter siswa, pelatihan guru dalam pembelajaran berbasis 
karakter, serta penguatan budaya disiplin dan kejujuran melalui 
kegiatan rutin dan penghargaan. Dengan demikian, seluruh 
program menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi secara 
konsisten dan berkelanjutan. 

2.4  Evaluasi dan Revisi Visi-Misi secara 
Berkala 

Evaluasi dan revisi visi-misi secara berkala merupakan bagian 
penting dari proses pengembangan sekolah yang berkelanjutan. 
Seiring dengan dinamika lingkungan eksternal dan internal, visi 
dan misi yang awalnya relevan bisa menjadi tidak sesuai lagi 
dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, sekolah harus 
melakukan peninjauan ulang secara sistematis dan terencana agar 
visi dan misi tetap relevan, adaptif, dan mampu menjadi panduan 
yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Proses evaluasi biasanya dilakukan melalui berbagai metode, 
seperti diskusi kelompok, survei, wawancara, dan analisis data 
kinerja sekolah. Sekolah perlu mengidentifikasi indikator 
keberhasilan yang telah dicapai dan menilai apakah visi dan misi 
masih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta 
potensi internal sekolah. Sebagai contoh, jika visi sekolah adalah 
menjadi pusat pendidikan unggul berbasis karakter, tetapi hasil 
evaluasi menunjukkan bahwa karakter siswa belum berkembang 
secara optimal, maka perlu dilakukan revisi terhadap strategi dan 
program yang mendukung visi tersebut. 



~ 17 ~ 

Revisi visi dan misi harus dilakukan secara partisipatif dan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala 
sekolah, guru, staf, siswa, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan 
ini penting agar revisi yang dilakukan benar-benar mencerminkan 
aspirasi dan kebutuhan semua pihak, serta mendapatkan 
dukungan penuh dalam implementasinya. Selain itu, revisi harus 
didasarkan pada data dan analisis yang objektif, bukan sekadar 
keinginan sesaat. 

Dalam praktiknya, sekolah dapat menetapkan jadwal evaluasi 
secara periodik, misalnya setiap dua atau tiga tahun, dan 
melakukan review terhadap dokumen visi dan misi. Jika 
diperlukan, dilakukan revisi yang sesuai dengan perkembangan 
zaman, perubahan lingkungan sosial, dan hasil evaluasi kinerja. 
Setelah revisi, penting untuk melakukan sosialisasi kepada 
seluruh warga sekolah dan masyarakat agar mereka memahami 
perubahan tersebut dan dapat menyesuaikan diri dalam 
menjalankan program dan kegiatan. 

Selain itu, sekolah juga harus mengintegrasikan proses evaluasi 
dan revisi ini ke dalam sistem manajemen mutu sekolah, sehingga 
menjadi bagian dari budaya perbaikan berkelanjutan. Dengan 
demikian, visi dan misi tidak hanya menjadi dokumen formal, 
tetapi juga menjadi panduan hidup yang dinamis dan mampu 
mengarahkan sekolah menuju keberhasilan jangka panjang. 
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BAB 3:  

MANAJEMEN 
KURIKULUM DAN 
PEMBELAJARAN 

 

Pendahuluan 

Pengelolaan kurikulum dan pembelajaran merupakan salah satu 
aspek krusial dalam manajemen sekolah yang berorientasi pada 
pencapaian mutu pendidikan yang tinggi. Di era modern ini, 
perubahan cepat dalam dunia pendidikan menuntut sekolah 
untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan dan 
peluang yang ada. Salah satu inovasi yang saat ini sedang 
digalakkan adalah penerapan Kurikulum Merdeka, yang 
menekankan pada kebebasan dan kreativitas dalam proses belajar 
mengajar, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi 
peserta didik. Pengembangan kurikulum yang fleksibel dan 
relevan menjadi kunci utama agar peserta didik mampu 
menguasai kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. 

Selain itu, strategi pengembangan pembelajaran berbasis proyek 
menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan 
partisipasi aktif siswa. Pendekatan ini tidak hanya menekankan 
aspek akademik, tetapi juga mengintegrasikan aspek keterampilan 
abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. 
Dengan demikian, guru perlu mampu merancang dan mengelola 
pembelajaran berbasis proyek secara sistematis dan terstruktur 
agar hasilnya optimal. 
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Pengelolaan jadwal dan beban belajar juga menjadi bagian 
penting dalam memastikan proses pembelajaran berjalan lancar 
dan efisien. Penataan jadwal yang baik akan membantu 
menghindari kelebihan beban siswa maupun guru, sekaligus 
memberikan ruang yang cukup untuk kegiatan pengembangan 
diri dan inovasi pembelajaran. Di sisi lain, monitoring dan 
evaluasi pembelajaran menjadi alat penting untuk mengukur 
keberhasilan proses belajar mengajar serta sebagai dasar untuk 
melakukan perbaikan berkelanjutan. Melalui evaluasi yang tepat, 
sekolah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam 
pelaksanaan kurikulum, serta melakukan penyesuaian yang 
diperlukan agar pembelajaran tetap relevan dan efektif. 

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang 
perencanaan kurikulum, strategi pengembangan pembelajaran 
berbasis proyek, pengelolaan jadwal, dan monitoring serta 
evaluasi menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh para 
pendidik dan pengelola sekolah. Dengan penguasaan aspek-aspek 
tersebut, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang 
inovatif, menyenangkan, dan mampu menghasilkan peserta didik 
yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki 
karakter dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. 
Oleh karena itu, bagian ini menjadi sangat penting untuk 
dipahami dan diimplementasikan secara optimal demi 
tercapainya visi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang unggul 
dan adaptif. 

3.1  Perencanaan Kurikulum Merdeka di 
SMP 

Perencanaan kurikulum merupakan fondasi utama dalam 
pengelolaan pembelajaran di sekolah, termasuk di tingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, 
perencanaan ini menjadi semakin penting karena menuntut 
fleksibilitas, inovasi, dan relevansi terhadap kebutuhan peserta 
didik serta perkembangan zaman. Kurikulum Merdeka 
menekankan pada kebebasan sekolah dalam mengembangkan 
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kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan potensi peserta 
didik, sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip 
pendidikan nasional yang berorientasi pada pengembangan 
kompetensi dan karakter (Kemendikbudristek, 2021). 

Perencanaan kurikulum Merdeka di SMP harus dilakukan secara 
kolaboratif dan partisipatif, melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan 
peserta didik sendiri. Proses ini dimulai dari identifikasi 
kebutuhan dan potensi peserta didik, analisis kondisi lingkungan 
sekolah, serta penyesuaian terhadap standar nasional pendidikan. 
Dalam praktiknya, perencanaan ini mencakup penentuan 
kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dicapai, 
pengembangan materi pembelajaran yang relevan, serta 
penyesuaian metode dan media pembelajaran yang mendukung 
proses belajar aktif dan kreatif. 

Selain itu, perencanaan kurikulum Merdeka harus mampu 
mengakomodasi keberagaman peserta didik, baik dari segi latar 
belakang sosial, budaya, maupun tingkat kemampuan akademik. 
Sekolah perlu mengembangkan peta kompetensi yang fleksibel 
dan adaptif, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan 
kecepatan dan minatnya masing-masing. Sebagai contoh, sekolah 
dapat mengintegrasikan berbagai pendekatan seperti 
pembelajaran berbasis proyek, problem solving, dan 
pengembangan karakter dalam kurikulum yang dirancang. 

Dalam proses perencanaan ini, penting juga untuk 
memperhatikan aspek penilaian yang mendukung keberhasilan 
pembelajaran. Penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, 
tetapi juga pada proses dan perkembangan peserta didik selama 
mengikuti kegiatan belajar. Oleh karena itu, perencanaan 
kurikulum harus mencakup strategi penilaian formatif dan 
sumatif yang komprehensif dan berkelanjutan (Suharsimi, 2018). 

Secara umum, perencanaan kurikulum Merdeka di SMP harus 
mampu menjawab tantangan zaman, seperti perkembangan 
teknologi, kebutuhan kompetensi abad 21, dan keberagaman 
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peserta didik. Dengan perencanaan yang matang dan terstruktur, 
sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, 
menyenangkan, dan mampu menghasilkan peserta didik yang 
tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter 
dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan. 

3.2  Strategi Pengembangan Pembelajaran 
Berbasis Proyek 

Pengembangan pembelajaran berbasis proyek merupakan salah 
satu strategi inovatif yang efektif dalam meningkatkan 
keterlibatan dan kreativitas peserta didik. Pendekatan ini 
menempatkan peserta didik sebagai aktor utama dalam proses 
belajar, di mana mereka diajak untuk menyelesaikan proyek nyata 
yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan 
kompetensi yang ingin dicapai (Thomas, 2000). Strategi ini tidak 
hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pengembangan 
keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, pemecahan 
masalah, dan kreativitas. 

Dalam praktiknya, pengembangan pembelajaran berbasis proyek 
di SMP harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Guru 
perlu merancang proyek yang menantang, bermakna, dan mampu 
mengintegrasikan berbagai mata pelajaran secara interdisipliner. 
Sebagai contoh, sebuah proyek tentang pengelolaan lingkungan 
dapat melibatkan mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan 
Seni Budaya. Proyek ini dapat berupa kegiatan penanaman 
pohon, pembuatan media kampanye lingkungan, atau 
pengembangan produk ramah lingkungan. 

Selain itu, guru harus mampu membimbing peserta didik dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. 
Pendekatan ini menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator 
dan mentor, bukan sekadar pemberi materi. Guru juga perlu 
menyediakan sumber belajar yang variatif dan mendukung, 
seperti teknologi digital, sumber daya alam, dan komunitas lokal. 
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Dengan demikian, peserta didik akan merasa termotivasi dan 
memiliki rasa tanggung jawab terhadap hasil karya mereka. 

Pengembangan pembelajaran berbasis proyek juga harus 
didukung oleh penilaian yang komprehensif. Penilaian tidak 
hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga proses, kolaborasi, 
dan refleksi peserta didik selama pengerjaan proyek. Penilaian 
formatif dapat dilakukan melalui observasi, jurnal refleksi, dan 
diskusi kelompok, sedangkan penilaian sumatif dapat berupa 
laporan akhir dan presentasi hasil proyek (Bell, 2010). 

Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kolaborasi 
antara guru, peserta didik, dan orang tua. Sekolah perlu 
mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru agar mampu 
merancang dan mengelola pembelajaran berbasis proyek secara 
efektif. Selain itu, sekolah juga harus menciptakan ekosistem 
yang mendukung, seperti fasilitas yang memadai dan kemitraan 
dengan berbagai pihak eksternal, agar proyek yang dilaksanakan 
benar-benar bermakna dan berdampak positif. 

3.3  Pengelolaan Jadwal dan Beban Belajar 

Pengelolaan jadwal dan beban belajar merupakan aspek penting 
dalam memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan 
efisien di SMP. Penataan jadwal yang baik akan membantu 
menghindari kelebihan beban peserta didik maupun tenaga 
pendidik, sekaligus memberikan ruang yang cukup untuk 
kegiatan pengembangan diri, inovasi, dan evaluasi. Pengelolaan 
ini harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan, dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, fleksibilitas, dan 
keberlanjutan (Suryadi, 2019). 

Dalam konteks SMP, pengelolaan jadwal harus mampu 
mengakomodasi berbagai kegiatan belajar mengajar, termasuk 
kegiatan akademik, ekstrakurikuler, dan pengembangan karakter. 
Sebagai contoh, sekolah dapat menyusun jadwal harian yang 
mengalokasikan waktu tertentu untuk pembelajaran inti, 
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pengembangan keterampilan, dan kegiatan non-akademik. 
Pengaturan ini harus mempertimbangkan tingkat kemampuan 
dan kebutuhan peserta didik agar tidak memberatkan mereka 
secara berlebihan. 

Selain itu, pengelolaan beban belajar harus memperhatikan 
distribusi mata pelajaran dan durasi setiap sesi agar peserta didik 
tidak merasa jenuh atau kelelahan. Prinsip utama adalah 
memberikan variasi dan interaksi yang menyenangkan dalam 
proses belajar. Sebagai contoh, menggabungkan pembelajaran 
tatap muka dengan kegiatan mandiri berbasis teknologi digital 
dapat membantu mengurangi kejenuhan dan meningkatkan 
motivasi belajar. 

Pengelolaan jadwal juga harus bersifat dinamis dan mampu 
menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Sekolah perlu 
melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas jadwal 
yang diterapkan, serta melakukan penyesuaian jika ditemukan 
ketidakseimbangan atau hambatan. Penggunaan teknologi 
informasi, seperti sistem manajemen sekolah berbasis digital, 
dapat memudahkan pengaturan dan monitoring jadwal secara 
real-time (Hidayat & Suryani, 2020). 

Selain aspek administratif, pengelolaan beban belajar juga harus 
memperhatikan aspek psikologis dan sosial peserta didik. Guru 
dan kepala sekolah perlu memastikan bahwa peserta didik 
memiliki waktu istirahat yang cukup dan tidak merasa terbebani 
secara berlebihan. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih 
menyenangkan dan berkelanjutan. 

3.4  Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 

Monitoring dan evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral 
dari manajemen kurikulum dan pembelajaran yang efektif. 
Keduanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan 
proses belajar mengajar, mengidentifikasi kekuatan dan 
kelemahan, serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan 
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berkelanjutan. Dalam konteks SMP, monitoring dan evaluasi 
harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan agar 
hasilnya dapat memberikan gambaran yang akurat tentang 
pencapaian kompetensi peserta didik dan efektivitas strategi 
pembelajaran yang diterapkan (Arikunto, 2013). 

Monitoring merupakan kegiatan pengamatan dan pengumpulan 
data secara langsung selama proses pembelajaran berlangsung. 
Guru perlu melakukan observasi terhadap partisipasi peserta 
didik, penggunaan media, serta keberhasilan dalam 
menyelesaikan tugas dan proyek. Teknik monitoring yang efektif 
meliputi pengamatan langsung, diskusi, dan penggunaan 
teknologi digital yang memungkinkan pengumpulan data secara 
real-time. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi pembelajaran 
berbasis digital dapat memudahkan guru dalam memantau 
aktivitas peserta didik secara individual maupun kelompok. 

Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai hasil akhir dari 
proses pembelajaran, baik melalui penilaian formatif maupun 
sumatif. Penilaian formatif dilakukan selama proses berlangsung, 
bertujuan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada 
peserta didik dan guru agar dapat melakukan perbaikan segera. 
Penilaian sumatif dilakukan di akhir periode tertentu, untuk 
mengetahui pencapaian kompetensi secara keseluruhan. Teknik 
evaluasi yang digunakan meliputi tes tertulis, portofolio, 
presentasi, dan penilaian proyek (Suharsimi, 2018). 

Penggunaan berbagai instrumen evaluasi harus disesuaikan 
dengan karakteristik kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, 
untuk menilai kompetensi keterampilan dan kreativitas, dapat 
digunakan penilaian portofolio dan observasi langsung. 
Sedangkan untuk kompetensi pengetahuan, dapat dilakukan 
melalui tes tertulis dan kuis online. Selain itu, penting juga untuk 
melibatkan peserta didik dalam proses evaluasi melalui refleksi 
diri dan diskusi kelompok, sehingga mereka mampu 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 
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Hasil monitoring dan evaluasi harus didokumentasikan secara 
sistematis dan dianalisis secara berkala. Data ini menjadi dasar 
bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang strategi 
perbaikan, baik dalam aspek kurikulum, metode pembelajaran, 
maupun pengelolaan sumber belajar. Sekolah juga perlu 
mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan 
akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk 
orang tua dan komunitas sekolah. Dengan demikian, proses 
pembelajaran di SMP dapat berjalan secara efektif, efisien, dan 
berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. 
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BAB 4:  

MANAJEMEN TENAGA 
PENDIDIK DAN 
KEPENDIDIKAN 

 

Pendahuluan 

Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah 
satu aspek krusial dalam keberhasilan manajemen sekolah, 
khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Guru 
dan staf kependidikan tidak hanya berperan sebagai pelaksana 
operasional, tetapi juga sebagai motor penggerak utama dalam 
pencapaian visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan 
sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan menjadi 
fondasi utama dalam membangun sekolah yang unggul dan 
adaptif. 

Dalam konteks pendidikan saat ini, tantangan yang dihadapi 
tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas akademik, 
tetapi juga mencakup aspek motivasi, profesionalisme, dan 
kesejahteraan tenaga pendidik dan staf. Perubahan kurikulum, 
perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat menuntut 
tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi dan 
adaptif terhadap berbagai inovasi. Selain itu, keberhasilan 
pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan juga sangat 
dipengaruhi oleh proses perencanaan yang matang, rekrutmen 
yang selektif, serta sistem penilaian dan pembinaan yang 
berkelanjutan. 
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Urgensi dari bagian ini terletak pada kenyataan bahwa tenaga 
pendidik dan staf yang kompeten, termotivasi, dan sejahtera akan 
mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan 
mampu menjawab tantangan zaman. Sebaliknya, jika pengelolaan 
sumber daya manusia ini tidak dilakukan secara efektif, maka 
akan berdampak negatif terhadap mutu pendidikan, iklim 
sekolah, dan reputasi sekolah secara keseluruhan. Oleh karena 
itu, pemahaman mendalam tentang manajemen tenaga pendidik 
dan kependidikan menjadi hal yang sangat penting bagi kepala 
sekolah dan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan 
sekolah. 

Dalam modul ini, kita akan membahas secara komprehensif 
mengenai proses perencanaan dan rekrutmen tenaga pendidik 
dan staf, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, 
penilaian kinerja, serta strategi motivasi dan kesejahteraan. 
Dengan pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek tersebut, 
diharapkan para pengelola sekolah mampu menciptakan 
lingkungan kerja yang kondusif, mendukung pengembangan 
profesional, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan secara 
berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang tepat, sekolah tidak 
hanya akan mampu memenuhi standar nasional pendidikan, 
tetapi juga mampu menjadi tempat yang menarik dan memotivasi 
tenaga pendidik serta staf untuk terus berkembang dan 
berkontribusi secara optimal. 

4.1  Perencanaan dan Rekrutmen Guru dan 
Staf 

Perencanaan dan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan 
merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen 
sumber daya manusia di sekolah. Proses ini harus dilakukan 
secara sistematis dan strategis agar mendapatkan tenaga kerja 
yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan mampu 
mendukung pencapaian visi dan misi sekolah. Menurut Robbins 
dan Coulter (2018), perencanaan sumber daya manusia adalah 
proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan merancang 
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strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara efektif dan 
efisien. 

Dalam konteks SMP, perencanaan tenaga pendidik dan staf 
harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif, 
termasuk jumlah guru yang diperlukan, kompetensi yang harus 
dimiliki, serta karakteristik siswa dan program pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. Sebagai contoh, jika sekolah berencana 
mengimplementasikan kurikulum merdeka yang menuntut 
inovasi dan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, maka 
kebutuhan tenaga pendidik harus mencakup kompetensi 
pedagogik dan inovatif (Mulyasa, 2020). 

Proses perencanaan ini meliputi identifikasi kebutuhan tenaga 
kerja berdasarkan analisis beban kerja, evaluasi kompetensi yang 
ada, serta proyeksi kebutuhan di masa depan. Setelah kebutuhan 
teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana 
rekrutmen yang meliputi penentuan kriteria seleksi, sumber 
perekrutan, serta jadwal pelaksanaan. Sumber perekrutan dapat 
berasal dari lulusan perguruan tinggi, tenaga honorer yang 
memenuhi syarat, maupun tenaga dari luar daerah yang memiliki 
kompetensi sesuai kebutuhan. 

Rekrutmen harus dilakukan secara transparan dan adil, 
mengedepankan prinsip meritokrasi agar mendapatkan tenaga 
pendidik dan staf yang berkualitas. Penggunaan sistem seleksi 
yang ketat, seperti wawancara, tes kompetensi, dan penilaian 
portofolio, sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa calon 
yang terpilih benar-benar memenuhi standar kompetensi yang 
diharapkan (Sutrisno, 2019). Selain itu, penting juga untuk 
melibatkan berbagai pihak terkait, seperti kepala sekolah, 
pengawas, dan komunitas sekolah, dalam proses seleksi agar 
hasilnya lebih objektif dan akuntabel. 

Contoh praktik terbaik dalam perencanaan dan rekrutmen adalah 
penerapan sistem rekrutmen berbasis kompetensi yang 
mengintegrasikan asesmen kompetensi pedagogik dan 
profesional, serta mempertimbangkan aspek karakter dan 
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motivasi calon tenaga pendidik. Hal ini sejalan dengan prinsip 
manajemen sumber daya manusia yang menekankan pentingnya 
menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja (Noe et al., 2017). 

Selain proses rekrutmen formal, sekolah juga perlu 
mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan perguruan 
tinggi, lembaga pelatihan, dan komunitas profesional untuk 
memperoleh calon tenaga pendidik yang berkualitas. Dengan 
demikian, perencanaan dan rekrutmen tidak hanya bersifat 
administratif, tetapi juga strategis dan berorientasi pada 
pengembangan jangka panjang sekolah. 

4.2 Pengembangan Kompetensi dan 
Profesionalisme 

Pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik 
dan staf merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan 
meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mendukung 
pencapaian standar mutu sekolah. Menurut Eraut (2019), 
pengembangan profesional adalah proses pembelajaran yang 
dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan 
kompetensi dan kinerja tenaga kerja. 

Di SMP, pengembangan kompetensi meliputi aspek pedagogik, 
keilmuan, dan kompetensi sosial. Guru harus mampu menguasai 
materi pelajaran secara mendalam, menguasai berbagai strategi 
pembelajaran inovatif, serta mampu membangun hubungan yang 
positif dengan siswa dan komunitas sekolah. Pengembangan ini 
dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar, maupun 
studi lanjut. Sebagai contoh, pelatihan tentang penggunaan 
teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi 
guru dalam memanfaatkan media digital secara efektif (Hamalik, 
2018). 

Selain pelatihan formal, pengembangan profesional juga dapat 
dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri seperti membaca 
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literatur terbaru, mengikuti komunitas profesional, dan 
melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Sekolah perlu 
menyediakan fasilitas dan insentif agar tenaga pendidik 
termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Pengembangan 
kompetensi ini harus bersifat sistematis dan terintegrasi dalam 
program pengembangan sekolah, termasuk dalam Rencana 
Pengembangan Sekolah (RPS). 

Lebih jauh, pengembangan profesionalisme juga mencakup 
aspek etika dan karakter sebagai pendidik. Guru harus mampu 
menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, serta mampu 
membangun budaya belajar yang positif di lingkungan sekolah. 
Pengembangan ini dapat dilakukan melalui pelatihan etika 
profesi, mentoring, dan supervisi akademik yang berkelanjutan 
(Kurniawan & Suryadi, 2020). 

Dalam praktiknya, sekolah dapat menerapkan model 
pengembangan kompetensi berbasis kompetensi inti dan 
kompetensi pendukung, serta mengintegrasikan penilaian diri dan 
peer review sebagai bagian dari proses evaluasi dan 
pengembangan. Dengan demikian, pengembangan kompetensi 
dan profesionalisme menjadi bagian integral dari manajemen 
sumber daya manusia yang mampu meningkatkan mutu 
pendidikan secara berkelanjutan. 

4.3 Penilaian Kinerja dan Pembinaan 

Penilaian kinerja tenaga pendidik dan staf merupakan proses 
penting untuk mengukur pencapaian kompetensi, efektivitas 
kerja, dan kontribusi terhadap keberhasilan sekolah. Menurut 
Armstrong (2017), penilaian kinerja harus dilakukan secara 
objektif, adil, dan berkelanjutan, serta didukung oleh indikator 
yang jelas dan terukur. 

Di SMP, penilaian kinerja dapat dilakukan melalui berbagai 
metode, seperti observasi langsung, penilaian portofolio, 
penilaian sejawat, dan self-assessment. Penggunaan berbagai 
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metode ini bertujuan mendapatkan gambaran yang komprehensif 
tentang kinerja tenaga pendidik dan staf. Sebagai contoh, kepala 
sekolah dapat melakukan observasi terhadap proses 
pembelajaran secara periodik dan memberikan umpan balik 
konstruktif untuk perbaikan (Sutrisno, 2019). 

Selain penilaian, pembinaan merupakan bagian tak terpisahkan 
yang bertujuan meningkatkan kualitas dan motivasi tenaga kerja. 
Pembinaan dapat berupa coaching, mentoring, maupun supervisi 
akademik yang bersifat suportif dan kolaboratif. Pendekatan ini 
membantu tenaga pendidik mengatasi tantangan di lapangan dan 
memperbaiki kekurangan secara langsung. Sekolah juga perlu 
menyediakan program pengembangan kompetensi berdasarkan 
hasil penilaian, sehingga proses pembinaan menjadi lebih terarah 
dan efektif. 

Pengembangan sistem penghargaan dan insentif juga merupakan 
bagian dari pembinaan yang efektif. Penghargaan tidak selalu 
harus bersifat materi, tetapi juga berupa pengakuan, 
penghormatan, dan peluang pengembangan karir. Hal ini akan 
meningkatkan motivasi dan loyalitas tenaga pendidik serta staf 
(Noe et al., 2017). Dengan demikian, penilaian kinerja dan 
pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berorientasi 
pada peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga kerja. 

4.4  Motivasi dan Kesejahteraan Guru dan 
Staf 

Motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan staf merupakan 
faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif 
dan produktif. Menurut Deci dan Ryan (2017), motivasi intrinsik 
dan ekstrinsik berperan besar dalam meningkatkan kinerja dan 
loyalitas tenaga kerja. Guru dan staf yang merasa dihargai dan 
sejahtera cenderung lebih bersemangat dalam menjalankan 
tugasnya dan berkontribusi secara optimal. 
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Secara umum, motivasi dapat dipicu melalui pengakuan atas 
prestasi, pemberian insentif, serta peluang pengembangan karir. 
Sekolah perlu menciptakan sistem penghargaan yang adil dan 
transparan, serta memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik 
dan staf untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan studi lanjut. 
Selain itu, pengembangan budaya sekolah yang positif dan 
suportif juga berperan dalam meningkatkan motivasi (Kurniawan 
& Suryadi, 2020). 

Kesejahteraan tenaga pendidik dan staf tidak hanya berkaitan 
dengan gaji dan tunjangan, tetapi juga mencakup aspek 
kesehatan, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan kerja. 
Sekolah harus menyediakan fasilitas yang memadai, lingkungan 
yang aman, serta program kesejahteraan seperti asuransi 
kesehatan dan program pengembangan diri. Peningkatan 
kesejahteraan ini akan meningkatkan loyalitas dan mengurangi 
tingkat absensi serta turnover tenaga kerja (Robbins & Coulter, 
2018). 

Selain aspek material, aspek non-material seperti pengakuan, 
penghargaan, dan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan juga sangat penting. Sekolah yang mampu 
menciptakan iklim kerja yang harmonis dan mendukung akan 
mampu mempertahankan tenaga pendidik dan staf yang 
berkualitas serta termotivasi tinggi. Dengan demikian, motivasi 
dan kesejahteraan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan 
sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan di SMP. 
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BAB 5:  

MANAJEMEN 
KESISWAAN 

 

Pendahuluan 

Pengelolaan kesiswaan merupakan salah satu aspek penting 
dalam manajemen sekolah yang berperan besar dalam 
menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung 
perkembangan siswa secara menyeluruh. Sekolah tidak hanya 
berfungsi sebagai tempat menyalurkan ilmu pengetahuan, tetapi 
juga sebagai wahana pembentukan karakter, kedisiplinan, dan 
potensi siswa. Oleh karena itu, pengelolaan kesiswaan harus 
dilakukan secara sistematis dan terencana agar mampu 
memenuhi kebutuhan siswa secara individual maupun kolektif. 

Dalam konteks SMP, manajemen kesiswaan memiliki tantangan 
tersendiri. Siswa SMP berada pada masa transisi dari anak-anak 
menuju remaja yang sedang mengalami perubahan fisik, 
emosional, dan sosial. Mereka membutuhkan perhatian khusus 
dalam aspek pembinaan karakter, pengembangan potensi, serta 
layanan bimbingan dan konseling yang mampu membantu 
mereka menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Selain 
itu, proses seleksi dan penempatan siswa baru harus dilakukan 
secara adil dan transparan agar tercipta suasana yang harmonis 
dan kompetitif di lingkungan sekolah. 

Urgensi dari bagian ini terletak pada kenyataan bahwa 
keberhasilan pengelolaan kesiswaan akan sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi sekolah. Siswa 
yang dikelola dengan baik akan merasa nyaman, aman, dan 
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termotivasi untuk belajar serta berkembang secara optimal. 
Sebaliknya, jika pengelolaan kesiswaan tidak dilakukan secara 
efektif, dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti 
ketidakdisiplinan, rendahnya motivasi belajar, bahkan konflik 
sosial di lingkungan sekolah. 

Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan potensi 
siswa menjadi bagian integral dari manajemen kesiswaan yang 
mampu menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan 
kemampuan sosial siswa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat 
menyalurkan minat dan bakatnya secara positif, serta 
memperluas wawasan dan jejaring sosial mereka. Oleh karena itu, 
pengelolaan kesiswaan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi 
juga menyentuh aspek pembinaan karakter, pengembangan 
potensi, dan penciptaan suasana sekolah yang menyenangkan dan 
mendukung pertumbuhan siswa secara menyeluruh. 

Dalam modul ini, kita akan membahas secara mendalam tentang 
proses seleksi dan penempatan siswa baru, strategi pembinaan 
karakter dan kedisiplinan, layanan bimbingan dan konseling, serta 
pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Diharapkan, peserta didik 
mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip 
manajemen kesiswaan yang efektif, sehingga mampu 
menciptakan lingkungan sekolah yang unggul dan adaptif, serta 
mampu menghasilkan generasi muda yang tidak hanya cerdas 
secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berdaya saing tinggi. 

5.1  Seleksi, Penerimaan, dan Penempatan 
Siswa Baru 

Proses seleksi, penerimaan, dan penempatan siswa baru 
merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam manajemen 
kesiswaan di SMP. Tahapan ini menentukan kualitas dan karakter 
siswa yang akan bergabung di lingkungan sekolah serta 
mempengaruhi suasana akademik dan sosial di sekolah tersebut. 
Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan secara transparan, 
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adil, dan objektif agar tidak menimbulkan ketidakpuasan maupun 
ketidakadilan yang dapat mengganggu iklim sekolah. 

Proses seleksi biasanya dimulai dari pengumuman penerimaan 
siswa baru yang dilakukan melalui berbagai media komunikasi, 
seperti website sekolah, media sosial, dan pengumuman langsung 
di lingkungan sekolah. Selanjutnya, calon siswa mengikuti 
tahapan seleksi yang dapat berupa tes akademik, wawancara, dan 
penilaian karakter. Tes akademik bertujuan untuk mengukur 
kemampuan dasar siswa dalam bidang akademik sesuai dengan 
standar yang ditetapkan sekolah, sedangkan wawancara dan 
penilaian karakter digunakan untuk menilai aspek kepribadian, 
motivasi, dan kesiapan mental siswa untuk mengikuti proses 
belajar di SMP. 

Dalam praktiknya, banyak sekolah menerapkan sistem 
penerimaan berbasis zonasi, afirmasi, dan prestasi, sesuai dengan 
kebijakan pemerintah dan kebutuhan sekolah. Sistem zonasi, 
misalnya, bertujuan untuk mendistribusikan siswa secara merata 
dan adil berdasarkan jarak tempat tinggal, sehingga mengurangi 
ketimpangan sosial dan meningkatkan pemerataan pendidikan. 
Sementara itu, sistem prestasi menilai keberhasilan siswa 
berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik yang telah 
diraih sebelumnya. 

Penempatan siswa baru tidak hanya sebatas pengisian formulir 
dan mengikuti tes, tetapi juga harus mempertimbangkan 
karakteristik dan potensi siswa agar sesuai dengan program dan 
kultur sekolah. Sebagai contoh, sekolah yang memiliki program 
unggulan di bidang seni harus menempatkan siswa yang memiliki 
minat dan bakat di bidang tersebut agar mereka dapat 
berkembang optimal. Penempatan yang tepat akan meningkatkan 
motivasi belajar dan keberhasilan akademik siswa, serta 
meminimalisasi konflik dan ketidaknyamanan di lingkungan 
sekolah. 

Selain itu, proses penempatan harus dilakukan secara humanis 
dan memperhatikan aspek psikologis siswa. Sekolah perlu 
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menyediakan sesi orientasi bagi siswa baru agar mereka dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, memahami aturan 
dan budaya sekolah, serta membangun hubungan sosial yang 
positif dengan teman dan guru. Orientasi ini penting untuk 
mengurangi rasa cemas dan meningkatkan rasa percaya diri siswa 
dalam menjalani proses belajar di SMP. 

Dalam konteks manajemen kesiswaan, proses seleksi dan 
penempatan ini harus didukung oleh sistem administrasi yang 
baik dan transparan. Penggunaan teknologi informasi, seperti 
sistem pendaftaran online dan database siswa, dapat membantu 
mempercepat proses, mengurangi kesalahan administrasi, dan 
meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, keterlibatan orang tua 
dalam proses ini juga sangat penting, karena mereka adalah pihak 
yang paling memahami karakter dan kebutuhan anaknya. 

Secara umum, keberhasilan proses seleksi, penerimaan, dan 
penempatan siswa baru sangat bergantung pada kejelasan 
prosedur, keadilan, dan akuntabilitasnya. Sekolah harus mampu 
menciptakan mekanisme yang mampu menyeleksi siswa secara 
objektif dan adil, serta mampu menempatkan mereka pada 
lingkungan yang mendukung perkembangan potensi dan karakter 
mereka secara optimal. 

5.2  Pembinaan Karakter dan Kedisiplinan 
Siswa 

Pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa merupakan bagian 
integral dari manajemen kesiswaan yang bertujuan membentuk 
pribadi siswa yang berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab. 
Karakter yang kuat dan kedisiplinan yang baik akan menjadi 
fondasi utama dalam membangun suasana belajar yang kondusif 
dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. 

Pembinaan karakter dilakukan melalui berbagai kegiatan yang 
menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya positif. Sekolah 
dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum, 
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kegiatan ekstrakurikuler, serta budaya sekolah. Misalnya, melalui 
kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan pengembangan karakter 
berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, kejujuran, 
dan tanggung jawab. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teoritis, 
tetapi juga praktis, dengan mencontohkan perilaku yang sesuai 
dan memberi penghargaan kepada siswa yang menunjukkan 
karakter positif. 

Kedisiplinan siswa harus ditegakkan secara konsisten dan adil. 
Sekolah perlu menetapkan aturan dan tata tertib yang jelas, serta 
menerapkannya secara konsisten tanpa diskriminasi. Contohnya, 
aturan tentang kehadiran, tata tertib di kelas, dan larangan 
membawa barang yang tidak diperbolehkan harus ditegakkan 
secara disiplin. Guru dan tenaga kependidikan harus menjadi 
teladan dalam menegakkan kedisiplinan, karena mereka adalah 
panutan bagi siswa. Penerapan sanksi harus dilakukan secara 
proporsional dan mendidik, bukan sekadar hukuman, agar siswa 
memahami pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari karakter 
mereka. 

Selain itu, pembinaan karakter dan kedisiplinan juga dapat 
dilakukan melalui program pengembangan diri, seperti pelatihan 
kepemimpinan, kegiatan sosial, dan pengembangan soft skills. 
Sekolah dapat mengadakan program mentoring dan pembinaan 
pribadi yang melibatkan guru, konselor, dan orang tua. Misalnya, 
program “Pembinaan Karakter Melalui Kegiatan Sosial” yang 
melibatkan siswa dalam kegiatan bakti sosial, membersihkan 
lingkungan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kegiatan ini 
mampu menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab sosial, dan 
disiplin diri. 

Peran orang tua juga sangat penting dalam pembinaan karakter 
dan kedisiplinan siswa. Sekolah perlu menjalin komunikasi yang 
baik dengan orang tua agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah 
dapat diperkuat di rumah. Melalui forum komunikasi rutin, 
sekolah dan orang tua dapat bersama-sama memantau dan 
menegakkan kedisiplinan serta membina karakter siswa secara 
berkesinambungan. 
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Dalam praktiknya, keberhasilan pembinaan karakter dan 
kedisiplinan sangat bergantung pada konsistensi dan keteladanan 
dari seluruh warga sekolah. Sekolah harus mampu menciptakan 
budaya disiplin yang positif dan menyenangkan, sehingga siswa 
merasa nyaman dan termotivasi untuk mengikuti aturan. 
Penghargaan dan pengakuan terhadap siswa yang menunjukkan 
karakter dan kedisiplinan juga perlu diberikan sebagai bentuk 
apresiasi dan motivasi. 

5.3  Layanan Bimbingan dan Konseling 

Layanan bimbingan dan konseling (BK) merupakan bagian 
penting dari manajemen kesiswaan yang bertujuan mendukung 
perkembangan akademik, emosional, dan sosial siswa secara 
menyeluruh. Program BK di SMP harus dirancang secara 
sistematis dan berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan 
siswa yang beragam, terutama dalam masa transisi dari anak-anak 
ke remaja yang penuh dinamika. 

Pelaksanaan layanan BK meliputi kegiatan konseling individual, 
kelompok, dan layanan informasi serta edukasi. Konseling 
individual biasanya diberikan kepada siswa yang menghadapi 
masalah pribadi, akademik, atau sosial tertentu, seperti kesulitan 
belajar, masalah keluarga, atau konflik dengan teman sebaya. 
Konseling kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan 
keterampilan sosial, mengatasi masalah bersama, atau 
membangun karakter positif melalui kegiatan diskusi dan 
pelatihan. 

Selain itu, sekolah harus menyediakan layanan informasi dan 
edukasi yang berkaitan dengan pengembangan diri, kesehatan 
mental, dan pencegahan perilaku menyimpang. Program ini 
dapat berupa seminar, workshop, dan kegiatan penyuluhan yang 
melibatkan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor 
sekolah. Sekolah juga perlu mengintegrasikan program BK ke 
dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari agar siswa merasa 
nyaman dan terbuka dalam mengakses layanan ini. 
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Peran guru dan tenaga kependidikan sangat vital dalam 
mendukung keberhasilan layanan BK. Mereka harus mampu 
mengenali tanda-tanda siswa yang membutuhkan bantuan dan 
mampu merujuk ke tenaga profesional jika diperlukan. Sekolah 
juga harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar 
siswa merasa bebas untuk berbagi masalah dan mendapatkan 
solusi yang tepat. 

Pengembangan layanan BK harus didukung oleh kebijakan 
sekolah yang jelas, termasuk standar operasional prosedur (SOP), 
pelatihan tenaga BK, dan pengawasan berkala. Sekolah juga perlu 
melakukan evaluasi terhadap efektivitas program BK secara 
rutin, misalnya melalui survei kepuasan siswa dan orang tua, serta 
analisis data masalah yang muncul di lingkungan sekolah. 

Dalam konteks pengelolaan kesiswaan, layanan BK berfungsi 
sebagai pilar utama dalam membantu siswa mengatasi hambatan 
dan memperkuat potensi diri mereka. Dengan adanya layanan ini, 
diharapkan siswa mampu mengelola emosi, meningkatkan 
motivasi belajar, dan membangun hubungan sosial yang 
harmonis, sehingga tercipta suasana sekolah yang kondusif dan 
mendukung perkembangan holistik siswa. 

5.4  Kegiatan Ekstrakurikuler dan 
Pengembangan Potensi Siswa 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian penting dari 
manajemen kesiswaan yang berfungsi sebagai wahana 
pengembangan potensi, minat, dan bakat siswa di luar kegiatan 
belajar formal di kelas. Melalui kegiatan ini, siswa dapat 
menyalurkan kreativitas, memperluas wawasan, serta 
meningkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. 

Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler harus dilakukan secara 
terencana dan berkelanjutan. Sekolah perlu menyediakan 
berbagai jenis kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, 
seperti olahraga, seni, budaya, keagamaan, dan kewirausahaan. 
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Penting juga untuk melibatkan siswa dalam proses perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan agar mereka merasa memiliki dan 
bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Sebagai contoh, 
sekolah dapat membentuk klub-klub sesuai minat siswa, seperti 
klub seni rupa, klub robotik, atau klub bahasa asing, yang 
dikelola secara profesional dan berorientasi pada pengembangan 
kompetensi. 

Kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya berorientasi pada aspek 
rekreasi dan hiburan, tetapi juga mampu meningkatkan soft skills 
seperti kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan kreativitas. 
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, siswa belajar 
mengelola waktu, bertanggung jawab, serta mengembangkan rasa 
percaya diri. Sebagai ilustrasi, sekolah yang rutin mengadakan 
kompetisi antar klub dan mengikutsertakan siswa dalam event 
nasional maupun internasional, mampu meningkatkan motivasi 
dan prestasi siswa secara signifikan. 

Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi media untuk 
menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya positif. Misalnya, 
kegiatan keagamaan dan budaya dapat memperkuat identitas 
nasional dan karakter religius siswa. Sekolah juga harus 
memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan secara inklusif dan 
tidak meminggirkan siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau 
minat berbeda. 

Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler harus didukung oleh tenaga 
pelatih dan pembina yang kompeten serta fasilitas yang memadai. 
Sekolah perlu menyediakan anggaran dan sumber daya yang 
cukup agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan 
berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi 
terhadap keberhasilan dan dampak kegiatan ekstrakurikuler, 
misalnya melalui laporan kegiatan, penilaian peserta, dan 
pengembangan program lanjutan. 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang terorganisasi 
dengan baik, siswa tidak hanya memperoleh pengalaman belajar 
yang menyenangkan, tetapi juga mampu mengembangkan 
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potensi secara optimal. Hal ini akan berkontribusi pada 
pembentukan karakter positif, peningkatan kompetensi, dan 
kesiapan mereka menghadapi tantangan masa depan. Sekolah 
yang mampu mengintegrasikan kegiatan ekstrakurikuler secara 
efektif akan mampu menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan, inovatif, dan mendukung pengembangan holistik 
siswa. 
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BAB 6:  

MANAJEMEN SARANA 
DAN PRASARANA 

SEKOLAH 

 

Pendahuluan 

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek 
penting dalam manajemen sekolah yang sering kali diabaikan 
namun memiliki dampak besar terhadap keberhasilan proses 
pembelajaran dan pengembangan sekolah secara keseluruhan. 
Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, terawat, dan sesuai 
kebutuhan akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif, aman, dan menyenangkan bagi siswa maupun tenaga 
pendidik. Sebaliknya, kekurangan atau ketidaktersediaan fasilitas 
yang memadai dapat menghambat proses belajar mengajar, 
menurunkan motivasi siswa, dan bahkan mempengaruhi reputasi 
sekolah di masyarakat. 

Dalam konteks pendidikan masa kini, pengelolaan sarana dan 
prasarana tidak hanya sebatas pengadaan dan pemeliharaan fisik, 
tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan 
digitalisasi. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi 
bagian integral dari pengelolaan fasilitas sekolah yang modern 
dan adaptif terhadap tuntutan zaman. Sekolah yang mampu 
mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sarana dan 
prasarana akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta 
mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh 
warga sekolah. 
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Urgensi pengelolaan sarana dan prasarana yang baik semakin 
meningkat seiring dengan meningkatnya standar mutu 
pendidikan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan 
pendidikan. Sekolah tidak hanya dituntut untuk menyediakan 
fasilitas yang memadai, tetapi juga harus mampu mengelola dan 
memanfaatkannya secara optimal agar dapat mendukung 
pencapaian visi dan misi sekolah. Pengelolaan yang efektif akan 
membantu sekolah dalam mengurangi pemborosan, 
memperpanjang umur fasilitas, serta memastikan keberlanjutan 
operasional sekolah. 

Selain itu, perencanaan pembangunan fisik sekolah harus 
dilakukan secara matang dan berkelanjutan, dengan 
memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan efisiensi 
penggunaan sumber daya. Melalui perencanaan yang tepat, 
sekolah dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan dan 
menghindari pemborosan anggaran yang tidak perlu. Digitalisasi 
juga menjadi solusi inovatif dalam mengelola sarana dan 
prasarana, mulai dari pencatatan inventaris, pemantauan kondisi 
fasilitas, hingga pengelolaan anggaran dan pelaporan. 

Dengan memahami konsep dasar dan strategi pengelolaan sarana 
dan prasarana yang efektif, kepala sekolah dan seluruh warga 
sekolah dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan 
belajar yang optimal. Pengelolaan yang baik akan memberikan 
dampak positif terhadap kualitas pendidikan, meningkatkan citra 
sekolah, dan mendukung terciptanya sekolah yang unggul dan 
adaptif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang 
pengelolaan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam 
upaya membangun sekolah yang berkualitas dan mampu bersaing 
di era modern. 

6.1  Inventarisasi dan Kebutuhan Sarpras 

Inventarisasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana 
(sarpras) merupakan langkah awal yang krusial dalam pengelolaan 
fasilitas sekolah. Proses ini bertujuan untuk mengetahui secara 
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lengkap dan akurat kondisi fasilitas yang ada serta menentukan 
kebutuhan yang belum terpenuhi agar dapat mendukung proses 
pembelajaran secara optimal. Menurut Suryadi (2018), 
inventarisasi yang sistematis dan terencana akan membantu 
sekolah dalam mengidentifikasi kekurangan, kelebihan, dan 
kondisi fisik dari seluruh fasilitas yang dimiliki, termasuk ruang 
kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan 
infrastruktur pendukung lainnya. 

Langkah pertama dalam proses ini adalah melakukan pencatatan 
seluruh aset yang dimiliki sekolah secara lengkap dan terperinci. 
Data yang dikumpulkan meliputi jenis fasilitas, jumlah, kondisi 
fisik, usia, dan tingkat keaktifan penggunaannya. Penggunaan 
teknologi informasi, seperti aplikasi berbasis komputer atau 
sistem manajemen aset digital, dapat meningkatkan efisiensi dan 
akurasi pencatatan ini. Sebagai contoh, sekolah dapat 
menggunakan perangkat lunak manajemen aset yang 
memungkinkan pencatatan secara real-time dan memudahkan 
pemantauan kondisi fasilitas secara berkala (Hidayat & Sari, 
2020). 

Selanjutnya, analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil 
inventarisasi tersebut. Sekolah harus mengidentifikasi fasilitas 
yang sudah tidak memadai, rusak, usang, atau tidak sesuai dengan 
standar operasional dan kebutuhan pembelajaran. Analisis ini 
melibatkan partisipasi seluruh warga sekolah, termasuk kepala 
sekolah, guru, staf tata usaha, dan perwakilan siswa serta orang 
tua. Melalui diskusi dan evaluasi bersama, dapat disusun prioritas 
kebutuhan yang mendesak dan strategis untuk diperbaiki, 
ditambah, atau diganti. 

Contoh nyata dari proses ini adalah sekolah menengah pertama 
di daerah perkotaan yang melakukan inventarisasi fasilitas 
laboratorium komputer. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian 
besar komputer sudah usang dan tidak mampu menjalankan 
perangkat lunak terbaru yang dibutuhkan untuk pembelajaran 
berbasis teknologi. Berdasarkan analisis kebutuhan, sekolah 
memutuskan untuk mengadakan penggantian komputer secara 
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bertahap dan menambah fasilitas jaringan internet yang memadai 
agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan efisien 
(Kurniawan, 2019). 

Selain itu, penting juga untuk melakukan pengkajian terhadap 
kebutuhan fasilitas pendukung lain seperti ruang belajar, ruang 
guru, ruang administrasi, dan fasilitas umum lainnya. Pengkajian 
ini harus dilakukan secara periodik, minimal setiap tahun ajaran 
baru, agar data kebutuhan selalu mutakhir dan mampu 
menyesuaikan dengan perkembangan sekolah serta perubahan 
kurikulum maupun teknologi. 

Penggunaan data hasil inventarisasi dan analisis kebutuhan ini 
menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, perencanaan 
pembangunan, dan pengadaan fasilitas baru. Dengan demikian, 
pengelolaan sarpras tidak dilakukan secara sporadis, tetapi 
terencana dan berorientasi pada kebutuhan nyata yang 
mendukung keberhasilan proses pendidikan di sekolah (Suryadi, 
2018). 

6.2  Pemeliharaan dan Optimalisasi 
Penggunaan 

Pemeliharaan dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana 
merupakan aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan 
keberfungsian fasilitas sekolah. Fasilitas yang terawat dengan baik 
akan memiliki umur pakai lebih panjang, biaya perbaikan lebih 
rendah, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. 
Menurut Sari (2019), pemeliharaan yang dilakukan secara rutin 
dan sistematis akan mengurangi risiko kerusakan mendadak yang 
dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. 

Pemeliharaan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu 
pemeliharaan preventif dan korektif. Pemeliharaan preventif 
dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan, 
seperti pembersihan rutin, pengecekan kondisi listrik, 
pengecatan, dan perawatan fasilitas fisik lainnya. Sedangkan 
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pemeliharaan korektif dilakukan setelah terjadi kerusakan, 
dengan tujuan memperbaiki fasilitas agar kembali berfungsi 
normal. Kedua jenis pemeliharaan ini harus dilakukan secara 
berkesinambungan dan terintegrasi dalam program pengelolaan 
sarpras sekolah. 

Optimalisasi penggunaan fasilitas juga tidak kalah penting. 
Sekolah harus memastikan bahwa semua fasilitas digunakan 
secara efisien dan tepat guna. Misalnya, ruang kelas harus 
digunakan secara bergiliran sesuai jadwal, laboratorium harus 
dioperasikan sesuai prosedur, dan fasilitas olahraga harus 
dimanfaatkan secara aktif oleh siswa. Pengelolaan yang baik akan 
menghindari pemborosan dan kerusakan akibat penggunaan yang 
tidak tepat. 

Contoh nyata dari optimalisasi penggunaan adalah penerapan 
sistem jadwal berbasis digital yang memungkinkan semua 
pengguna fasilitas mengetahui waktu dan prosedur 
penggunaannya. Sekolah juga dapat mengadakan pelatihan 
kepada staf dan siswa tentang tata cara penggunaan fasilitas yang 
benar dan aman. Dengan demikian, fasilitas tidak hanya 
digunakan secara maksimal tetapi juga dipelihara dengan baik dan 
aman (Hidayat & Sari, 2020). 

Selain itu, pengelolaan inventaris dan penggunaan fasilitas harus 
didukung oleh sistem pencatatan yang transparan dan akuntabel. 
Sekolah dapat menggunakan aplikasi manajemen aset yang 
memungkinkan pencatatan penggunaan, pemeliharaan, dan 
perbaikan secara real-time. Sistem ini akan memudahkan 
pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan 
sarpras secara cepat dan tepat (Kurniawan, 2019). 

Pengelolaan yang efektif dan efisien ini akan memperpanjang 
umur fasilitas, mengurangi biaya perawatan, dan memastikan 
fasilitas selalu dalam kondisi optimal untuk mendukung proses 
belajar mengajar. Sekolah juga perlu melakukan evaluasi berkala 
terhadap efektivitas pemeliharaan dan penggunaan fasilitas, serta 
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melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai kebutuhan (Sari, 
2019). 

6.3  Perencanaan Pembangunan Fisik 
Sekolah 

Perencanaan pembangunan fisik sekolah merupakan proses 
strategis yang harus dilakukan secara matang dan berkelanjutan 
agar mampu memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. 
Proses ini meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan desain, 
penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai 
dengan standar dan regulasi yang berlaku. Menurut 
Permendikbud (2017), perencanaan fisik harus didasarkan pada 
analisis kebutuhan yang komprehensif dan memperhatikan aspek 
keberlanjutan lingkungan serta efisiensi sumber daya. 

Langkah awal dalam perencanaan pembangunan fisik adalah 
melakukan studi kelayakan dan analisis kebutuhan yang 
mendalam. Data dari inventarisasi dan analisis kebutuhan 
sebelumnya sangat berperan dalam menentukan prioritas 
pembangunan, seperti penambahan ruang kelas, pembangunan 
laboratorium baru, atau renovasi fasilitas yang sudah usang. 
Setelah itu, dilakukan penyusunan desain arsitektur dan tata 
ruang yang sesuai dengan standar keamanan, kenyamanan, dan 
estetika. 

Dalam proses ini, keterlibatan berbagai pihak sangat penting, 
termasuk kepala sekolah, guru, staf tata usaha, perwakilan siswa, 
orang tua, serta tenaga ahli di bidang arsitektur dan konstruksi. 
Partisipasi ini memastikan bahwa pembangunan memenuhi 
kebutuhan pengguna dan sesuai dengan karakteristik lingkungan 
sekitar. Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan harus menjadi 
perhatian utama, seperti penggunaan bahan bangunan ramah 
lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah konstruksi 
(Permendikbud, 2017). 
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Penganggaran pembangunan harus dilakukan secara transparan 
dan akuntabel, dengan memperhitungkan sumber dana yang 
tersedia, baik dari APBN, APBD, maupun swadaya masyarakat. 
Sekolah perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah 
(RKAS) yang mencakup alokasi dana untuk pembangunan fisik 
secara rinci dan realistis. Pengawasan selama proses konstruksi 
harus dilakukan secara ketat agar hasil pembangunan sesuai 
dengan rencana dan standar kualitas yang ditetapkan. 

Setelah pembangunan selesai, dilakukan evaluasi dan serah terima 
fasilitas baru kepada pengelola sekolah. Pembangunan fisik yang 
direncanakan dengan baik akan memberikan manfaat jangka 
panjang, meningkatkan kualitas lingkungan belajar, dan 
mendukung pencapaian visi sekolah sebagai sekolah unggul dan 
adaptif (Permendikbud, 2017). 

6.4  Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi 
di Sekolah 

Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sarana 
dan prasarana sekolah menjadi aspek penting dalam era 
modernisasi pendidikan. Penggunaan teknologi tidak hanya 
meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan fasilitas, 
tetapi juga mendukung transformasi digital yang menjadi bagian 
integral dari pengembangan sekolah yang unggul dan adaptif. 
Menurut UNESCO (2020), integrasi teknologi dalam 
pengelolaan fasilitas sekolah mampu mempercepat proses 
pencatatan, pemantauan, dan pelaporan, serta meningkatkan 
partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan. 

Salah satu inovasi utama adalah penerapan Sistem Informasi 
Manajemen Sekolah (SIMSekolah) yang terintegrasi dengan 
modul pengelolaan sarana dan prasarana. Sistem ini 
memungkinkan pencatatan inventaris secara digital, pemantauan 
kondisi fasilitas secara real-time, serta pengelolaan anggaran dan 
perawatan secara otomatis. Contoh implementasi adalah sekolah 
yang menggunakan aplikasi berbasis cloud yang dapat diakses 
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oleh seluruh staf dan pengelola, sehingga data selalu mutakhir 
dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja (Hidayat & Sari, 
2020). 

Selain itu, teknologi digital juga digunakan untuk pengelolaan 
jadwal penggunaan fasilitas, pengingat pemeliharaan, dan 
pelaporan kerusakan secara cepat. Penggunaan sensor dan 
Internet of Things (IoT) dalam fasilitas fisik, seperti sistem 
pencahayaan otomatis dan pengaturan suhu ruangan, dapat 
meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. 
Sebagai contoh, sekolah yang mengintegrasikan sensor suhu dan 
cahaya di ruang kelas mampu mengurangi konsumsi energi listrik 
secara signifikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang 
nyaman (Kurniawan, 2019). 

Pengembangan literasi digital bagi tenaga pendidik dan siswa juga 
menjadi bagian penting dari digitalisasi ini. Sekolah harus 
menyediakan pelatihan dan pendampingan agar seluruh warga 
sekolah mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dan 
bertanggung jawab. Hal ini termasuk penggunaan perangkat 
lunak pengelolaan fasilitas, aplikasi komunikasi, serta platform 
pembelajaran daring yang mendukung kegiatan belajar mengajar 
di luar ruang kelas (UNESCO, 2020). 

Tantangan utama dalam digitalisasi ini adalah kesiapan 
infrastruktur, seperti koneksi internet yang stabil dan perangkat 
yang memadai. Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan 
perencanaan pengembangan infrastruktur teknologi secara 
berkelanjutan dan berorientasi masa depan. Dengan demikian, 
digitalisasi tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga 
sebagai pendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan 
pendidikan secara menyeluruh (Hidayat & Sari, 2020). 

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan sarana dan prasarana 
akan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih transparan, 
akuntabel, dan efisien. Sekolah yang mampu mengintegrasikan 
digitalisasi secara optimal akan lebih adaptif terhadap perubahan 
zaman dan mampu memberikan layanan terbaik kepada seluruh 
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warga sekolah, sekaligus mendukung pencapaian visi sebagai 
sekolah unggul dan inovatif. 
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BAB 7:  

MANAJEMEN 
KEUANGAN SEKOLAH 

 

Pendahuluan 

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek krusial dalam 
manajemen sekolah yang sering kali dianggap sebagai fondasi 
utama keberhasilan operasional dan pengembangan lembaga 
pendidikan. Sekolah sebagai institusi yang bertanggung jawab 
terhadap mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya 
manusia harus mampu mengelola dana secara transparan, 
akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan 
keuangan tidak hanya sekadar pencatatan pemasukan dan 
pengeluaran, tetapi juga mencakup perencanaan, pengawasan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Urgensi dari pembahasan mengenai manajemen keuangan 
sekolah semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat 
dan pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan dana pendidikan. Sekolah harus mampu memastikan 
bahwa setiap dana yang diperoleh digunakan secara efektif dan 
efisien untuk mendukung program-program pendidikan yang 
telah dirancang. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga 
menjadi indikator keberhasilan dalam membangun kepercayaan 
stakeholder, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 

Sumber dana sekolah tidak hanya berasal dari dana BOS 
(Bantuan Operasional Sekolah), dana dari pemerintah, maupun 
sumbangan masyarakat, tetapi juga dari berbagai sumber lain 
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yang perlu dikelola secara profesional. Penyusunan anggaran 
yang tepat dan pelaksanaan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran 
Sekolah) yang terstruktur menjadi kunci utama dalam 
memastikan keberlangsungan kegiatan sekolah. Melalui proses 
ini, sekolah dapat mengalokasikan dana secara proporsional 
sesuai kebutuhan dan prioritas, serta menghindari pemborosan 
dan penyalahgunaan dana. 

Selain itu, pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 
menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pengelolaan 
keuangan sekolah. Sekolah harus mampu menyusun laporan 
keuangan yang jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 
kepada stakeholder terkait. Hal ini tidak hanya memenuhi 
ketentuan hukum dan regulasi, tetapi juga memperkuat 
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sekolah. 

Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan keuangan yang baik 
akan mendukung keberhasilan seluruh program pendidikan, 
meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat posisi sekolah 
sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Oleh karena 
itu, pemahaman mendalam tentang sumber dana, proses 
penyusunan anggaran, pelaporan, dan prinsip transparansi serta 
akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam 
manajemen sekolah. Melalui pembelajaran ini, diharapkan peserta 
didik mampu mengelola keuangan sekolah secara efektif dan 
bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi dalam 
pembangunan sekolah yang sehat dan berkelanjutan. 

7.1  Sumber Dana dan Anggaran Sekolah 

Pengelolaan keuangan sekolah sangat bergantung pada sumber 
dana yang diperoleh dan bagaimana dana tersebut dialokasikan 
secara efektif dan efisien. Sumber dana sekolah dapat berasal dari 
berbagai pihak dan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga 
memerlukan pengelolaan yang cermat agar dapat mendukung 
keberlangsungan operasional dan pengembangan sekolah secara 
optimal. 
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Sumber dana utama yang biasanya dimiliki sekolah di Indonesia 
adalah dana dari pemerintah, termasuk Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), dana alokasi umum (DAU), dan 
dana dari pemerintah daerah. Dana BOS merupakan sumber 
dana yang paling signifikan dan bersifat khusus untuk 
mendukung kegiatan operasional sekolah, termasuk pembelian 
buku, alat tulis, peralatan belajar, serta pemeliharaan fasilitas 
sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Dana 
ini diberikan secara langsung kepada sekolah dan harus 
digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta 
dilaporkan secara transparan. 

Selain dana dari pemerintah, sekolah juga memperoleh dana dari 
sumber lain seperti sumbangan masyarakat, iuran orang tua 
siswa, dana dari swasta, dan kerjasama dengan dunia usaha dan 
industri. Dana dari masyarakat ini sering kali digunakan untuk 
kegiatan yang bersifat sukarela dan mendukung program-
program tertentu di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, 
pembangunan fasilitas, atau program pengembangan karakter 
siswa. Contoh nyata adalah sekolah yang mengadakan program 
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang didanai 
dari sumbangan orang tua dan komunitas lokal. 

Selain sumber dana internal dan eksternal tersebut, sekolah juga 
dapat memperoleh dana dari kegiatan usaha yang dilakukan di 
lingkungan sekolah, seperti kantin, koperasi sekolah, atau 
penyewaan fasilitas. Dana dari kegiatan ini biasanya digunakan 
untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan 
fasilitas sekolah. 

Pengelolaan anggaran sekolah harus mampu mengintegrasikan 
semua sumber dana tersebut secara transparan dan akuntabel. 
Sekolah perlu menyusun anggaran yang mencerminkan prioritas 
kebutuhan dan program kerja yang telah direncanakan. 
Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa dana yang 
diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan 
mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di 
sekolah. 
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Dalam praktiknya, pengelolaan dana sekolah harus mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 
Pengelolaan Keuangan Sekolah (Permendikbud No. 13 Tahun 
2019). Sekolah harus mampu melakukan pencatatan yang akurat, 
pengawasan penggunaan dana, serta melakukan audit internal 
secara berkala untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan 
atau penyalahgunaan dana. 

Contoh studi kasus adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 
daerah tertentu yang mendapatkan dana BOS sebesar Rp 500 
juta per tahun. Dana ini digunakan untuk pembelian buku 
pelajaran, alat peraga, dan perbaikan fasilitas belajar. Sekolah juga 
menggalang dana dari orang tua siswa sebesar Rp 100 juta untuk 
kegiatan pengembangan karakter dan kegiatan ekstrakurikuler. 
Pengelolaan dana ini dilakukan melalui penyusunan anggaran 
tahunan yang disusun berdasarkan kebutuhan prioritas dan 
disusun secara transparan, kemudian dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang telah disetujui. 

Pengelolaan dana yang efektif dan efisien akan meningkatkan 
kepercayaan stakeholder terhadap sekolah, memperkuat 
keberlanjutan program pendidikan, dan mendukung pencapaian 
visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber dana 
dan anggaran harus dilakukan secara profesional, berintegritas, 
dan berorientasi pada hasil yang nyata. 

7.2  Penyusunan dan Pelaksanaan RKAS 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) 
merupakan proses penting dalam manajemen keuangan sekolah 
yang berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan dana selama 
satu tahun anggaran. RKAS harus disusun secara partisipatif, 
melibatkan seluruh stakeholder sekolah, termasuk kepala sekolah, 
guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua siswa, agar sesuai 
dengan kebutuhan dan prioritas sekolah. 
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Proses penyusunan RKAS dimulai dari identifikasi kebutuhan 
sekolah berdasarkan hasil evaluasi program sebelumnya, analisis 
kondisi keuangan, serta perencanaan strategis yang mendukung 
visi dan misi sekolah. Dalam tahap ini, sekolah harus melakukan 
analisis kebutuhan yang komprehensif, termasuk pengembangan 
kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, 
pengembangan fasilitas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Data dan 
informasi yang lengkap akan membantu dalam menentukan 
prioritas pengeluaran dana. 

Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah 
menyusun anggaran yang realistis dan terukur. Penyusunan 
anggaran harus mengikuti prinsip efisiensi dan efektivitas, serta 
memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku. Sekolah harus 
mengalokasikan dana secara proporsional sesuai dengan prioritas 
program dan kegiatan yang telah direncanakan. Contohnya, 
alokasi terbesar biasanya untuk pengadaan buku dan alat 
pembelajaran, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta 
perawatan fasilitas. 

Pelaksanaan RKAS harus didukung oleh sistem pengawasan yang 
ketat agar dana digunakan sesuai dengan rencana. Sekolah perlu 
menetapkan mekanisme pengendalian internal, seperti 
pengesahan pengeluaran oleh kepala sekolah dan pengawasan 
oleh bendahara sekolah. Selain itu, pelaksanaan harus didukung 
oleh dokumentasi lengkap, mulai dari bukti pengeluaran, laporan 
penggunaan dana, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan. 

Contoh pelaksanaan RKAS adalah sekolah yang mengalokasikan 
40% dari total anggaran untuk pengadaan buku dan alat belajar, 
30% untuk pengembangan kompetensi guru, 20% untuk 
perawatan fasilitas, dan 10% untuk kegiatan ekstrakurikuler. 
Dalam pelaksanaan, sekolah melakukan pencatatan secara rinci 
dan rutin melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran agar 
tetap sesuai dengan rencana. 

Selain itu, sekolah harus mampu melakukan penyesuaian 
anggaran jika terjadi perubahan kebutuhan atau kondisi eksternal 
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yang mempengaruhi pelaksanaan program. Penyesuaian ini harus 
dilakukan secara transparan dan melibatkan stakeholder terkait, 
serta didokumentasikan secara lengkap. 

Pengelolaan RKAS yang baik akan memastikan bahwa dana 
sekolah digunakan secara optimal dan mendukung pencapaian 
target pendidikan. Sekolah juga harus mampu melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan RKAS secara berkala, serta melakukan 
revisi jika diperlukan, agar tetap relevan dan efektif dalam 
mendukung keberhasilan program sekolah. 

7.3  Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan 

Pelaporan keuangan merupakan bagian integral dari pengelolaan 
keuangan sekolah yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dana selama periode 
tertentu. Pelaporan ini harus dilakukan secara rutin dan sistematis 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
transparan kepada stakeholder, termasuk pemerintah, orang tua 
siswa, dan masyarakat. 

Proses pelaporan keuangan dimulai dari pencatatan semua 
transaksi keuangan secara lengkap dan akurat. Sekolah harus 
memiliki sistem pencatatan yang terintegrasi, baik secara manual 
maupun berbasis teknologi informasi, yang mampu memantau 
seluruh pemasukan dan pengeluaran dana. Data yang tercatat 
harus lengkap, valid, dan dapat diverifikasi kapan saja. 

Setelah pencatatan, laporan keuangan disusun dalam bentuk 
laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, laporan arus kas, 
dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan ini harus 
disusun sesuai standar akuntansi pendidikan dan mengikuti 
format yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, 
laporan keuangan harus memuat rincian pemasukan dari dana 
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BOS, sumbangan masyarakat, dan sumber lain, serta pengeluaran 
untuk berbagai program dan kegiatan. 

Pelaporan keuangan harus dilakukan secara periodik, minimal 
setiap triwulan dan akhir tahun ajaran. Sekolah juga harus 
menyampaikan laporan keuangan kepada pihak terkait, seperti 
dinas pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat umum melalui 
media yang transparan, misalnya website sekolah atau papan 
pengumuman. 

Pertanggungjawaban keuangan adalah proses menjelaskan dan 
mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana kepada 
stakeholder. Sekolah harus mampu menunjukkan bahwa dana 
digunakan sesuai dengan RKAS dan peraturan yang berlaku. Hal 
ini dilakukan melalui audit internal dan eksternal, serta 
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang lengkap 
dan transparan. 

Contoh studi kasus adalah sekolah yang menyusun laporan 
keuangan tahunan dan mengadakan rapat dengan komite sekolah 
dan orang tua untuk menjelaskan penggunaan dana. Dalam rapat 
tersebut, sekolah memaparkan rincian pengeluaran dan 
menjawab pertanyaan dari stakeholder, serta menerima masukan 
untuk perbaikan pengelolaan ke depan. 

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik akan 
meningkatkan kepercayaan stakeholder, memperkuat integritas 
sekolah, dan memastikan keberlanjutan program pendidikan. 
Sekolah harus mampu menjaga akuntabilitas ini secara konsisten 
dan berkelanjutan. 

7.4 Transparansi dan Akuntabilitas 
Keuangan 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam 
pengelolaan keuangan sekolah yang bertujuan untuk membangun 
kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana 
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secara benar dan bertanggung jawab. Prinsip ini harus 
diimplementasikan secara nyata melalui berbagai mekanisme dan 
kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi keuangan 
kepada seluruh stakeholder. 

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah berarti 
seluruh proses pengelolaan dana harus dapat diakses dan 
dipahami oleh stakeholder, termasuk orang tua siswa, 
masyarakat, dan pemerintah. Sekolah harus menyediakan 
informasi keuangan secara terbuka melalui media yang mudah 
diakses, seperti website sekolah, papan pengumuman, atau 
laporan tahunan. Informasi yang disampaikan harus lengkap, 
akurat, dan mudah dipahami, termasuk rincian sumber dana, 
penggunaan dana, dan hasil evaluasi keuangan. 

Selain itu, sekolah harus menerapkan sistem pengawasan internal 
yang kuat, seperti pengendalian internal, audit internal, dan 
pengawasan oleh komite sekolah. Sistem ini bertujuan untuk 
mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa dana 
digunakan sesuai dengan peraturan dan rencana yang telah 
disusun. Pengawasan ini harus dilakukan secara rutin dan 
objektif. 

Akuntabilitas keuangan mengacu pada tanggung jawab sekolah 
dalam mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana 
kepada stakeholder. Sekolah harus mampu menunjukkan bahwa 
dana digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 
pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui laporan keuangan 
yang lengkap dan audit yang independen. Sekolah juga harus 
mampu menjawab pertanyaan dan menerima masukan dari 
stakeholder terkait pengelolaan keuangan. 

Contoh nyata dari penerapan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas adalah sekolah yang mengadakan forum terbuka setiap 
akhir semester untuk menyampaikan laporan keuangan dan program yang 
telah dilaksanakan. Dalam forum tersebut, orang tua dan 
masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya dan 
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memberikan masukan, sehingga tercipta suasana keterbukaan 
dan kepercayaan. 

Implementasi prinsip ini akan memperkuat citra positif sekolah 
sebagai lembaga yang profesional dan bertanggung jawab. Selain 
itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi syarat utama 
dalam memperoleh kepercayaan dari pihak pemberi dana, 
termasuk pemerintah dan masyarakat, serta mendukung 
keberlanjutan program pendidikan. 
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BAB 8: MANAJEMEN 
HUBUNGAN SEKOLAH 

DAN MASYARAKAT 
(HUMAS) 

 

 

Pendahuluan 

Pengelolaan sekolah tidak hanya sebatas aspek akademik dan 
administratif internal, tetapi juga sangat bergantung pada 
hubungan yang harmonis dan strategis dengan berbagai pihak di 
luar lingkungan sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat 
(HUMAS) menjadi salah satu pilar penting dalam membangun 
citra positif, memperkuat dukungan sosial, serta meningkatkan 
keberhasilan program pendidikan yang dijalankan. Dalam 
konteks ini, sekolah harus mampu menjalin komunikasi yang 
efektif, membangun kemitraan yang saling menguntungkan, dan 
melibatkan stakeholder secara aktif dalam proses pengambilan 
keputusan dan pengembangan sekolah. 

Urgensi dari pembahasan mengenai manajemen hubungan 
sekolah dan masyarakat ini semakin meningkat seiring dengan 
tantangan zaman yang menuntut sekolah untuk mampu 
beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan sekitar. Sekolah 
tidak lagi berperan sebagai institusi tertutup yang hanya fokus 
pada proses belajar mengajar di dalam kelas, tetapi juga sebagai 
pusat pengembangan komunitas yang mampu menjalin 
hubungan yang konstruktif dengan orang tua, komunitas lokal, 
dunia usaha, dan industri. Melalui hubungan yang baik dan 
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strategis, sekolah dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti 
dukungan sumber daya, peningkatan partisipasi masyarakat, serta 
penguatan citra positif yang akan mendukung keberlanjutan dan 
keberhasilan program pendidikan. 

Selain itu, keberhasilan dalam membangun hubungan yang 
efektif juga memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai 
stakeholder yang terlibat. Setiap stakeholder memiliki 
kepentingan dan harapan yang berbeda, sehingga diperlukan 
strategi komunikasi dan kolaborasi yang tepat agar semua pihak 
merasa terlibat dan mendapatkan manfaat. Peran komite sekolah 
dan orang tua menjadi sangat penting dalam proses ini, karena 
mereka merupakan bagian dari komunitas yang langsung 
berinteraksi dan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan 
sekolah. 

Dalam konteks yang lebih luas, kemitraan dengan dunia usaha 
dan industri menjadi peluang strategis untuk meningkatkan 
kompetensi siswa dan membuka peluang kerja yang relevan 
dengan kebutuhan pasar. Melalui kemitraan ini, sekolah dapat 
mengintegrasikan pengalaman dunia industri ke dalam proses 
pembelajaran, serta memperluas jejaring yang mendukung 
pengembangan karakter dan kompetensi siswa secara holistik. 

Dengan memahami pentingnya manajemen hubungan sekolah 
dan masyarakat, para pengelola sekolah diharapkan mampu 
merancang dan melaksanakan strategi yang mampu memperkuat 
posisi sekolah di tengah masyarakat. Hal ini tidak hanya akan 
meningkatkan citra dan reputasi sekolah, tetapi juga akan 
memperkuat fondasi keberhasilan pendidikan secara umum. 
Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan membekali 
peserta didik dan calon pengelola sekolah untuk mampu 
membangun hubungan yang harmonis, strategis, dan 
berkelanjutan demi tercapainya visi dan misi sekolah yang unggul 
dan adaptif. 
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8.1 Pemetaan Stakeholder Pendidikan 

Pemetaan stakeholder pendidikan merupakan langkah awal yang 
krusial dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat 
(HUMAS). Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 
memahami berbagai pihak yang memiliki kepentingan, peran, 
serta pengaruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan sekolah. 
Dengan melakukan pemetaan stakeholder, sekolah dapat 
mengetahui siapa saja yang menjadi bagian dari ekosistem 
pendidikan dan bagaimana hubungan serta komunikasi yang 
perlu dibangun agar sinergi dapat terjalin secara efektif. 

Menurut Freeman (2010), stakeholder adalah individu, 
kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung 
maupun tidak langsung terhadap kegiatan dan hasil dari suatu 
organisasi, termasuk sekolah. Dalam konteks sekolah, 
stakeholder tidak hanya terbatas pada siswa, guru, dan kepala 
sekolah, tetapi juga meliputi orang tua, komite sekolah, 
pemerintah daerah, dunia usaha, industri, masyarakat sekitar, 
media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Setiap 
stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda, misalnya orang 
tua menginginkan pendidikan berkualitas dan aman bagi anaknya, 
sementara dunia usaha tertarik pada pengembangan sumber daya 
manusia yang kompeten dan siap kerja. 

Proses pemetaan stakeholder meliputi identifikasi, analisis, dan 
penentuan strategi pendekatan yang sesuai. Identifikasi dilakukan 
dengan mengumpulkan data tentang siapa saja yang terlibat dan 
berpengaruh terhadap sekolah. Analisis dilakukan untuk menilai 
tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder 
terhadap keberhasilan sekolah. Biasanya, alat yang digunakan 
adalah matriks kekuasaan dan kepentingan (power-interest 
matrix), yang membantu sekolah dalam menentukan prioritas 
komunikasi dan kolaborasi. 

Contoh penerapan pemetaan stakeholder dapat dilihat pada 
sekolah yang mengidentifikasi bahwa orang tua dan komite 
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sekolah memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan 
terkait kegiatan sekolah dan pengelolaan dana. Sementara itu, 
pemerintah daerah dan dunia usaha memiliki pengaruh besar 
dalam penyediaan sumber daya dan peluang kerja bagi lulusan 
sekolah. Dengan pemetaan ini, sekolah dapat merancang strategi 
komunikasi yang tepat, seperti mengadakan pertemuan rutin, 
forum diskusi, dan kegiatan kolaboratif yang melibatkan semua 
pihak. 

Selain itu, pemetaan stakeholder juga harus bersifat dinamis dan 
berkelanjutan. Seiring perkembangan zaman dan perubahan 
kondisi sosial, stakeholder yang awalnya tidak terlalu 
berpengaruh bisa menjadi sangat penting, dan sebaliknya. Oleh 
karena itu, sekolah perlu melakukan evaluasi dan pembaruan 
secara berkala agar hubungan yang terjalin tetap relevan dan 
efektif. 

Pentingnya pemetaan stakeholder juga ditegaskan oleh Epstein 
(2018), yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan 
sekolah sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam 
memahami dan mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang 
berkepentingan. Dengan demikian, pemetaan stakeholder bukan 
hanya sekadar identifikasi, tetapi juga sebagai dasar dalam 
merancang strategi komunikasi, kolaborasi, dan pengembangan 
hubungan yang saling menguntungkan. 

8.2  Strategi Komunikasi dan Kolaborasi 

Strategi komunikasi dan kolaborasi merupakan fondasi utama 
dalam membangun hubungan harmonis antara sekolah dan 
stakeholder. Komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa 
pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, serta 
mampu membangun kepercayaan dan saling pengertian. 
Kolaborasi yang terencana dan terstruktur akan memperkuat 
sinergi dan mendukung pencapaian visi dan misi sekolah secara 
berkelanjutan. 
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Dalam konteks sekolah, strategi komunikasi harus mampu 
menjangkau semua stakeholder secara inklusif dan berkelanjutan. 
Menurut Barnett dan McCormick (2018), komunikasi yang 
efektif harus didasarkan pada prinsip transparansi, kejelasan, dan 
konsistensi. Sekolah perlu menggunakan berbagai media 
komunikasi, seperti pertemuan langsung, surat kabar sekolah, 
media sosial, website resmi, dan platform digital lainnya. 
Penggunaan media digital sangat relevan saat ini, karena mampu 
menjangkau stakeholder secara cepat dan efisien, serta 
memungkinkan adanya interaksi langsung dan feedback yang 
konstruktif. 

Selain itu, strategi kolaborasi harus didukung oleh budaya 
keterbukaan dan partisipasi aktif dari semua pihak. Sekolah perlu 
menciptakan forum diskusi, workshop, dan kegiatan bersama 
yang melibatkan stakeholder, sehingga tercipta rasa memiliki dan 
tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan sekolah. Sebagai 
contoh, sekolah dapat mengadakan forum orang tua dan guru 
secara rutin untuk membahas perkembangan siswa, kebutuhan 
fasilitas, dan program pengembangan sekolah. 

Contoh nyata dari strategi komunikasi dan kolaborasi yang 
efektif adalah program kemitraan antara sekolah dan dunia usaha 
dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Sekolah 
bekerja sama dengan industri untuk menyusun kurikulum yang 
relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta mengadakan magang 
dan pelatihan kerja bagi siswa. Melalui kolaborasi ini, sekolah 
tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga 
memperluas jejaring dan peluang kerja bagi lulusan. 

Selain itu, penting juga untuk membangun komunikasi yang 
bersifat dua arah, di mana stakeholder tidak hanya menerima 
informasi, tetapi juga dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan 
saran. Pendekatan ini akan menciptakan suasana saling percaya 
dan memperkuat hubungan jangka panjang. Sekolah harus 
mampu mengelola konflik dan perbedaan pendapat secara 
konstruktif, serta memastikan bahwa setiap komunikasi 
diarahkan pada solusi dan peningkatan mutu. 
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Strategi komunikasi dan kolaborasi yang efektif harus didukung 
oleh kepemimpinan yang visioner dan mampu mengelola 
dinamika hubungan sosial. Sekolah perlu mengembangkan 
program pelatihan komunikasi bagi guru dan staf, serta 
membangun sistem informasi yang memudahkan pertukaran data 
dan informasi secara transparan dan akurat. 

8.3  Peran Komite Sekolah dan Orang Tua 

Peran komite sekolah dan orang tua sangat strategis dalam 
mendukung keberhasilan pengelolaan sekolah. Keduanya 
merupakan bagian dari stakeholder internal yang memiliki hak 
dan kewajiban dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta 
pengembangan program sekolah. Melalui peran aktif mereka, 
sekolah dapat memperoleh dukungan moral, material, dan sosial 
yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Komite sekolah berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara 
pihak sekolah dan masyarakat. Menurut Mulyasa (2017), komite 
sekolah memiliki peran dalam memberikan masukan, 
pengawasan, serta membantu dalam pengelolaan dana dan 
sumber daya lainnya. Mereka juga berperan dalam menyusun 
kebijakan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 
memastikan bahwa program sekolah berjalan sesuai rencana. 

Peran orang tua dalam konteks ini tidak kalah penting. Orang tua 
adalah mitra utama dalam pendidikan anak, dan keikutsertaan 
mereka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta 
memperkuat karakter dan kedisiplinan. Sekolah perlu 
membangun kemitraan yang harmonis dengan orang tua melalui 
kegiatan seperti rapat orang tua, seminar parenting, dan program 
keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar maupun 
kegiatan ekstrakurikuler. 

Contoh nyata peran aktif orang tua dan komite sekolah dapat 
dilihat pada program sekolah yang melibatkan orang tua dalam 
pengembangan kurikulum dan kegiatan pengembangan karakter 
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siswa. Misalnya, sekolah mengadakan pelatihan bagi orang tua 
tentang pengasuhan dan pendidikan karakter, serta melibatkan 
mereka dalam kegiatan pengembangan lingkungan belajar yang 
kondusif. 

Selain itu, keberadaan komite sekolah yang aktif dapat membantu 
dalam penggalangan dana, pengelolaan fasilitas, dan pelaksanaan 
program-program inovatif. Mereka juga dapat menjadi advokat 
yang memperjuangkan hak-hak siswa dan meningkatkan kualitas 
layanan pendidikan. Dalam konteks ini, keberhasilan peran 
komite dan orang tua sangat bergantung pada tingkat partisipasi, 
komunikasi yang terbuka, dan kepercayaan yang terbangun 
antara sekolah dan masyarakat. 

Peran ini harus didukung oleh kebijakan sekolah yang 
mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan stakeholder 
internal. Sekolah perlu menyediakan wadah dan mekanisme yang 
memudahkan komunikasi serta pengambilan keputusan bersama, 
sehingga peran mereka benar-benar menjadi kekuatan positif 
dalam pengelolaan sekolah. 

8.4  Kemitraan Sekolah dengan Dunia 
Usaha dan Industri 

Kemitraan antara sekolah dengan dunia usaha dan industri 
merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan 
relevansi pendidikan dan membuka peluang kerja bagi lulusan. 
Melalui kemitraan ini, sekolah dapat mengintegrasikan 
pengalaman dunia industri ke dalam proses pembelajaran, serta 
memperoleh sumber daya tambahan yang mendukung 
pengembangan kompetensi siswa. 

Menurut UNESCO (2017), kemitraan ini dapat berupa program 
magang, pelatihan kerja, pengembangan kurikulum berbasis 
kompetensi, serta penyediaan fasilitas dan sumber daya lainnya. 
Contoh konkret adalah sekolah yang menjalin kerjasama dengan 
perusahaan manufaktur untuk menyediakan program magang 
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bagi siswa, sehingga mereka mendapatkan pengalaman langsung 
di lapangan dan memahami proses kerja yang sesungguhnya. 

Kemitraan ini juga dapat memperkuat jejaring dan meningkatkan 
daya saing lulusan di pasar kerja. Sekolah dapat bekerja sama 
dengan industri dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan 
kebutuhan pasar, serta mengadakan pelatihan dan sertifikasi 
kompetensi yang diakui industri. Sebagai contoh, sekolah yang 
bekerja sama dengan perusahaan teknologi informasi dapat 
menyediakan pelatihan coding dan sertifikasi profesional, 
sehingga siswa memiliki keunggulan kompetitif saat memasuki 
dunia kerja. 

Selain manfaat langsung bagi siswa, kemitraan ini juga 
memberikan manfaat bagi sekolah dalam hal peningkatan mutu 
pendidikan, pengembangan inovasi, dan peningkatan citra positif 
di masyarakat. Sekolah yang aktif menjalin kemitraan dengan 
dunia usaha dan industri akan lebih dikenal sebagai institusi yang 
relevan dan mampu menghasilkan lulusan yang siap pakai. 

Namun, untuk mencapai keberhasilan dalam kemitraan ini, 
diperlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, 
serta komitmen dari semua pihak. Sekolah harus mampu 
menjalin hubungan yang saling menguntungkan, di mana kedua 
belah pihak mendapatkan manfaat yang seimbang. Pengelolaan 
kemitraan harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, 
dengan evaluasi dan pengembangan secara berkala. 

Selain itu, kemitraan ini harus mampu menyesuaikan dengan 
perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang dinamis. 
Sekolah perlu terus memperbarui program dan fasilitas yang 
mendukung pengembangan kompetensi siswa agar tetap relevan 
dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 
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BAB 9:  

KEPEMIMPINAN 
PENDIDIKAN DI SMP 

 

Pendahuluan 

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek kunci dalam 
pengelolaan sekolah yang efektif dan berkelanjutan. Di tingkat 
Sekolah Menengah Pertama (SMP), peran kepala sekolah tidak 
hanya sebatas pengelola administratif, tetapi juga sebagai 
pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan 
mengarahkan seluruh komponen sekolah menuju pencapaian visi 
dan misi yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pemahaman 
tentang berbagai gaya dan model kepemimpinan menjadi sangat 
penting agar kepala sekolah dapat memilih dan menerapkan 
pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik sekolah dan 
tantangan yang dihadapi. 

Selain itu, perkembangan zaman dan dinamika lingkungan 
pendidikan menuntut kepala sekolah untuk mampu menjadi 
pemimpin transformasional dan inovatif. Kepemimpinan 
semacam ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan 
administratif, tetapi juga pada pengembangan potensi sumber 
daya manusia, inovasi dalam pembelajaran, serta penciptaan 
suasana sekolah yang kondusif dan inspiratif. Kepemimpinan 
transformasional mampu memotivasi guru dan staf untuk 
berinovasi dan berkontribusi secara maksimal, sehingga tercipta 
budaya sekolah yang positif dan berorientasi pada peningkatan 
mutu pendidikan. 
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Di samping aspek motivasi dan inovasi, manajemen konflik juga 
menjadi bagian penting dalam kepemimpinan sekolah. Konflik 
yang muncul di lingkungan sekolah, jika dikelola dengan baik, 
dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan antar 
anggota komunitas sekolah dan memperbaiki proses 
pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika tidak dikelola secara 
tepat, konflik dapat mengganggu proses belajar mengajar dan 
menurunkan semangat kerja seluruh warga sekolah. 

Pengambilan keputusan strategis merupakan kompetensi utama 
yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Keputusan yang diambil 
harus didasarkan pada analisis yang matang terhadap berbagai 
faktor internal dan eksternal, serta mampu memberikan solusi 
jangka panjang yang berkelanjutan. Pengambilan keputusan yang 
tepat akan memperkuat posisi sekolah dalam menghadapi 
tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. 

Dengan memahami berbagai aspek tersebut, kepala sekolah di 
SMP diharapkan mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya 
mengelola secara administratif, tetapi juga mampu menginspirasi 
dan memimpin perubahan positif. Kepemimpinan yang efektif 
dan inovatif akan menjadi fondasi utama dalam membangun 
sekolah yang unggul dan adaptif, mampu bersaing di era modern, 
serta mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat 
secara optimal. Oleh karena itu, penguasaan terhadap konsep dan 
praktik kepemimpinan ini menjadi sangat penting untuk 
dikembangkan dan diterapkan secara konsisten dalam 
pengelolaan sekolah. 

9.1 Gaya dan Model Kepemimpinan Efektif 

Gaya dan model kepemimpinan merupakan kerangka kerja yang 
digunakan oleh pemimpin dalam mengelola dan mempengaruhi 
bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks 
SMP, kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu 
menerapkan gaya dan model yang efektif agar tercipta suasana 
kerja yang kondusif, produktif, dan mampu mendorong 
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peningkatan mutu pendidikan. Menurut Northouse (2018), gaya 
kepemimpinan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, seperti 
otoriter, demokratis, dan laissez-faire, yang masing-masing 
memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada situasi dan 
karakteristik lingkungan sekolah. 

Gaya otoriter, misalnya, cenderung menempatkan pengambilan 
keputusan pada pemimpin dan mengharapkan kepatuhan dari 
anggota. Gaya ini efektif dalam situasi darurat atau ketika 
keputusan harus diambil secara cepat, namun dapat menurunkan 
motivasi dan kreativitas staf jika diterapkan secara berlebihan. 
Sebaliknya, gaya demokratis menekankan partisipasi anggota 
dalam pengambilan keputusan, yang dapat meningkatkan rasa 
memiliki dan komitmen terhadap sekolah. Gaya ini cocok 
diterapkan dalam pengembangan program inovatif dan 
membangun budaya kolaboratif di sekolah (Lewin, Lippitt, & 
White, 1939). 

Model kepemimpinan yang lebih modern dan relevan dalam 
konteks SMP adalah model kepemimpinan transformasional dan 
kepemimpinan berbasis kompetensi. Menurut Bass dan Avolio 
(1994), kepemimpinan transformasional menekankan pada 
inspirasi, motivasi, dan pengembangan potensi individu, sehingga 
mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. 
Kepala sekolah yang menerapkan model ini tidak hanya fokus 
pada pencapaian target akademik, tetapi juga pada 
pengembangan karakter dan kompetensi guru serta peserta didik. 
Mereka mampu menjadi agen perubahan yang mampu 
memotivasi seluruh warga sekolah untuk berinovasi dan 
beradaptasi dengan tantangan zaman. 

Selain itu, model kepemimpinan situasional yang dikembangkan 
oleh Hersey dan Blanchard (1988) juga sangat relevan. Model ini 
menyarankan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan 
dengan tingkat kesiapan dan kompetensi bawahan. Kepala 
sekolah perlu mampu membaca situasi dan menyesuaikan gaya 
kepemimpinannya agar lebih efektif, misalnya dengan 
memberikan arahan yang lebih tegas saat anggota belum 
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kompeten, dan memberikan otonomi lebih besar saat anggota 
sudah matang dan mampu bekerja mandiri. 

Dalam praktiknya, kepala sekolah yang efektif adalah mereka 
yang mampu menggabungkan berbagai gaya dan model sesuai 
dengan kebutuhan dan konteks sekolah. Mereka harus mampu 
beradaptasi, fleksibel, dan mampu memimpin dengan hati dan 
intelektual, serta mampu membangun hubungan yang harmonis 
dengan seluruh stakeholder sekolah. Penggunaan model 
kepemimpinan yang tepat akan meningkatkan efektivitas 
pengelolaan sekolah dan mendorong terciptanya budaya sekolah 
yang positif dan inovatif. 

9.2  Kepemimpinan Transformasional dan 
Inovatif 

Kepemimpinan transformasional merupakan konsep yang 
menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi 
dan memotivasi bawahan agar mampu melampaui kepentingan 
pribadi demi mencapai visi dan misi organisasi. Menurut Burns 
(1978), kepemimpinan transformasional terjadi ketika pemimpin 
mampu mengubah nilai, persepsi, dan motivasi bawahan melalui 
komunikasi yang efektif, visi yang inspiratif, serta contoh perilaku 
yang konsisten. 

Dalam konteks SMP, kepala sekolah yang menerapkan 
kepemimpinan transformasional mampu menciptakan suasana 
yang kondusif untuk inovasi dan pengembangan profesional. 
Mereka tidak hanya berfokus pada pencapaian target akademik, 
tetapi juga pada pengembangan karakter peserta didik dan 
peningkatan kompetensi guru. Sebagai contoh, kepala sekolah 
yang memotivasi guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam 
proses pembelajaran, mendorong mereka untuk mengikuti 
pelatihan inovatif, dan memberi ruang untuk bereksperimen 
dengan metode baru, merupakan contoh penerapan 
kepemimpinan transformasional. 
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Lebih jauh lagi, kepemimpinan inovatif menuntut kepala sekolah 
untuk mampu menciptakan dan mengelola perubahan secara 
berkelanjutan. Inovasi ini bisa berupa pengembangan kurikulum 
yang relevan dengan kebutuhan zaman, penerapan teknologi 
digital, maupun pengelolaan sumber daya manusia secara kreatif. 
Kepala sekolah yang inovatif tidak takut gagal, melainkan melihat 
kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan perbaikan 
berkelanjutan. Mereka juga mampu membangun budaya inovasi 
di lingkungan sekolah, di mana seluruh warga sekolah merasa 
didorong untuk berkontribusi dalam menciptakan solusi baru. 

Contoh nyata dari kepemimpinan inovatif adalah program sekolah 
berbasis teknologi digital yang melibatkan seluruh warga sekolah dalam 
pengembangan platform pembelajaran daring, serta pengembangan program 
penguatan karakter berbasis proyek yang melibatkan komunitas lokal. 
Kepala sekolah yang mampu memimpin dengan pendekatan ini 
akan mampu meningkatkan mutu pendidikan sekaligus 
membangun budaya inovasi yang berkelanjutan. 

Kepemimpinan transformasional dan inovatif ini juga didukung 
oleh kemampuan kepala sekolah dalam membangun hubungan 
yang kuat dan saling percaya dengan guru, staf, peserta didik, dan 
orang tua. Mereka mampu menjadi agen perubahan yang mampu 
menginspirasi seluruh warga sekolah untuk berinovasi dan 
beradaptasi dengan tantangan zaman, sehingga sekolah mampu 
menjadi institusi yang unggul dan adaptif. 

9.3  Manajemen Konflik dalam Lingkungan 
Sekolah 

Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika 
organisasi, termasuk lingkungan sekolah. Konflik dapat muncul 
dari berbagai sumber, seperti perbedaan pendapat, ketidakjelasan 
peran, ketidakadilan, maupun perbedaan nilai dan budaya antar 
anggota komunitas sekolah. Jika dikelola dengan baik, konflik 
dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan dan 
memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika 
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dibiarkan atau ditangani secara tidak tepat, konflik dapat 
mengganggu suasana belajar, menurunkan motivasi kerja, dan 
merusak citra sekolah. 

Manajemen konflik yang efektif di lingkungan SMP memerlukan 
kepala sekolah yang mampu mengenali tanda-tanda awal konflik 
dan mampu merespons secara konstruktif. Salah satu pendekatan 
yang umum digunakan adalah model penyelesaian konflik melalui 
mediasi dan negosiasi, di mana kepala sekolah berperan sebagai 
mediator yang netral dan adil. Mereka harus mampu 
mendengarkan semua pihak secara aktif, memahami akar 
permasalahan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. 

Selain itu, kepala sekolah perlu membangun budaya komunikasi 
terbuka dan saling menghormati di lingkungan sekolah. Dengan 
demikian, anggota komunitas sekolah merasa nyaman untuk 
menyampaikan pendapat dan keluhan tanpa takut dihakimi atau 
diabaikan. Penguatan aspek ini dapat dilakukan melalui pelatihan 
komunikasi efektif, pengembangan kebijakan disiplin yang adil, 
serta penerapan sistem pengaduan yang transparan. 

Contoh kasus, seorang guru merasa tidak dihargai karena tidak 
dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan 
kurikulum. Kepala sekolah yang mampu mengelola konflik ini 
akan melakukan dialog terbuka, mendengarkan kekhawatiran 
guru tersebut, dan melibatkan dia dalam proses pengambilan 
keputusan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik 
secara langsung, tetapi juga memperkuat rasa saling percaya dan 
komitmen terhadap tujuan bersama. 

Kepala sekolah juga harus mampu mengelola konflik antar 
anggota staf, antara guru dan peserta didik, maupun antara orang 
tua dan sekolah. Pendekatan yang berorientasi pada solusi dan 
memperhatikan kepentingan semua pihak akan menciptakan 
suasana yang harmonis dan kondusif untuk proses belajar 
mengajar. Pengelolaan konflik yang efektif akan memperkuat 
kohesi sosial dan meningkatkan kinerja seluruh warga sekolah. 
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9.4  Pengambilan Keputusan Strategis 

Pengambilan keputusan strategis merupakan proses penting 
dalam kepemimpinan sekolah yang berorientasi pada pencapaian 
visi dan misi jangka panjang. Kepala sekolah harus mampu 
melakukan analisis situasi secara komprehensif, 
mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal, serta 
memilih alternatif solusi terbaik yang mendukung keberlanjutan 
dan peningkatan mutu sekolah. 

Proses pengambilan keputusan strategis harus dilakukan secara 
partisipatif, melibatkan berbagai stakeholder seperti guru, staf, 
komite sekolah, orang tua, dan peserta didik. Pendekatan ini 
tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga 
memperkuat rasa memiliki dan komitmen terhadap implementasi 
keputusan tersebut. Sebagai contoh, dalam merancang program 
pengembangan sekolah, kepala sekolah dapat mengadakan forum 
diskusi dan konsultasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai 
pihak. 

Selain itu, kepala sekolah perlu menguasai teknik analisis SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk menilai 
posisi sekolah saat ini dan merancang strategi yang tepat. 
Pengambilan keputusan juga harus didasarkan pada data dan 
bukti, bukan sekadar intuisi atau asumsi semata. Penggunaan data 
yang akurat akan membantu kepala sekolah dalam menentukan 
prioritas dan menghindari risiko kegagalan. 

Contoh pengambilan keputusan strategis adalah penetapan program 
peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis kebutuhan yang 
diidentifikasi dari hasil evaluasi kinerja, serta penyesuaian kurikulum 
yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. 
Keputusan ini harus didukung oleh analisis yang mendalam dan 
melibatkan seluruh stakeholder agar dapat diimplementasikan 
secara efektif. 
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Kepala sekolah juga harus mampu mengelola risiko dan 
ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Mereka perlu 
memiliki keberanian dan ketegasan untuk mengambil langkah 
yang tepat, sekaligus fleksibel dalam menyesuaikan strategi jika 
kondisi berubah. Pengambilan keputusan strategis yang efektif 
akan memastikan bahwa sekolah mampu menghadapi tantangan 
dan memanfaatkan peluang secara optimal, serta mampu 
mencapai visi dan misi secara berkelanjutan. 
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BAB 10:  

MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH (MBS) 

 

Pendahuluan 

Dalam konteks pengelolaan pendidikan saat ini, konsep 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi salah satu 
pendekatan yang sangat relevan dan strategis. MBS menekankan 
peran aktif sekolah sebagai unit pengelola yang mandiri dan 
bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan proses belajar 
mengajar serta pengembangan sekolah secara keseluruhan. 
Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberdayaan 
sekolah agar mampu mengelola sumber daya secara optimal, 
inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. 

Urgensi dari pembahasan mengenai MBS ini tidak dapat 
diabaikan, mengingat tantangan yang dihadapi oleh sekolah saat 
ini semakin kompleks. Sekolah tidak lagi hanya berperan sebagai 
tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen 
pembentuk karakter, inovator, dan pelopor perubahan positif di 
masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sekolah yang efektif 
dan efisien menjadi kunci utama dalam mencapai visi dan misi 
pendidikan yang diinginkan. 

Selain itu, penerapan MBS juga berkaitan erat dengan prinsip 
otonomi sekolah yang memberikan kebebasan kepada sekolah 
untuk menentukan kebijakan dan program sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Dengan adanya otonomi 
ini, sekolah diharapkan mampu berinovasi dan beradaptasi 
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dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, sekaligus 
mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil kepada 
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

Pelibatan komunitas, termasuk orang tua, masyarakat sekitar, dan 
berbagai stakeholder lainnya, menjadi bagian integral dari konsep 
MBS. Melalui kolaborasi yang erat, sekolah dapat memperoleh 
dukungan moral, material, maupun ide-ide inovatif yang akan 
memperkuat proses pengelolaan dan pengembangan sekolah. Di 
sisi lain, evaluasi terhadap efektivitas implementasi MBS menjadi 
hal yang tidak kalah penting. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat 
ukur keberhasilan, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan 
perbaikan dan penyesuaian strategi agar pengelolaan sekolah 
semakin efektif dan berkelanjutan. 

Pembahasan mengenai MBS ini sangat penting untuk dipahami 
oleh para calon dan praktisi manajemen sekolah, karena 
keberhasilannya akan menentukan kualitas pendidikan dan daya 
saing sekolah di tingkat lokal maupun nasional. Dengan 
memahami prinsip, karakteristik, serta proses evaluasi dalam 
MBS, diharapkan para pengelola sekolah mampu 
mengimplementasikan konsep ini secara optimal, sehingga 
tercipta lingkungan belajar yang lebih demokratis, inovatif, dan 
berorientasi pada keberhasilan peserta didik. 

10.1  Prinsip dan Karakteristik MBS 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan 
pengelolaan sekolah yang menempatkan sekolah sebagai unit 
pengelola utama yang mandiri dan bertanggung jawab penuh 
terhadap keberhasilan proses pendidikan di dalamnya. Prinsip 
utama dari MBS adalah desentralisasi pengambilan keputusan, 
partisipasi aktif seluruh warga sekolah, serta akuntabilitas 
terhadap masyarakat dan stakeholder terkait. Prinsip ini 
menegaskan bahwa sekolah tidak lagi bergantung sepenuhnya 
pada kebijakan pusat, melainkan memiliki otonomi untuk 
mengelola sumber daya, merancang program, dan menentukan 
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kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi yang 
dimiliki (Mulyasa, 2017). 

Karakteristik utama dari MBS meliputi beberapa aspek penting. 
Pertama, otonomi sekolah yang memberikan kebebasan kepada 
sekolah untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan 
fasilitas secara mandiri. Kedua, partisipasi aktif semua warga 
sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, staf, siswa, orang tua, 
dan masyarakat sekitar, dalam pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan program sekolah. Ketiga, akuntabilitas yang 
menuntut sekolah untuk mempertanggungjawabkan seluruh 
kegiatan dan hasilnya kepada masyarakat dan stakeholder terkait. 
Keempat, fokus pada pengembangan kualitas pendidikan 
yang berorientasi pada peningkatan mutu proses belajar mengajar 
dan hasil belajar peserta didik. 

Contoh nyata dari prinsip ini dapat dilihat pada sekolah yang 
menerapkan kepemimpinan kolaboratif, di mana kepala 
sekolah berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan sekadar 
pengambil keputusan tunggal. Sekolah juga mengadopsi 
pengambilan keputusan berbasis data, sehingga setiap 
kebijakan didasarkan pada analisis kebutuhan dan potensi lokal. 
Selain itu, pengembangan budaya sekolah yang demokratis 
menjadi karakteristik penting, di mana seluruh warga sekolah 
merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan 
sekolah (Sagala, 2018). 

Karakteristik lain dari MBS adalah berorientasi pada hasil dan 
keberlanjutan, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari 
aspek akademik, tetapi juga dari aspek karakter, sosial, dan 
pengembangan potensi peserta didik. Sekolah yang menerapkan 
prinsip ini biasanya memiliki rencana strategis yang fleksibel, 
mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan selalu 
melakukan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan. Dengan 
demikian, MBS tidak hanya sekadar konsep manajemen, tetapi 
juga menjadi budaya dan sistem yang menyeluruh dalam 
pengelolaan sekolah. 
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10.2  Otonomi Sekolah dan Akuntabilitas 
Publik 

Otonomi sekolah merupakan salah satu pilar utama dari MBS 
yang menegaskan bahwa sekolah memiliki kebebasan dalam 
mengelola sumber daya dan merancang program sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi lokal. Otonomi ini mencakup berbagai 
aspek, seperti pengelolaan keuangan, pengembangan kurikulum, 
penentuan jadwal belajar, serta pengelolaan sumber daya 
manusia. Dengan adanya otonomi, sekolah dapat lebih fleksibel 
dan inovatif dalam menyesuaikan diri terhadap tantangan dan 
peluang yang dihadapi (Mulyasa, 2017). 

Namun, otonomi ini harus diimbangi dengan akuntabilitas 
publik, yaitu tanggung jawab sekolah kepada masyarakat dan 
stakeholder terkait. Akuntabilitas ini mencakup aspek 
transparansi, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap 
penggunaan sumber daya serta pencapaian hasil pendidikan. 
Sekolah harus mampu menunjukkan bahwa kebijakan dan 
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar mutu, serta 
memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat 
sekitar. 

Contoh implementasi otonomi dan akuntabilitas dapat dilihat 
pada sekolah yang menerapkan sistem laporan kinerja 
secara terbuka, seperti laporan keuangan, hasil evaluasi belajar, 
dan kegiatan pengembangan sekolah yang dipublikasikan secara 
rutin kepada masyarakat. Sekolah juga dapat mengadakan forum 
diskusi dan rapat warga sekolah secara berkala untuk 
mendapatkan masukan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan 
berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat 
(Sagala, 2018). 

Dalam konteks ini, peran kepala sekolah sebagai pemimpin 
yang bertanggung jawab sangat penting. Kepala sekolah harus 
mampu mengelola otonomi secara efektif dan efisien, serta 
mampu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada 
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masyarakat melalui laporan dan komunikasi yang transparan. 
Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan 
eksternal menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga 
akuntabilitas, termasuk pengawasan dari dinas pendidikan, 
komite sekolah, dan masyarakat sekitar. 

Otonomi sekolah yang didukung oleh akuntabilitas publik akan 
menciptakan lingkungan sekolah yang lebih demokratis, inovatif, 
dan berorientasi pada hasil. Sekolah tidak lagi berfungsi sebagai 
institusi yang pasif dan bergantung pada kebijakan pusat, 
melainkan sebagai agen perubahan yang mampu mengelola 
sumber daya secara mandiri dan bertanggung jawab penuh 
terhadap keberhasilan pendidikan peserta didik. 

10.4 Pelibatan Komunitas dalam 
Pengelolaan Sekolah 

Pelibatan komunitas merupakan aspek penting dalam 
implementasi MBS yang menegaskan bahwa keberhasilan 
pengelolaan sekolah tidak hanya bergantung pada internal 
sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari 
orang tua, masyarakat sekitar, dan berbagai stakeholder lainnya. 
Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa pendidikan adalah 
tanggung jawab bersama, sehingga kolaborasi yang harmonis 
akan memperkuat keberhasilan program sekolah dan 
meningkatkan kualitas layanan pendidikan (Sagala, 2018). 

Pelibatan komunitas dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, 
seperti kehadiran orang tua dalam rapat dan kegiatan 
sekolah, pengembangan program kemitraan dengan 
masyarakat, serta pengelolaan dana dan sumber daya secara 
transparan dan akuntabel. Contoh nyata adalah program 
sekolah yang melibatkan orang tua dalam pengawasan dan 
pengembangan kurikulum, serta kegiatan pengembangan 
karakter dan budaya sekolah yang melibatkan masyarakat 
sekitar. Melalui kolaborasi ini, sekolah dapat memperoleh 
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dukungan moral, material, dan ide-ide inovatif yang akan 
memperkuat proses pengelolaan dan pengembangan sekolah. 

Selain itu, kemitraan dengan dunia usaha dan industri juga 
menjadi bagian dari pelibatan komunitas yang strategis. Sekolah 
dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan lokal untuk 
menyediakan magang, pelatihan, dan pengembangan kompetensi 
peserta didik sesuai kebutuhan pasar kerja. Hal ini tidak hanya 
meningkatkan relevansi pendidikan, tetapi juga memperkuat 
hubungan antara sekolah dan dunia luar yang mendukung 
keberlanjutan program pendidikan (Mulyasa, 2017). 

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah juga dapat 
diwujudkan melalui pengembangan komite sekolah yang aktif 
dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan 
strategis. Komite ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi 
antara sekolah dan masyarakat, serta sebagai pengawas dan 
pendukung kegiatan sekolah. Dengan adanya partisipasi aktif dari 
komunitas, sekolah akan lebih mampu menyesuaikan program 
dan kebijakan dengan kebutuhan lokal, serta meningkatkan rasa 
memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan 
pendidikan (Sagala, 2018). 

Pelibatan komunitas yang efektif akan menciptakan suasana 
sekolah yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada 
keberhasilan peserta didik. Sekolah yang mampu membangun 
kemitraan yang solid dengan masyarakat akan lebih adaptif 
terhadap perubahan dan mampu mengatasi berbagai tantangan 
yang muncul di lingkungan pendidikan. 

10.4  Evaluasi Efektivitas Implementasi 
MBS 

Evaluasi efektivitas implementasi MBS merupakan proses 
penting untuk mengukur sejauh mana prinsip dan karakteristik 
MBS telah diterapkan secara optimal dan memberikan dampak 
positif terhadap kualitas pendidikan di sekolah. Evaluasi ini tidak 
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hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, tetapi juga 
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian 
strategi pengelolaan sekolah secara berkelanjutan (Mulyasa, 
2017). 

Dalam praktiknya, evaluasi dilakukan melalui berbagai metode, 
seperti penilaian kinerja sekolah berbasis indikator, 
pengumpulan data melalui survei dan wawancara, serta 
analisis dokumen dan laporan kegiatan. Indikator yang 
digunakan meliputi aspek manajerial, akademik, sosial, dan 
budaya sekolah. Misalnya, indikator keberhasilan dalam aspek 
manajerial dapat meliputi tingkat partisipasi warga sekolah dalam 
pengambilan keputusan, tingkat transparansi pengelolaan 
keuangan, dan keberhasilan pelaksanaan program-program 
inovatif. 

Selain itu, pengukuran keberhasilan juga dapat dilakukan 
melalui hasil belajar peserta didik, tingkat kehadiran, serta 
pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Sekolah 
yang menerapkan MBS harus mampu menunjukkan bahwa 
otonomi dan partisipasi aktif warga sekolah berdampak positif 
terhadap peningkatan mutu pendidikan dan suasana belajar yang 
kondusif. 

Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan refleksi dan 
perencanaan perbaikan. Sekolah perlu melakukan evaluasi 
internal secara rutin, serta mengikuti audit eksternal dari 
dinas pendidikan atau lembaga independen untuk 
memastikan bahwa pengelolaan berjalan sesuai standar dan 
prinsip MBS. Melalui proses ini, sekolah dapat mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan langkah-langkah 
strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan hasil 
pendidikan (Sagala, 2018). 
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BAB 11:  

MANAJEMEN MUTU 
PENDIDIKAN 

 

Pendahuluan 

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, 
mutu pendidikan menjadi salah satu aspek krusial yang harus 
terus ditingkatkan agar sekolah mampu bersaing dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Sekolah tidak lagi hanya 
berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga 
sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membentuk 
karakter, kompetensi, dan daya saing peserta didik. Oleh karena 
itu, pengelolaan mutu pendidikan menjadi salah satu pilar utama 
dalam manajemen sekolah yang efektif dan berkelanjutan. 

Pengelolaan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan secara 
sembarangan atau berdasarkan asumsi semata. Diperlukan 
standar yang jelas dan terukur sebagai acuan utama dalam menilai 
keberhasilan dan keberlanjutan proses pendidikan di sekolah. 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi landasan utama 
yang harus diikuti oleh setiap sekolah di Indonesia. SNP 
menetapkan indikator-indikator yang harus dipenuhi agar sekolah 
dapat dikatakan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan 
pemerintah. Dengan adanya standar ini, sekolah memiliki 
pedoman yang jelas dalam merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. 

Selain standar nasional, strategi penjaminan mutu internal 
menjadi kunci dalam memastikan bahwa seluruh proses dan hasil 
pendidikan di sekolah sesuai dengan standar yang telah 
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ditetapkan. Penjaminan mutu internal melibatkan seluruh 
komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga 
kependidikan, hingga peserta didik dan orang tua. Melalui sistem 
ini, sekolah dapat melakukan pengendalian kualitas secara 
berkelanjutan, mengidentifikasi kekurangan, serta melakukan 
perbaikan secara proaktif. 

Evaluasi diri sekolah dan audit mutu merupakan bagian penting 
dari proses penjaminan mutu. Evaluasi diri memungkinkan 
sekolah untuk melakukan penilaian internal terhadap kekuatan 
dan kelemahan yang dimiliki, serta mengidentifikasi peluang dan 
tantangan yang dihadapi. Sementara itu, audit mutu dilakukan 
oleh pihak eksternal yang independen untuk memastikan bahwa 
penilaian internal tersebut objektif dan sesuai dengan standar 
yang berlaku. Hasil dari evaluasi dan audit ini menjadi dasar 
dalam pengambilan keputusan strategis untuk peningkatan mutu 
sekolah secara berkelanjutan. 

Pengembangan budaya mutu di sekolah juga memegang peranan 
penting dalam keberhasilan manajemen mutu pendidikan. 
Budaya mutu adalah sikap, nilai, dan kebiasaan yang tertanam 
dalam seluruh warga sekolah untuk selalu berorientasi pada 
peningkatan kualitas. Dengan budaya mutu yang kuat, seluruh 
komponen sekolah akan termotivasi untuk terus belajar, 
berinovasi, dan berkomitmen dalam mencapai visi dan misi 
sekolah secara optimal. 

Dalam konteks ini, seluruh elemen manajemen mutu harus saling 
terkait dan berjalan secara sinergis. Standar nasional menjadi 
dasar acuan, strategi penjaminan mutu internal sebagai 
pelaksanaan, evaluasi dan audit sebagai alat pengendali, serta 
budaya mutu sebagai fondasi karakter sekolah. Dengan 
memahami dan mengimplementasikan seluruh aspek tersebut, 
sekolah dapat membangun sistem manajemen mutu yang kokoh, 
berkelanjutan, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten 
serta berkarakter unggul. Oleh karena itu, penguasaan terhadap 
konsep dan praktik manajemen mutu pendidikan menjadi sangat 
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penting bagi setiap pengelola sekolah yang ingin mewujudkan 
sekolah unggul dan adaptif di era modern ini. 

11.1  Standar Nasional Pendidikan 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan acuan utama 
yang digunakan untuk menjamin mutu pendidikan di seluruh 
Indonesia. SNP dirumuskan berdasarkan amanat Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dan diperjelas melalui Peraturan 
Pemerintah serta kebijakan dari Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP). SNP berfungsi sebagai pedoman dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pendidikan di 
semua jenjang dan satuan pendidikan, termasuk di tingkat 
Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

SNP mencakup empat aspek utama, yaitu standar isi, standar 
proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. 
Standar isi mengatur kompetensi dasar dan indikator pencapaian 
kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan 
tingkat dan jenjang pendidikan. Standar proses mengatur 
bagaimana proses pembelajaran harus dilaksanakan agar mampu 
mencapai kompetensi yang diharapkan. Standar kompetensi 
lulusan menetapkan kriteria dan indikator keberhasilan lulusan 
dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan 
standar penilaian mengatur metode dan instrumen yang 
digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik 
secara objektif dan akurat. 

Selain empat standar utama tersebut, SNP juga meliputi standar 
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 
standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar pendidik 
dan tenaga kependidikan menekankan kompetensi, kualifikasi, 
dan profesionalisme tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. 
Standar sarana dan prasarana memastikan tersedianya fasilitas 
yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. 
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Standar pengelolaan dan pembiayaan mengatur tata kelola dan 
sumber dana yang transparan dan akuntabel. 

Implementasi SNP di sekolah harus dilakukan secara konsisten 
dan berkelanjutan. Sekolah perlu melakukan pemetaan terhadap 
pencapaian standar dan mengidentifikasi kekurangan yang ada. 
Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, serta penilaian 
harus disesuaikan dengan standar yang berlaku. Pengawasan dan 
pengendalian mutu dilakukan secara rutin melalui mekanisme 
internal dan eksternal, termasuk audit mutu dan supervisi dari 
dinas pendidikan maupun lembaga independen. 

Contoh penerapan SNP di SMP misalnya, dalam hal standar isi, 
sekolah harus menyusun kurikulum yang mengacu pada 
kompetensi dasar yang telah ditetapkan pemerintah, seperti 
kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Dalam standar 
proses, sekolah harus memastikan bahwa proses pembelajaran 
menggunakan metode yang variatif dan inovatif, seperti 
pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan 
penggunaan teknologi digital. Untuk standar kompetensi lulusan, 
sekolah harus mampu menghasilkan peserta didik yang tidak 
hanya menguasai aspek akademik, tetapi juga memiliki karakter 
dan keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan zaman. 

Pengawasan terhadap pencapaian SNP dilakukan melalui evaluasi 
berkala, baik internal maupun eksternal. Evaluasi internal 
dilakukan oleh sekolah sendiri melalui program penjaminan mutu 
dan evaluasi diri, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh 
dinas pendidikan dan lembaga akreditasi. Hasil evaluasi ini 
menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan 
berkelanjutan agar mutu pendidikan di SMP dapat terus 
meningkat dan memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. 

11.2  Strategi Penjaminan Mutu Internal 

Strategi penjaminan mutu internal merupakan langkah-langkah 
yang dilakukan oleh sekolah secara sistematis dan berkelanjutan 
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untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu 
mencapai target mutu yang diinginkan. Strategi ini melibatkan 
seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, 
tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat 
sekitar. 

Langkah awal dalam strategi penjaminan mutu internal adalah 
penyusunan dan implementasi kebijakan mutu yang jelas dan 
terukur. Sekolah harus menetapkan visi dan misi yang 
berorientasi pada peningkatan mutu, serta menyusun standar 
operasional prosedur (SOP) yang mendukung pencapaian 
standar mutu tersebut. Kebijakan mutu ini harus 
dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh warga sekolah 
agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan 
komitmen yang kuat terhadap mutu pendidikan. 

Selanjutnya, sekolah perlu melakukan pengembangan sistem 
manajemen mutu yang terintegrasi, seperti penerapan Sistem 
Manajemen Mutu Sekolah (SMMS) yang mengacu pada standar 
internasional ISO 9001. Sistem ini membantu sekolah dalam 
mengelola proses secara sistematis, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi dan perbaikan. 
Contoh nyata penerapan strategi ini adalah dengan melakukan 
rapat evaluasi berkala, pengumpulan data mutu, serta analisis 
hasil belajar dan proses pembelajaran secara rutin. 

Selain itu, penguatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional 
menjadi bagian penting dari strategi ini. Guru yang kompeten 
dan inovatif akan mampu melaksanakan proses pembelajaran 
yang berkualitas dan sesuai standar. Sekolah juga harus 
menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan 
transparan, serta memberikan penghargaan kepada tenaga 
pendidik yang berprestasi dan berkontribusi dalam peningkatan 
mutu. 



~ 88 ~ 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam 
pengelolaan mutu juga menjadi strategi yang efektif. Sekolah 
dapat mengembangkan sistem informasi manajemen sekolah 
(SIMS) yang memudahkan pengumpulan data, pelaporan, dan 
monitoring mutu secara real-time. Contohnya adalah penggunaan 
Learning Management System (LMS) untuk memantau proses 
pembelajaran dan hasil belajar peserta didik secara digital. 

Penguatan budaya mutu di lingkungan sekolah juga menjadi 
bagian dari strategi ini. Sekolah harus menanamkan nilai-nilai 
kualitas, inovasi, dan tanggung jawab dalam seluruh warga 
sekolah. Melalui kegiatan pelatihan, workshop, dan program 
pengembangan karakter, seluruh warga sekolah diharapkan 
mampu memahami pentingnya mutu dan berperan aktif dalam 
mewujudkannya. 

Implementasi strategi penjaminan mutu internal harus didukung 
oleh komitmen kepala sekolah sebagai pemimpin dan penggerak 
utama. Kepala sekolah harus mampu menjadi role model, 
menginspirasi, dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk 
terus meningkatkan kualitas diri dan proses belajar mengajar. 
Dengan demikian, penjaminan mutu internal tidak hanya menjadi 
formalitas, tetapi benar-benar menjadi budaya dan kebiasaan 
yang melekat dalam kehidupan sekolah. 

11.3  Evaluasi Diri Sekolah dan Audit Mutu 

Evaluasi diri sekolah (EDS) dan audit mutu merupakan dua 
proses penting yang saling melengkapi dalam rangka memastikan 
keberhasilan dan keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah. Keduanya berfungsi sebagai alat pengendali mutu yang 
objektif dan sistematis, serta sebagai dasar pengambilan 
keputusan strategis. 

Evaluasi diri sekolah adalah proses penilaian internal yang 
dilakukan secara mandiri oleh sekolah sendiri. Tujuan utama dari 
EDS adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
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sekolah, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang 
diperlukan. Proses ini melibatkan pengumpulan data melalui 
instrumen yang telah disusun berdasarkan standar nasional dan 
indikator keberhasilan sekolah. Data tersebut meliputi aspek 
akademik, manajerial, keuangan, sarana prasarana, serta aspek 
karakter dan budaya sekolah. 

Contoh pelaksanaan EDS adalah dengan menggunakan 
instrumen penilaian yang mencakup aspek seperti pencapaian 
kompetensi peserta didik, kompetensi tenaga pendidik, 
pengelolaan administrasi, serta partisipasi masyarakat. Sekolah 
kemudian melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dan 
menyusun laporan evaluasi yang komprehensif. Hasil evaluasi ini 
menjadi dasar dalam menyusun rencana aksi perbaikan dan 
pengembangan sekolah ke depan. 

Audit mutu, berbeda dengan evaluasi diri, dilakukan oleh pihak 
eksternal yang independen, seperti lembaga akreditasi nasional 
atau dinas pendidikan. Audit ini bertujuan untuk memverifikasi 
keabsahan dan keakuratan hasil evaluasi diri serta memastikan 
bahwa sekolah memenuhi standar nasional yang berlaku. Proses 
audit meliputi pemeriksaan dokumen, observasi langsung, 
wawancara, dan penilaian lapangan. Hasil dari audit ini akan 
diberikan dalam bentuk sertifikat akreditasi dan rekomendasi 
perbaikan. 

Kedua proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan saling 
mendukung. Hasil evaluasi diri dan audit mutu harus 
diintegrasikan ke dalam sistem manajemen mutu sekolah sebagai 
bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan (PDCA: Plan-Do-
Check-Act). Sekolah yang mampu melakukan evaluasi dan audit 
secara rutin akan lebih mampu mengidentifikasi masalah secara 
dini, melakukan perbaikan yang tepat, dan meningkatkan mutu 
secara konsisten. 

Contoh studi kasus adalah Sekolah Menengah Pertama di 
Yogyakarta yang secara rutin melakukan evaluasi diri setiap 
semester dan mengundang tim audit dari dinas pendidikan untuk 
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melakukan audit tahunan. Hasilnya, sekolah mampu 
meningkatkan standar kompetensi lulusan dan memperbaiki 
proses pembelajaran secara signifikan dalam dua tahun terakhir. 

11.4  Pengembangan Budaya Mutu di 
Sekolah 

Pengembangan budaya mutu di sekolah merupakan proses 
membangun sikap, nilai, dan kebiasaan yang mendukung 
terciptanya lingkungan belajar yang berkualitas dan 
berkelanjutan. Budaya mutu menjadi fondasi utama dalam 
memastikan bahwa seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, 
guru, tenaga kependidikan, peserta didik, maupun orang tua, 
memiliki komitmen yang sama terhadap peningkatan mutu 
pendidikan. 

Budaya mutu tidak muncul secara otomatis, melainkan harus 
dibangun secara sistematis melalui berbagai strategi dan kegiatan 
yang berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah 
menanamkan nilai-nilai kualitas, seperti kejujuran, disiplin, 
inovasi, tanggung jawab, dan kolaborasi dalam seluruh aktivitas 
sekolah. Nilai-nilai ini harus diinternalisasi melalui pembiasaan, 
contoh nyata dari pimpinan, serta penguatan melalui program-
program pengembangan karakter. 

Selain itu, sekolah perlu mengembangkan sistem penghargaan 
dan insentif yang mendorong warga sekolah untuk berprestasi 
dan berkontribusi dalam peningkatan mutu. Penghargaan ini bisa 
berupa piagam, sertifikat, atau pengakuan secara terbuka dalam 
forum sekolah maupun masyarakat. Dengan adanya 
penghargaan, warga sekolah akan merasa dihargai dan 
termotivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas 
diri. 

Penguatan komunikasi internal dan eksternal juga menjadi bagian 
dari pengembangan budaya mutu. Sekolah harus terbuka 
terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak, termasuk peserta 
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didik, orang tua, dan masyarakat sekitar. Melalui forum diskusi, 
rapat evaluasi, dan media komunikasi lainnya, budaya 
keterbukaan dan kolaborasi dapat terbangun dengan baik. 

Peran kepala sekolah sangat vital dalam membangun budaya 
mutu. Kepala sekolah harus mampu menjadi teladan, 
memotivasi, dan menginspirasi seluruh warga sekolah untuk 
berorientasi pada mutu. Kepala sekolah juga harus mampu 
menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan 
menyenangkan agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan 
efisien. 

Contoh nyata pengembangan budaya mutu adalah program 
“Sekolah Unggul Berkarakter” yang dilakukan oleh SMP di 
Bandung, di mana seluruh warga sekolah diajarkan untuk selalu 
melakukan refleksi diri, melakukan inovasi dalam proses belajar, 
dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu secara 
berkelanjutan. Hasilnya, sekolah tersebut mampu meningkatkan 
prestasi akademik sekaligus membangun karakter peserta didik 
yang kuat dan berintegritas. 

Pengembangan budaya mutu yang kokoh akan memperkuat 
sistem manajemen mutu sekolah secara keseluruhan dan 
memastikan bahwa peningkatan mutu bukan hanya sekadar 
pencapaian jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari identitas 
dan karakter sekolah yang berkelanjutan. 
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BAB 12:  

DIGITALISASI DAN 
TRANSFORMASI 

SEKOLAH 

 

Pendahuluan 

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, 
digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai 
aspek kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan. Sekolah 
sebagai lembaga pendidikan formal harus mampu beradaptasi 
dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas 
pengelolaan, layanan, dan proses pembelajaran. Transformasi 
digital di sekolah tidak hanya sekadar mengikuti tren, tetapi 
merupakan kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan 
zaman dan memastikan keberlanjutan pendidikan yang relevan 
dan berkualitas. 

Peran teknologi dalam manajemen sekolah sangat besar. Melalui 
penerapan sistem informasi sekolah dan e-Administrasi, proses 
administratif yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga dapat 
dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Sistem ini 
memungkinkan pengelolaan data siswa, keuangan, kepegawaian, 
dan kegiatan sekolah lainnya menjadi lebih terintegrasi dan 
mudah diakses. Dengan demikian, kepala sekolah dan seluruh 
staf dapat fokus pada pengembangan program dan inovasi 
pendidikan, bukan sekadar urusan administratif yang rutin. 

Selain itu, pengembangan literasi digital menjadi aspek penting 
dalam transformasi ini. Guru dan siswa perlu dibekali 
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kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi secara efektif 
dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya berkaitan 
dengan kemampuan teknis, tetapi juga meliputi pemahaman 
etika, keamanan, dan penggunaan media digital secara bijak. Hal 
ini menjadi fondasi utama agar proses digitalisasi berjalan optimal 
dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga sekolah. 

Namun, proses digitalisasi tidak lepas dari berbagai tantangan. 
Kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya 
kompetensi teknologi, serta resistensi terhadap perubahan 
menjadi hambatan yang harus diatasi secara strategis. Oleh 
karena itu, sekolah perlu merumuskan solusi yang tepat, mulai 
dari peningkatan fasilitas teknologi, pelatihan berkelanjutan, 
hingga pengembangan budaya inovatif yang mendukung 
perubahan. 

Transformasi digital di sekolah juga harus dilakukan secara 
berkelanjutan dan terencana. Sekolah perlu menyusun strategi 
implementasi yang jelas, mengukur keberhasilannya melalui 
indikator yang relevan, serta melakukan evaluasi secara rutin. 
Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi proyek jangka 
pendek, tetapi menjadi bagian dari budaya sekolah yang mampu 
beradaptasi dan berkembang sesuai perkembangan teknologi dan 
kebutuhan zaman. 

Melalui pembahasan ini, diharapkan peserta didik mampu 
memahami pentingnya peran teknologi dalam manajemen 
sekolah, mampu mengidentifikasi langkah-langkah strategis 
dalam mengimplementasikan digitalisasi, serta mampu mengatasi 
tantangan yang muncul. Dengan demikian, sekolah dapat 
menjadi institusi yang lebih unggul, adaptif, dan mampu bersaing 
di era digital yang penuh dinamika ini. 
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12.1 Peran Teknologi dalam Manajemen 
Sekolah 

Teknologi memegang peranan penting dalam meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah di era digital. 
Penggunaan teknologi dalam manajemen sekolah memungkinkan 
proses administratif yang sebelumnya memakan waktu dan 
tenaga menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Teknologi 
juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data, 
memperkuat komunikasi antar stakeholder, serta meningkatkan 
kualitas layanan kepada warga sekolah. 

Dalam konteks manajemen sekolah, teknologi berfungsi sebagai 
alat untuk mengintegrasikan berbagai proses dan data yang 
tersebar di berbagai bagian sekolah. Misalnya, sistem manajemen 
data siswa, keuangan, kepegawaian, dan kegiatan belajar mengajar 
dapat diintegrasikan dalam satu platform digital. Hal ini 
memudahkan kepala sekolah dan staf dalam mengakses 
informasi secara real-time, melakukan analisis data, serta 
merencanakan langkah strategis berdasarkan data yang akurat 
dan terkini. 

Selain itu, teknologi juga mendukung pengembangan inovasi 
dalam pengelolaan sekolah. Contohnya adalah penggunaan 
perangkat lunak untuk perencanaan kurikulum, penjadwalan, dan 
monitoring kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, 
teknologi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga 
sebagai pendorong inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan. 

Penggunaan teknologi dalam manajemen sekolah juga 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem digital 
memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang lebih terbuka dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, laporan keuangan 
dan penggunaan dana sekolah dapat diakses oleh semua 
stakeholder secara online, sehingga meminimalisasi potensi 
penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap pengelolaan sekolah. 
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Lebih jauh lagi, teknologi mendukung pengembangan budaya 
sekolah yang adaptif dan inovatif. Sekolah yang mampu 
memanfaatkan teknologi secara optimal akan lebih mampu 
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan 
zaman. Sebagai ilustrasi, sekolah yang menerapkan sistem 
pembelajaran berbasis teknologi akan lebih mampu 
menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum dan metode 
pembelajaran terbaru, seperti pembelajaran daring dan blended 
learning. 

Dalam praktiknya, peran teknologi dalam manajemen sekolah 
harus didukung oleh kebijakan yang jelas, infrastruktur yang 
memadai, serta kompetensi sumber daya manusia. Tanpa 
dukungan tersebut, implementasi teknologi akan mengalami 
hambatan dan tidak optimal. Oleh karena itu, pengembangan 
kapasitas dan pelatihan berkelanjutan menjadi bagian penting 
dalam memastikan keberhasilan integrasi teknologi dalam 
manajemen sekolah. 

Secara umum, peran teknologi dalam manajemen sekolah tidak 
dapat diabaikan. Ia menjadi fondasi utama dalam membangun 
sekolah yang efisien, transparan, dan inovatif. Sekolah yang 
mampu memanfaatkan teknologi secara optimal akan lebih 
mampu menghadapi tantangan zaman dan menciptakan 
lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan potensi 
peserta didik serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. 

12.2  Sistem Informasi Sekolah dan E-
Administrasi 

Sistem Informasi Sekolah (SIS) dan e-Administrasi merupakan 
bagian integral dari transformasi digital di lingkungan pendidikan. 
SIS adalah platform digital yang dirancang untuk mengelola data 
dan proses administratif secara terintegrasi dan otomatis. 
Sedangkan e-Administrasi merujuk pada penerapan teknologi 
dalam kegiatan administratif sekolah, mulai dari pencatatan data, 
pengelolaan dokumen, hingga pelaporan. 
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Implementasi SIS memungkinkan sekolah untuk menyimpan, 
mengelola, dan mengakses data secara efisien. Data tersebut 
meliputi data siswa, guru, staf, keuangan, kurikulum, kehadiran, 
dan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan sistem ini, proses 
pencatatan dan pengolahan data menjadi lebih cepat dan minim 
kesalahan manusia. Sebagai contoh, Sistem Informasi Akademik 
(SIA) yang diterapkan di banyak sekolah memungkinkan 
pengelolaan data siswa secara lengkap, mulai dari pendaftaran, 
absensi, nilai, hingga rapor digital yang dapat diakses oleh orang 
tua dan siswa secara online. 

Selain itu, e-Administrasi memudahkan proses administratif 
seperti pengajuan cuti, pengelolaan keuangan, pengadaan barang, 
dan pelaporan kegiatan sekolah. Penggunaan platform digital ini 
mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik dan 
mempercepat proses persetujuan serta pengambilan keputusan. 
Sebagai contoh, penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan sekolah 
berbasis cloud memungkinkan kepala sekolah dan bendahara untuk 
memantau pengeluaran dan pemasukan secara real-time, serta 
memudahkan pelaporan ke pihak terkait. 

Pengembangan sistem informasi dan e-Administrasi juga 
mendukung transparansi dan akuntabilitas. Data yang tersimpan 
secara digital dapat diakses oleh stakeholder terkait, seperti 
pengawas, orang tua, dan masyarakat, sesuai hak akses yang 
diberikan. Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap 
pengelolaan sekolah dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan 
data atau dana. 

Dalam praktiknya, keberhasilan penerapan SIS dan e-
Administrasi sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang 
memadai dan kompetensi pengguna. Sekolah harus memastikan 
tersedianya perangkat keras yang cukup, jaringan internet yang 
stabil, serta pelatihan bagi staf dan guru agar mampu 
mengoperasikan sistem dengan baik. Selain itu, keamanan data 
harus menjadi prioritas utama, dengan menerapkan sistem 
keamanan siber yang memadai untuk melindungi data sensitif 
dari ancaman cyber. 
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Contoh nyata dari penerapan sistem informasi dan e-
Administrasi adalah Sistem Manajemen Sekolah Berbasis Web yang 
dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan data seluruh aspek 
sekolah dan memudahkan pengelolaan secara nasional, termasuk 
pelaporan dan monitoring program pendidikan. 

Secara keseluruhan, sistem informasi sekolah dan e-Administrasi 
merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sekolah yang 
efisien, transparan, dan akuntabel. Penggunaan teknologi ini 
harus didukung oleh kebijakan yang jelas, infrastruktur yang 
memadai, serta pelatihan berkelanjutan agar manfaatnya dapat 
dirasakan secara optimal. 

12.3  Pengembangan Literasi Digital untuk 
Guru dan Siswa 

Pengembangan literasi digital merupakan aspek krusial dalam 
proses transformasi digital di sekolah. Literasi digital tidak hanya 
mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat 
dan aplikasi digital, tetapi juga meliputi pemahaman etika, 
keamanan, serta kemampuan kritis dalam menilai informasi yang 
diperoleh dari media digital. 

Bagi guru, literasi digital menjadi fondasi utama dalam 
mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Guru 
yang memiliki kompetensi digital mampu merancang dan 
melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, seperti 
pembelajaran daring, blended learning, dan penggunaan media 
digital lainnya. Sebagai contoh, guru yang mampu mengoperasikan 
Learning Management System (LMS) dapat memfasilitasi proses 
belajar mengajar secara lebih interaktif dan menarik, serta 
memantau kemajuan peserta didik secara real-time (Huang & 
Liaw, 2018). 

Sementara itu, pengembangan literasi digital bagi siswa bertujuan 
agar mereka mampu menggunakan teknologi secara bijak dan 
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bertanggung jawab. Siswa perlu diajarkan tentang etika 
berinternet, keamanan data pribadi, serta kemampuan menilai 
kebenaran informasi yang mereka temukan di dunia maya. 
Sebagai ilustrasi, program literasi digital yang melibatkan pelatihan 
tentang keamanan siber dan pengenalan terhadap hoaks dapat 
membantu siswa menjadi pengguna media digital yang cerdas 
dan bertanggung jawab. 

Selain aspek teknis, literasi digital juga harus mencakup 
pengembangan soft skills seperti kreativitas, kolaborasi, dan 
problem solving melalui penggunaan teknologi. Misalnya, siswa 
diajak untuk membuat proyek digital, seperti video pembelajaran, 
blog, atau aplikasi sederhana, yang dapat meningkatkan 
kemampuan inovatif dan kolaboratif mereka. 

Pengembangan literasi digital harus dilakukan secara 
berkelanjutan dan terintegrasi dalam kurikulum. Sekolah perlu 
menyediakan pelatihan dan workshop secara rutin bagi guru dan 
siswa, serta mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam 
kegiatan belajar sehari-hari. Pendekatan ini akan menciptakan 
budaya digital yang positif dan mendukung keberhasilan 
transformasi digital di sekolah. 

Selain itu, pengembangan literasi digital juga harus 
memperhatikan aspek inklusivitas, memastikan bahwa semua 
warga sekolah, termasuk yang memiliki keterbatasan akses dan 
kemampuan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar 
dan berkembang secara digital. Sekolah dapat menyediakan 
fasilitas pendukung seperti perangkat aksesibilitas dan pelatihan 
khusus bagi mereka yang membutuhkan. 

Dengan meningkatnya kompetensi digital, diharapkan guru dan 
siswa mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah. 
Mereka juga akan lebih mampu menghadapi tantangan zaman, 
seperti perubahan kurikulum, kebutuhan pembelajaran jarak 
jauh, dan perkembangan media digital yang pesat. 
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12.4  Tantangan dan Solusi Sekolah Digital 

Transformasi digital di sekolah menghadirkan berbagai tantangan 
yang harus dihadapi secara strategis agar proses digitalisasi 
berjalan efektif dan berkelanjutan. Beberapa tantangan utama 
meliputi keterbatasan infrastruktur, kurangnya kompetensi 
sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, serta isu 
keamanan dan privasi data. 

Pertama, keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama. 
Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih mengalami 
kekurangan perangkat keras seperti komputer, tablet, dan 
jaringan internet yang stabil. Tanpa infrastruktur yang memadai, 
implementasi sistem informasi dan e-Administrasi tidak dapat 
berjalan optimal. Solusinya adalah pemerintah dan pihak terkait 
perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur 
teknologi di sekolah, termasuk penyediaan akses internet yang 
merata dan perangkat pendukung lainnya (Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). 

Kedua, kurangnya kompetensi digital di kalangan guru dan staf 
menjadi hambatan lain. Banyak tenaga pendidik yang belum 
terbiasa menggunakan teknologi secara efektif dalam proses 
pembelajaran maupun pengelolaan administrasi. Untuk 
mengatasi hal ini, sekolah harus menyelenggarakan pelatihan dan 
workshop berkelanjutan yang fokus pada pengembangan 
kompetensi digital, serta mendorong budaya belajar mandiri 
melalui platform daring (Huang & Liaw, 2018). 

Resistensi terhadap perubahan juga sering muncul, terutama dari 
pihak yang merasa nyaman dengan metode konvensional. Untuk 
mengatasi resistensi ini, diperlukan pendekatan manajemen 
perubahan yang melibatkan komunikasi yang efektif, partisipasi 
aktif dari seluruh warga sekolah, serta penegasan manfaat dan 
keberhasilan yang dapat dicapai melalui digitalisasi. Contohnya 
adalah studi kasus di Sekolah Menengah Atas di Surabaya yang 
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berhasil mengubah budaya kerja melalui program pelatihan dan 
sosialisasi yang intensif (Sari & Utami, 2020). 

Isu keamanan dan privasi data menjadi perhatian serius dalam 
proses digitalisasi. Sekolah harus menerapkan kebijakan 
keamanan siber yang ketat, termasuk penggunaan password yang 
kuat, enkripsi data, serta pengelolaan hak akses yang tepat. Selain 
itu, edukasi tentang etika digital dan perlindungan data pribadi 
harus menjadi bagian dari literasi digital yang dikembangkan di 
sekolah (Kshetri, 2017). 

Solusi lain yang dapat diterapkan adalah pengembangan 
ekosistem digital yang komprehensif, meliputi infrastruktur, 
kompetensi, kebijakan, dan budaya inovatif. Sekolah juga perlu 
menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga teknologi 
untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya yang 
berkelanjutan. Penggunaan model pilot project dan evaluasi 
berkala juga penting untuk memastikan keberhasilan dan 
keberlanjutan proses digitalisasi. 

Dengan mengatasi tantangan tersebut secara sistematis dan 
berkelanjutan, sekolah dapat mewujudkan transformasi digital 
yang efektif, mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, 
serta menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan adaptif 
terhadap perkembangan zaman. 
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BAB 13:  

MANAJEMEN RISIKO 
DAN KRISIS DI SEKOLAH 

 

Pendahuluan 

Pengelolaan risiko dan krisis di sekolah merupakan aspek yang 
sangat penting dalam memastikan keberlangsungan proses 
belajar mengajar serta menjaga keselamatan seluruh warga 
sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan tidak hanya 
bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus 
mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan 
kondusif bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kenyataannya, 
berbagai risiko dapat muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga, 
mulai dari bencana alam, kecelakaan, hingga insiden sosial seperti 
perundungan dan kekerasan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko 
yang efektif menjadi bagian integral dari manajemen sekolah yang 
profesional dan bertanggung jawab. 

Urgensi dari pembahasan ini semakin meningkat seiring dengan 
perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah 
di era modern. Perubahan iklim, meningkatnya jumlah bencana 
alam, serta dinamika sosial yang kompleks menuntut sekolah 
untuk lebih waspada dan siap dalam menghadapi berbagai 
kemungkinan risiko. Selain itu, pandemi global yang pernah 
melanda dunia menunjukkan betapa pentingnya protokol 
kesehatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat 
yang bersifat kesehatan masyarakat. Sekolah harus mampu 
mengintegrasikan berbagai langkah mitigasi dan penanganan 
krisis agar proses pembelajaran tidak terganggu dan seluruh 
warga sekolah tetap terlindungi. 
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Pembahasan dalam bab ini akan mengupas secara mendalam 
tentang bagaimana proses identifikasi risiko dilakukan secara 
sistematis, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan 
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Selain itu, 
penanganan bencana dan situasi darurat akan menjadi fokus 
utama, termasuk prosedur yang harus diikuti agar penanganan 
berlangsung cepat dan tepat. Tidak kalah penting, aspek 
perlindungan anak dan pencegahan perundungan akan dibahas 
sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang 
aman secara sosial dan psikologis. Terakhir, protokol kesehatan 
dan keamanan akan menjadi bagian penting dalam memastikan 
kesiapan sekolah menghadapi berbagai situasi krisis, terutama 
yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. 

Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep 
ini secara baik, sekolah dapat menjadi institusi yang tidak hanya 
unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga mampu menjaga 
keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga sekolah. 
Pengelolaan risiko yang baik akan membantu sekolah dalam 
membangun budaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat, sehingga 
mampu menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya 
diri dan profesional. 

13.1  Identifikasi dan Mitigasi Risiko 
Pendidikan 

Pengelolaan risiko di lingkungan sekolah, khususnya SMP, 
memerlukan proses identifikasi yang sistematis dan 
komprehensif agar potensi bahaya dan ancaman dapat diketahui 
secara dini. Identifikasi risiko merupakan langkah awal yang 
sangat penting karena menentukan langkah-langkah mitigasi yang 
tepat dan efektif. Dalam konteks pendidikan, risiko dapat 
muncul dari berbagai aspek, termasuk risiko akademik, sosial, 
keamanan, kesehatan, dan lingkungan. 

Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara berkelanjutan 
dan melibatkan seluruh warga sekolah, seperti kepala sekolah, 
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guru, staf, siswa, dan orang tua. Pendekatan partisipatif ini 
memastikan bahwa semua potensi risiko yang mungkin terjadi 
dapat terdeteksi secara lengkap. Salah satu metode yang umum 
digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats), yang membantu mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan internal sekolah serta peluang dan 
ancaman dari lingkungan eksternal (Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2018). 

Selain itu, penggunaan checklist risiko dan peta risiko juga sangat 
membantu dalam proses identifikasi. Checklist risiko berisi daftar 
potensi bahaya yang telah diidentifikasi berdasarkan pengalaman 
dan studi kasus sebelumnya, sedangkan peta risiko 
menggambarkan lokasi dan tingkat risiko di area tertentu sekolah. 
Contohnya, area laboratorium kimia yang tidak memiliki ventilasi 
memadai berpotensi menimbulkan risiko keracunan, sementara 
area parkir yang padat dan tidak teratur berisiko menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas. 

Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah 
melakukan analisis risiko untuk menilai tingkat keparahan dan 
kemungkinan terjadinya. Analisis ini membantu menentukan 
prioritas risiko yang harus segera ditangani. Misalnya, risiko 
kebakaran akibat korsleting listrik harus diutamakan karena 
potensi kerusakan besar dan bahaya nyawa. Penilaian risiko ini 
dapat dilakukan dengan menggunakan matriks risiko yang 
menggabungkan tingkat kemungkinan dan dampak, sehingga 
dapat diketahui risiko mana yang harus menjadi prioritas utama 
dalam mitigasi. 

Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya risiko dan meminimalkan dampaknya jika risiko 
tersebut terjadi. Strategi mitigasi meliputi pencegahan, 
pengendalian, dan kesiapsiagaan. Pencegahan dilakukan dengan 
memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi, seperti 
memperbarui instalasi listrik, memperkuat sistem keamanan, dan 
meningkatkan pelatihan keselamatan bagi warga sekolah. 
Pengendalian risiko meliputi penerapan prosedur operasional 
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standar (SOP), penggunaan alat pelindung diri, dan pemasangan 
sistem alarm dan deteksi dini. 

Contoh nyata dari mitigasi risiko adalah penerapan sistem alarm 
kebakaran dan pelatihan evakuasi secara berkala. Sekolah harus 
memastikan bahwa semua warga memahami prosedur evakuasi 
dan lokasi titik kumpul yang aman. Selain itu, pengelolaan risiko 
juga harus melibatkan pengembangan rencana kontinjensi yang 
jelas dan teruji, sehingga saat risiko benar-benar terjadi, semua 
pihak tahu langkah apa yang harus diambil. 

Dalam konteks pendidikan, risiko yang paling umum meliputi 
risiko akademik seperti kegagalan dalam pencapaian kompetensi, 
risiko sosial seperti perundungan, dan risiko keamanan seperti 
kecelakaan di laboratorium atau di luar kelas. Oleh karena itu, 
identifikasi risiko harus mencakup seluruh aspek tersebut dan 
disusun secara sistematis agar tidak ada risiko yang terabaikan. 
Penggunaan teknologi, seperti sistem pelaporan risiko berbasis 
aplikasi, juga dapat meningkatkan efektivitas proses identifikasi 
dan mitigasi risiko di sekolah. 

Secara umum, keberhasilan pengelolaan risiko di sekolah sangat 
bergantung pada komitmen seluruh warga sekolah dan 
keberlanjutan proses evaluasi serta perbaikan. Sekolah harus 
mampu mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam budaya 
sekolah dan menjadikannya bagian dari kegiatan rutin, sehingga 
kesiapsiagaan menjadi karakter yang melekat dan tidak hanya 
bersifat formalitas sesaat. 

13.2  Penanganan Bencana dan Situasi 
Darurat 

Penanganan bencana dan situasi darurat di lingkungan sekolah 
memerlukan prosedur yang terstruktur dan teruji agar dapat 
dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Bencana yang sering 
dihadapi di sekolah meliputi kebakaran, gempa bumi, banjir, 
kecelakaan, dan insiden sosial seperti kekerasan atau 
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perundungan massal. Setiap jenis bencana memerlukan 
penanganan yang berbeda, namun prinsip dasar yang harus 
diterapkan adalah kesiapsiagaan, kecepatan, dan koordinasi. 

Langkah pertama dalam penanganan bencana adalah penyusunan 
dan pelaksanaan rencana tanggap darurat yang komprehensif. 
Rencana ini harus mencakup identifikasi titik evakuasi, jalur 
evakuasi, peran dan tanggung jawab warga sekolah, serta 
pengaturan komunikasi selama krisis. Contohnya, sekolah harus 
memiliki peta evakuasi yang jelas dan ditempel di tempat 
strategis, serta melakukan simulasi evakuasi secara berkala agar 
seluruh warga sekolah terbiasa dan tidak panik saat situasi nyata 
terjadi. 

Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada warga sekolah sangat 
penting. Guru, staf, dan siswa harus memahami prosedur 
evakuasi, penggunaan alat pemadam kebakaran, serta langkah-
langkah pertolongan pertama. Pelatihan ini harus dilakukan 
secara rutin dan melibatkan semua pihak agar kesiapsiagaan 
menjadi bagian dari budaya sekolah. Sebagai contoh, sekolah 
dapat mengadakan simulasi gempa dan kebakaran minimal dua 
kali dalam setahun, yang diikuti dengan evaluasi dan perbaikan 
prosedur. 

Dalam penanganan situasi darurat, komunikasi yang efektif 
menjadi kunci utama. Sekolah harus memiliki sistem komunikasi 
darurat yang mampu menghubungkan seluruh warga sekolah dan 
pihak eksternal seperti pemadam kebakaran, polisi, dan rumah 
sakit. Penggunaan teknologi seperti pesan singkat, aplikasi 
komunikasi, dan radio komunikasi sangat membantu dalam 
mempercepat penyebaran informasi dan koordinasi. 

Selain kesiapsiagaan, penanganan pasca-bencana juga harus 
menjadi perhatian. Setelah situasi terkendali, sekolah perlu 
melakukan assessment kerusakan, memastikan keselamatan 
seluruh warga, dan melakukan pemulihan proses belajar 
mengajar. Jika diperlukan, sekolah harus bekerja sama dengan 
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dinas terkait untuk mendapatkan bantuan dan sumber daya yang 
diperlukan. 

Contoh studi kasus adalah bencana gempa bumi yang melanda 
daerah tertentu. Sekolah yang telah memiliki rencana tanggap 
darurat yang matang akan segera melakukan evakuasi ke titik 
kumpul yang aman, mengoordinasikan evakuasi siswa dan staf, 
serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan. 
Sekolah juga harus mampu mengelola psikologis warga sekolah 
yang mungkin mengalami trauma akibat kejadian tersebut. 

Dalam konteks pandemi COVID-19, penanganan situasi darurat 
meliputi penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan 
masker, jaga jarak, dan sanitasi rutin. Sekolah harus mampu 
menyesuaikan prosedur darurat dengan kondisi kesehatan 
masyarakat dan memastikan bahwa seluruh warga memahami 
dan melaksanakan protokol tersebut secara disiplin. 

Secara umum, keberhasilan penanganan bencana dan situasi 
darurat sangat bergantung pada kesiapan, pelatihan, dan 
koordinasi yang baik. Sekolah harus mampu mengintegrasikan 
semua aspek ini ke dalam sistem manajemen risiko yang 
berkelanjutan dan adaptif terhadap berbagai kemungkinan 
bencana. 

13.3  Perlindungan Anak dan Anti 
Perundungan 

Perlindungan anak dan pencegahan perundungan merupakan 
bagian penting dari manajemen risiko sosial di lingkungan 
sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman 
bagi semua siswa, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan 
perlakuan tidak adil. Perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik, 
tetapi juga psikologis dan sosial, sehingga menciptakan iklim 
belajar yang positif dan inklusif. 
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Perlindungan anak harus dimulai dari kebijakan dan regulasi yang 
jelas, termasuk peraturan sekolah yang melarang segala bentuk 
kekerasan, perundungan, dan pelecehan. Sekolah perlu memiliki 
prosedur pelaporan dan penanganan insiden yang mudah diakses 
dan tidak menimbulkan rasa takut bagi korban maupun saksi. 
Contohnya, menyediakan kotak pengaduan anonim dan 
membentuk tim penanganan kasus yang profesional dan 
berintegritas. 

Selain itu, pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai moral 
harus menjadi bagian dari kurikulum dan kegiatan sekolah. 
Melalui program-program seperti pelatihan anti perundungan, 
kegiatan pengembangan empati, dan pembiasaan sikap saling 
menghormati, siswa diajarkan untuk menghargai keberagaman 
dan menolak kekerasan sosial. Sebagai contoh, kegiatan diskusi 
kelompok, role play, dan kampanye anti perundungan dapat 
meningkatkan kesadaran dan keberanian siswa untuk melaporkan 
insiden yang mereka saksikan. 

Pengawasan dan pengendalian lingkungan sekolah juga sangat 
penting. Sekolah harus memastikan bahwa area-area rawan 
perundungan, seperti toilet, lorong, dan ruang istirahat, diawasi 
secara aktif oleh guru dan staf. Penggunaan kamera pengawas 
(CCTV) dan patroli rutin dapat membantu mencegah terjadinya 
insiden kekerasan. 

Dalam hal penanganan, sekolah harus menerapkan pendekatan 
restorative justice yang berorientasi pada pemulihan hubungan 
dan pembelajaran dari insiden. Pendekatan ini melibatkan semua 
pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan keluarga, untuk 
mencapai solusi yang adil dan mendidik. Contohnya, pelaku 
perundungan diberikan sanksi yang mendidik dan diberikan 
pemahaman tentang dampak perbuatannya, sementara korban 
mendapatkan dukungan psikologis. 

Studi kasus menunjukkan bahwa sekolah yang aktif melakukan 
program pencegahan dan penanganan perundungan secara 
konsisten mampu menurunkan angka insiden dan meningkatkan 
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rasa aman di lingkungan sekolah. Sekolah harus mampu 
membangun budaya anti kekerasan yang melekat dalam seluruh 
warga sekolah dan menjadikan perlindungan anak sebagai 
prioritas utama. 

13.4  Protokol Kesehatan dan Keamanan 
Sekolah 

Protokol kesehatan dan keamanan di sekolah menjadi fondasi 
utama dalam menjaga keselamatan seluruh warga sekolah, 
terutama dalam situasi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-
19. Penerapan protokol ini harus dilakukan secara disiplin dan 
berkelanjutan, serta disesuaikan dengan perkembangan situasi 
dan rekomendasi dari otoritas kesehatan. 

Langkah awal adalah penyusunan standar operasional prosedur 
(SOP) yang lengkap dan jelas, mencakup langkah-langkah 
pencegahan, pengendalian, dan penanganan jika terjadi insiden 
kesehatan. SOP ini harus meliputi penggunaan masker, jaga jarak 
minimal satu meter, pencucian tangan secara rutin, dan 
pengaturan ventilasi ruangan. Sekolah juga harus menyediakan 
fasilitas pendukung seperti hand sanitizer, masker cadangan, dan 
alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk. 

Pelaksanaan protokol harus didukung oleh sosialisasi yang 
intensif kepada seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, staf, 
dan orang tua. Melalui kegiatan orientasi, poster, dan pengingat 
berkala, semua pihak diharapkan memahami pentingnya menjaga 
kesehatan dan keamanan bersama. Contohnya, sekolah 
mengadakan pelatihan tentang prosedur protokol kesehatan dan 
melakukan simulasi pengenalan langkah-langkah evakuasi darurat 
kesehatan. 

Selain protokol kesehatan, aspek keamanan fisik juga harus 
diperhatikan. Sekolah harus memastikan bahwa fasilitas dan 
infrastruktur memenuhi standar keamanan, seperti pemasangan 
pagar yang kokoh, pengamanan pintu dan jendela, serta 
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pengawasan area rawan kecelakaan. Penggunaan CCTV dan 
petugas keamanan juga membantu dalam mencegah tindak 
kriminal dan memastikan ketertiban. 

Pengelolaan risiko keamanan juga meliputi pengaturan lalu lintas 
di sekitar sekolah, pengawasan kendaraan dan pengunjung, serta 
pengelolaan parkir yang aman. Sekolah harus bekerja sama 
dengan aparat keamanan dan dinas terkait untuk memastikan 
bahwa lingkungan sekitar sekolah tetap aman dan kondusif. 

Dalam situasi darurat kesehatan, seperti wabah penyakit menular, 
sekolah harus mampu melakukan langkah-langkah cepat seperti 
isolasi siswa yang menunjukkan gejala, melakukan tracing kontak, 
dan melakukan disinfeksi secara rutin. Sekolah juga harus 
menyiapkan rencana komunikasi yang efektif agar seluruh warga 
mendapatkan informasi yang benar dan tidak menimbulkan 
kepanikan. 

Penerapan protokol kesehatan dan keamanan yang konsisten 
akan meningkatkan kepercayaan warga sekolah terhadap 
kemampuan sekolah dalam melindungi mereka. Sekolah yang 
mampu mengintegrasikan aspek kesehatan dan keamanan secara 
menyeluruh akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang 
aman, sehat, dan nyaman, serta mampu menghadapi berbagai 
tantangan krisis di masa depan. 
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BAB 14:  

INOVASI DAN 
PERUBAHAN DALAM 
PENGELOLAAN SMP 

 

Pendahuluan 

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, dunia 
pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP), menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan 
dinamis. Sekolah tidak lagi sekadar menjadi tempat transfer ilmu 
pengetahuan, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan 
perubahan zaman, mengintegrasikan inovasi, dan mengelola 
perubahan secara efektif agar tetap relevan dan mampu 
memenuhi kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Oleh 
karena itu, pengelolaan sekolah yang inovatif dan adaptif menjadi 
salah satu kunci utama dalam membangun sekolah unggul yang 
mampu bersaing dan berkontribusi secara positif terhadap 
pembangunan pendidikan nasional. 

Inovasi dan perubahan dalam pengelolaan sekolah bukanlah hal 
yang dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan 
pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan inovasi yang 
sesuai dengan kondisi dan karakteristik sekolah, serta proses yang 
sistematis dan berkelanjutan agar inovasi tersebut dapat 
diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata. 
Melalui proses identifikasi kebutuhan inovasi, sekolah dapat 
menentukan langkah strategis yang tepat, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, studi kasus dari sekolah-
sekolah yang telah berhasil melakukan inovasi dapat menjadi 
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sumber inspirasi dan pembelajaran berharga bagi pengelola 
sekolah lainnya. 

Perubahan organisasi sekolah juga memerlukan strategi yang 
matang agar tidak menimbulkan resistensi dari berbagai pihak 
yang terlibat. Pengelolaan perubahan yang efektif harus mampu 
mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang yang ada, serta 
memastikan bahwa seluruh komponen sekolah dapat beradaptasi 
dan berkontribusi secara optimal. Dengan demikian, proses 
perubahan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sebagai 
langkah sesaat, sehingga inovasi yang diterapkan dapat bertahan 
dan berkembang seiring waktu. 

Kebutuhan akan inovasi dan perubahan ini semakin mendesak 
seiring dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi 
yang terus berkembang. Sekolah harus mampu bertransformasi 
menjadi institusi yang inovatif, adaptif, dan mampu menjawab 
tantangan masa depan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam 
tentang proses inovasi dan pengelolaan perubahan menjadi 
sangat penting bagi para pemimpin dan pengelola sekolah agar 
mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, relevan, 
dan berkelanjutan. Melalui modul ini, diharapkan peserta didik 
dan pengelola sekolah mampu mengembangkan kompetensi 
dalam mengidentifikasi kebutuhan inovasi, merancang strategi 
perubahan, serta mengelola proses inovasi secara efektif demi 
tercapainya visi dan misi sekolah yang unggul dan adaptif. 

14.1  Identifikasi Kebutuhan Inovasi 

Identifikasi kebutuhan inovasi merupakan langkah awal yang 
krusial dalam proses pengembangan dan perbaikan pengelolaan 
sekolah menengah pertama (SMP). Tanpa pemahaman yang 
mendalam tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan, inovasi yang 
dilakukan berpotensi tidak relevan atau bahkan tidak efektif. 
Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan secara sistematis dan 
berbasis data yang akurat serta analisis yang komprehensif. 
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Dalam konteks sekolah, identifikasi kebutuhan inovasi dapat 
dilakukan melalui berbagai metode, seperti survei, wawancara, 
diskusi kelompok, dan observasi langsung di lapangan. Survei 
terhadap guru, siswa, orang tua, dan tenaga kependidikan dapat 
mengungkapkan permasalahan yang dihadapi serta peluang 
perbaikan yang ada. Misalnya, survei terhadap siswa dapat 
menunjukkan bahwa mereka membutuhkan metode 
pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi, 
sementara wawancara dengan guru dapat mengungkapkan 
perlunya pelatihan dalam penggunaan media digital. 

Selain itu, analisis data akademik dan non-akademik juga menjadi 
bagian penting dalam proses ini. Data nilai, tingkat kehadiran, 
partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta hasil 
evaluasi pembelajaran dapat menunjukkan area yang 
membutuhkan inovasi. Sebagai contoh, jika data menunjukkan 
rendahnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, maka 
inovasi dalam metode pembelajaran dan pengelolaan kelas perlu 
diprioritaskan. 

Penggunaan pendekatan analisis kebutuhan berbasis SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) juga dapat 
membantu sekolah dalam mengidentifikasi kekuatan dan 
kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang 
mempengaruhi keberhasilan inovasi. Misalnya, kekuatan sekolah 
dalam hal sumber daya manusia yang kompeten dapat 
dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi berbasis kolaborasi 
dan pelatihan, sementara kelemahan dalam infrastruktur 
teknologi menjadi tantangan yang harus diatasi. 

Lebih jauh, identifikasi kebutuhan inovasi harus 
mempertimbangkan tren dan perkembangan terbaru dalam dunia 
pendidikan, seperti digitalisasi, pembelajaran berbasis proyek, dan 
pengembangan karakter. Sekolah perlu melakukan pemetaan 
terhadap kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis agar 
inovasi yang diimplementasikan mampu menjawab tantangan 
zaman dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 
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Dalam praktiknya, proses ini harus melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, 
dan masyarakat sekitar. Partisipasi aktif dari semua pihak akan 
memastikan bahwa inovasi yang dirancang benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan riil dan mampu mendapatkan dukungan serta 
komitmen dari seluruh komunitas sekolah. 

Secara teoritis, identifikasi kebutuhan inovasi harus didasarkan 
pada prinsip-prinsip manajemen perubahan yang efektif, seperti 
keterlibatan semua pihak, penggunaan data dan fakta, serta 
analisis situasi yang komprehensif (Kotter, 2012). Dengan 
demikian, proses ini tidak hanya sekadar menemukan masalah, 
tetapi juga merumuskan solusi inovatif yang relevan dan feasible 
untuk diterapkan dalam konteks sekolah. 

Contoh konkret dari proses ini adalah sebuah SMP yang 
melakukan survei terhadap siswa dan guru terkait penggunaan 
teknologi dalam pembelajaran. Hasilnya menunjukkan bahwa 
70% siswa menginginkan penggunaan media digital yang lebih 
variatif, dan 60% guru merasa kurang kompeten dalam 
mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar mengajar. 
Berdasarkan data ini, sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan 
inovasi dalam pengembangan kompetensi digital guru dan 
penerapan media pembelajaran berbasis teknologi (Sari & Dewi, 
2020). 

Dengan demikian, identifikasi kebutuhan inovasi merupakan 
fondasi utama yang menentukan keberhasilan seluruh proses 
inovasi di sekolah. Tanpa pemahaman yang tepat tentang apa 
yang benar-benar dibutuhkan, inovasi berisiko gagal mencapai 
tujuan dan bahkan menimbulkan resistensi dari pihak-pihak 
terkait. 

14.2  Proses Perubahan Organisasi Sekolah 

Proses perubahan organisasi sekolah merupakan tahapan yang 
harus dilalui secara sistematis dan terencana agar inovasi dapat 
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diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Perubahan 
ini tidak hanya sebatas modifikasi kecil, tetapi meliputi 
transformasi struktural, budaya, maupun proses kerja yang 
mendasar. 

Langkah pertama dalam proses ini adalah perencanaan 
perubahan, yang meliputi penetapan visi dan tujuan perubahan, 
analisis situasi saat ini, serta penyusunan strategi dan langkah-
langkah yang akan diambil. Pada tahap ini, penting untuk 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar rencana 
perubahan memiliki komitmen dan dukungan yang kuat. 
Misalnya, kepala sekolah harus mampu memimpin proses ini 
dengan komunikasi yang efektif dan membangun konsensus di 
antara guru, staf, dan orang tua. 

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana rencana yang telah 
disusun diimplementasikan secara nyata. Pada tahap ini, 
diperlukan manajemen perubahan yang adaptif dan fleksibel, 
mampu mengatasi hambatan dan resistensi yang muncul. Salah 
satu pendekatan yang umum digunakan adalah model Kotter 
(2012), yang menyarankan delapan langkah dalam mengelola 
perubahan, mulai dari menciptakan sense of urgency, 
membentuk tim perubahan, hingga mengkonsolidasikan hasil 
dan memperkuat budaya inovasi. 

Dalam konteks sekolah, proses ini dapat melibatkan pelatihan 
dan pengembangan kompetensi guru, pengadaan fasilitas 
pendukung, serta penyesuaian kurikulum dan sistem penilaian. 
Sebagai contoh, sebuah SMP yang ingin mengadopsi 
pembelajaran berbasis teknologi harus menyediakan pelatihan 
digital bagi guru, memperbarui perangkat keras dan lunak, serta 
mengubah pola evaluasi agar sesuai dengan inovasi tersebut. 

Tahap berikutnya adalah monitoring dan evaluasi, yang bertujuan 
untuk memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai rencana dan 
mencapai hasil yang diharapkan. Pengukuran keberhasilan dapat 
dilakukan melalui indikator kinerja utama (KPI), seperti 
peningkatan hasil belajar siswa, tingkat partisipasi dalam kegiatan 
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inovatif, dan kepuasan stakeholder. Jika ditemukan hambatan 
atau ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan penyesuaian strategi 
agar proses perubahan tetap berjalan efektif. 

Selain itu, penting untuk membangun budaya sekolah yang 
mendukung inovasi dan perubahan. Hal ini dapat dilakukan 
melalui komunikasi yang terbuka, pemberian penghargaan atas 
keberhasilan, serta penciptaan lingkungan yang aman untuk 
bereksperimen dan belajar dari kegagalan. Sebagai analogi, proses 
perubahan di sekolah dapat disamakan dengan proses adaptasi 
organisme terhadap lingkungan baru, di mana keberhasilan 
bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan 
efektif (Fullan, 2016). 

Dalam praktiknya, proses perubahan harus dilakukan secara 
berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu tahap saja. Sekolah 
harus mampu melakukan evaluasi secara periodik, memperbaiki 
kekurangan, dan mengembangkan inovasi baru sesuai dengan 
perkembangan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Dengan 
demikian, perubahan organisasi sekolah menjadi proses dinamis 
yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan 
meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

Contoh studi kasus adalah SMP Negeri 3 Bandung yang 
berhasil melakukan transformasi digital dalam proses 
pembelajaran. Melalui tahapan perencanaan yang matang, 
pelatihan intensif, dan evaluasi berkala, sekolah ini mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa dan mengurangi ketertinggalan 
pembelajaran selama pandemi (Yuliana & Sari, 2021). 
Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya proses perubahan 
yang terencana dan berkelanjutan. 

14.3  Studi Kasus Inovasi Sekolah Berhasil 

Studi kasus merupakan salah satu metode yang efektif untuk 
memahami proses dan faktor keberhasilan inovasi di sekolah. 
Melalui studi kasus, dapat diidentifikasi praktik terbaik, tantangan 
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yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi 
hambatan. 

Salah satu contoh inovasi yang berhasil adalah implementasi 
program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Surabaya. 
Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang 
aman, inklusif, dan mendukung perkembangan karakter siswa. 
Inovasi ini dimulai dari identifikasi kebutuhan melalui survei dan 
diskusi dengan seluruh stakeholder, kemudian diikuti dengan 
perencanaan yang matang, termasuk pelatihan guru dalam 
pengelolaan kelas inklusif dan pengembangan kurikulum yang 
sensitif terhadap keberagaman. 

Keberhasilan program ini tidak lepas dari komitmen kepala 
sekolah dan seluruh tim pengelola, serta dukungan dari orang tua 
dan masyarakat sekitar. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan 
dalam tingkat kedisiplinan, kehadiran siswa, dan pengembangan 
karakter positif. Selain itu, sekolah mendapatkan penghargaan 
dari pemerintah sebagai sekolah inklusif dan ramah anak (Dewi 
& Prasetyo, 2019). 

Contoh lain adalah inovasi Pembelajaran Berbasis Proyek di SMP 
Swasta XYZ, yang mengintegrasikan kurikulum dengan proyek 
nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah ini 
memulai dari identifikasi kebutuhan akan meningkatkan motivasi 
dan keterampilan praktis siswa, kemudian merancang program 
pelatihan guru, pengembangan modul, dan pelaksanaan proyek 
secara berkelompok. Hasilnya, siswa tidak hanya memperoleh 
pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan kolaborasi, 
komunikasi, dan problem solving yang tinggi. Keberhasilan ini 
menunjukkan bahwa inovasi berbasis proyek mampu 
meningkatkan mutu pembelajaran dan relevansi pendidikan 
(Hidayat & Rahman, 2020). 

Dari studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 
inovasi di sekolah sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan 
yang visioner, partisipasi aktif seluruh stakeholder, serta 
keberanian untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Selain 
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itu, keberhasilan juga didukung oleh perencanaan yang matang, 
pelaksanaan yang disiplin, serta evaluasi yang berkelanjutan. 

14.4  Strategi Mengelola Perubahan 
Berkelanjutan 

Mengelola perubahan secara berkelanjutan memerlukan strategi 
yang matang dan komprehensif agar inovasi yang telah 
diterapkan tidak berhenti pada tahap awal, tetapi terus 
berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa 
strategi utama yang dapat diterapkan meliputi: 

1. Membangun budaya inovasi dan pembelajaran 
berkelanjutan. Sekolah harus menciptakan lingkungan 
yang mendukung eksperimen, tidak takut gagal, dan 
selalu terbuka terhadap ide-ide baru. Hal ini dapat 
dilakukan melalui pelatihan rutin, forum diskusi, dan 
penghargaan atas inovasi yang berhasil (Fullan, 2016). 

2. Melibatkan seluruh stakeholder secara aktif. 
Keberhasilan inovasi sangat bergantung pada partisipasi 
dan komitmen semua pihak, termasuk kepala sekolah, 
guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Komunikasi yang 
efektif dan transparan menjadi kunci utama dalam 
membangun kepercayaan dan dukungan (Kotter, 2012). 

3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. 
Pengukuran keberhasilan inovasi harus dilakukan secara 
sistematis dan berkelanjutan. Data hasil evaluasi 
digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan 
penyesuaian strategi agar inovasi tetap relevan dan efektif 
(Hargreaves & Fullan, 2012). 

4. Mengintegrasikan inovasi ke dalam budaya dan 
sistem sekolah. Inovasi harus menjadi bagian dari 
identitas sekolah, bukan sekadar program sesaat. Hal ini 
dapat dilakukan melalui revisi visi misi, pengembangan 
kompetensi, dan penyesuaian sistem manajemen sekolah 
(Fullan, 2016). 
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5. Mengembangkan kemitraan dan jejaring. Sekolah 
perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti 
perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan komunitas, 
untuk mendapatkan inovasi, sumber daya, dan dukungan 
yang berkelanjutan (Hargreaves & Fullan, 2012). 

6. Mengadopsi pendekatan manajemen perubahan 
yang adaptif. Pendekatan ini menekankan pentingnya 
fleksibilitas, inovasi adaptif, dan belajar dari pengalaman. 
Sekolah harus mampu menyesuaikan strategi sesuai 
dengan dinamika lingkungan dan kebutuhan yang 
berkembang (Kotter, 2012). 

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, sekolah dapat 
memastikan bahwa inovasi yang diterapkan tidak hanya bersifat 
sementara, tetapi menjadi bagian dari budaya organisasi yang 
mampu beradaptasi dan berkembang secara berkelanjutan. Hal 
ini akan memperkuat posisi sekolah sebagai institusi pendidikan 
yang unggul dan adaptif di era modern. 
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BAB 15:  

EVALUASI DAN 
SUPERVISI SEKOLAH 

 

Pendahuluan 

Evaluasi dan supervisi merupakan bagian integral dari proses 
pengelolaan sekolah yang efektif dan berorientasi pada 
peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks pengelolaan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP), kedua aspek ini memiliki 
peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh program dan 
kegiatan sekolah berjalan sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan serta mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan 
masyarakat. Pengantar ini akan membahas pentingnya evaluasi 
dan supervisi sebagai alat pengendali mutu yang tidak hanya 
berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme 
pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang 
semakin kompleks, sekolah harus mampu melakukan evaluasi 
secara sistematis dan objektif terhadap seluruh aspek pengelolaan 
dan proses pembelajaran. Supervisi akademik, sebagai salah satu 
bentuk pengawasan yang bersifat kolaboratif dan mendukung, 
menjadi kunci dalam memastikan bahwa kegiatan belajar 
mengajar berjalan efektif dan efisien. Melalui supervisi yang 
tepat, kepala sekolah dan tim pengelola dapat mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan, serta merancang langkah perbaikan 
yang tepat sasaran. 

Selain itu, teknik evaluasi program sekolah menjadi alat penting 
dalam mengukur keberhasilan dan efektivitas berbagai program 
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yang telah dilaksanakan. Teknik ini harus dilakukan secara 
berkelanjutan dan berbasis data, sehingga hasilnya dapat 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. 
Feedback yang diberikan dari proses evaluasi ini berfungsi 
sebagai alat utama dalam memperbaiki dan menyempurnakan 
program, serta meningkatkan kompetensi seluruh warga sekolah. 

Laporan evaluasi yang lengkap dan akurat menjadi fondasi dalam 
proses tindak lanjut. Laporan ini harus mampu menyajikan data 
dan analisis yang objektif, serta memberikan rekomendasi yang 
konstruktif untuk pengembangan sekolah ke depan. Dengan 
demikian, evaluasi dan supervisi tidak hanya menjadi kegiatan 
formal, tetapi juga sebagai bagian dari budaya sekolah yang 
berorientasi pada mutu dan keberlanjutan. 

Dalam bagian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai peran 
dan tujuan supervisi akademik, berbagai teknik evaluasi program 
sekolah yang efektif, pentingnya feedback sebagai alat perbaikan 
mutu, serta bagaimana menyusun laporan evaluasi yang mampu 
mendukung pengambilan keputusan strategis. Melalui 
pemahaman yang komprehensif ini, diharapkan para peserta 
didik mampu mengelola dan mengembangkan sistem evaluasi 
dan supervisi yang mampu mendorong sekolah menuju 
pencapaian mutu tertinggi dan keberlanjutan yang berorientasi 
pada hasil. 

15.1  Peran dan Tujuan Supervisi Akademik 

Supervisi akademik merupakan salah satu kegiatan penting dalam 
pengelolaan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu 
proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Secara 
umum, supervisi akademik berfungsi sebagai alat pengendali 
mutu yang bersifat kolaboratif dan konstruktif, yang dilakukan 
oleh kepala sekolah, pengawas, atau tim supervisi untuk 
memantau, menilai, dan memperbaiki proses belajar mengajar di 
sekolah. Peran utama dari supervisi akademik adalah sebagai 
jembatan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar 
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mengajar, serta sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa 
standar mutu pendidikan terpenuhi secara konsisten. 

Dalam konteks pengelolaan SMP, supervisi akademik memiliki 
peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh komponen 
pembelajaran berjalan sesuai dengan kurikulum, standar 
kompetensi, dan indikator pencapaian yang telah ditetapkan. 
Supervisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan formal, 
tetapi juga sebagai proses pembinaan dan pengembangan 
profesionalisme guru serta meningkatkan efektivitas 
pembelajaran. Sebagai contoh, supervisi dapat membantu guru 
dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode 
pengajaran, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk 
perbaikan. 

Tujuan utama dari supervisi akademik adalah untuk 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar 
peserta didik secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan 
pendapat McGregor (2018) yang menyatakan bahwa supervisi 
harus mampu mendorong peningkatan kompetensi guru dan 
memperbaiki proses belajar mengajar melalui umpan balik yang 
konstruktif. Selain itu, supervisi juga bertujuan untuk 
memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar sesuai dengan 
standar nasional dan standar sekolah, serta mendukung 
pencapaian visi dan misi sekolah. Dengan demikian, supervisi 
akademik tidak hanya berorientasi pada pengawasan 
administratif, tetapi juga pada pengembangan profesional dan 
peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. 

Lebih jauh, supervisi akademik juga berfungsi sebagai alat untuk 
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 
kompetensi guru, serta sebagai mekanisme untuk mengatasi 
tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Melalui 
supervisi yang efektif, sekolah dapat menciptakan budaya mutu 
yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu 
menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat 
terhadap mutu pendidikan di SMP. 
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15.2  Teknik Evaluasi Program Sekolah 

Evaluasi program sekolah merupakan proses sistematis untuk 
menilai keberhasilan dan efektivitas berbagai kegiatan dan 
program yang telah dilaksanakan di sekolah. Teknik evaluasi ini 
sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan 
dalam rangka perbaikan dan pengembangan sekolah secara 
berkelanjutan. Ada berbagai teknik evaluasi yang dapat 
digunakan, tergantung pada jenis program, tujuan evaluasi, serta 
sumber data yang tersedia. 

Salah satu teknik evaluasi yang umum digunakan adalah evaluasi 
formatif, yang dilakukan selama proses pelaksanaan program 
untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi hambatan 
secara dini. Evaluasi ini memungkinkan sekolah melakukan 
penyesuaian dan perbaikan secara cepat agar tujuan program 
tetap tercapai. Contohnya, selama pelaksanaan program 
pengembangan kurikulum merdeka, guru dan kepala sekolah 
dapat melakukan observasi dan diskusi secara berkala untuk 
menilai efektivitas metode yang digunakan dan menyesuaikan 
strategi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. 

Selain itu, evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai 
dilaksanakan untuk menilai hasil akhir dan keberhasilan program 
secara keseluruhan. Teknik ini biasanya melibatkan pengumpulan 
data melalui tes, observasi, wawancara, dan kuesioner. Sebagai 
contoh, setelah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah 
dapat melakukan penilaian terhadap perkembangan karakter dan 
potensi peserta didik melalui portofolio, wawancara, dan 
penilaian kompetensi. 

Teknik lain yang juga penting adalah analisis dokumen, yang 
meliputi penelaahan terhadap laporan kegiatan, data administrasi, 
dan dokumen pendukung lainnya. Teknik ini membantu dalam 
mengidentifikasi konsistensi dan kesesuaian antara rencana dan 
pelaksanaan program. Misalnya, analisis dokumen dapat 
digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program 
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pengembangan kompetensi tenaga pendidik dengan rencana 
awal. 

Selain teknik-teknik tersebut, metode observasi langsung dan 
wawancara mendalam juga efektif dalam mendapatkan 
gambaran yang lebih lengkap tentang pelaksanaan program. 
Observasi memungkinkan evaluator untuk melihat secara 
langsung proses kegiatan, sedangkan wawancara memberikan 
wawasan mendalam dari pelaku utama, seperti guru, peserta 
didik, dan orang tua. 

Penggunaan teknik evaluasi yang beragam dan komprehensif ini 
harus didukung oleh pengumpulan data yang valid dan reliabel. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara objektif untuk 
menghasilkan gambaran yang akurat tentang keberhasilan dan 
tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam 
menyusun strategi perbaikan dan pengembangan program 
selanjutnya, sehingga mutu pendidikan di SMP dapat terus 
meningkat. 

15.3  Feedback sebagai Alat Perbaikan Mutu 

Feedback merupakan proses pemberian umpan balik yang 
konstruktif terhadap hasil evaluasi dan pelaksanaan program. 
Dalam konteks supervisi akademik dan evaluasi program 
sekolah, feedback berfungsi sebagai alat utama untuk mendorong 
perbaikan mutu secara berkelanjutan. Feedback yang efektif 
harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, objektif, dan 
membangun, sehingga mampu memotivasi dan mengarahkan 
pelaku sekolah untuk melakukan perbaikan. 

Dalam praktiknya, feedback dapat diberikan secara langsung 
maupun tidak langsung. Feedback langsung biasanya dilakukan 
saat proses supervisi berlangsung, misalnya melalui diskusi atau 
konsultasi setelah observasi kelas. Sedangkan feedback tidak 
langsung dapat berupa laporan tertulis yang disampaikan setelah 
evaluasi selesai dilakukan. Keduanya memiliki keunggulan dan 
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kelemahan masing-masing, namun keduanya harus 
mengedepankan prinsip kejujuran, kejelasan, dan keberpihakan 
terhadap peningkatan mutu. 

Contoh penerapan feedback yang efektif adalah ketika kepala 
sekolah melakukan observasi terhadap proses pembelajaran dan 
memberikan masukan berupa poin-poin kekuatan dan area yang 
perlu diperbaiki. Misalnya, ""Guru telah mampu menciptakan 
suasana belajar yang menyenangkan, namun perlu meningkatkan 
penggunaan media pembelajaran yang variatif agar peserta didik 
lebih aktif."" Umpan balik seperti ini tidak hanya menyampaikan 
kekurangan, tetapi juga memberikan solusi konkret yang dapat 
diimplementasikan. 

Selain itu, feedback harus bersifat kolaboratif dan berorientasi 
pada solusi. Guru dan tenaga pendidik harus merasa didukung 
dan tidak merasa disalahkan, sehingga mereka termotivasi untuk 
melakukan perbaikan. Menurut Hattie dan Timperley (2007), 
feedback yang efektif harus mampu menjawab tiga pertanyaan 
utama: ""Di mana saya sekarang?"", ""Ke mana saya harus 
menuju?"", dan ""Bagaimana saya bisa mencapai tujuan 
tersebut?"". Dengan demikian, feedback menjadi alat yang 
mendorong refleksi diri dan pengembangan kompetensi secara 
berkelanjutan. 

Dalam konteks evaluasi program, feedback juga berfungsi 
sebagai alat untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan 
program di masa mendatang. Melalui feedback, sekolah dapat 
mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan hambatan, serta 
merancang strategi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, 
pengelolaan feedback harus dilakukan secara sistematis dan 
berkelanjutan, agar proses perbaikan mutu dapat berjalan secara 
efektif dan efisien. 
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15.4 Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Laporan evaluasi merupakan dokumen formal yang menyajikan 
hasil dari proses evaluasi secara lengkap dan sistematis. Laporan 
ini harus mampu menggambarkan kondisi aktual, analisis data, 
temuan utama, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan. 
Penyusunan laporan evaluasi yang baik sangat penting karena 
menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan 
tindak lanjut yang tepat sasaran. 

Dalam menyusun laporan evaluasi, hal pertama yang harus 
diperhatikan adalah kejelasan dan keakuratan data. Data yang 
disajikan harus didukung oleh bukti yang valid dan reliabel, serta 
disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh semua 
pemangku kepentingan. Biasanya, laporan ini mencakup bagian 
pendahuluan, metodologi evaluasi, hasil temuan, analisis, 
rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. Sebagai contoh, laporan 
evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan 
kompetensi guru dapat menyertakan data hasil observasi, 
wawancara, dan hasil penilaian kinerja guru. 

Selanjutnya, laporan harus mampu menyajikan analisis yang 
objektif dan konstruktif. Analisis ini harus mampu 
mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Rekomendasi yang 
diberikan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta mampu 
menjadi panduan dalam perencanaan perbaikan. Misalnya, 
rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dapat 
berupa pelatihan penggunaan media digital, pengembangan 
modul pembelajaran interaktif, atau peningkatan kompetensi 
pedagogik guru. 

Tindak lanjut dari laporan evaluasi merupakan langkah penting 
yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Tindak 
lanjut ini meliputi perencanaan aksi perbaikan, penetapan target, 
penugasan tanggung jawab, serta monitoring dan evaluasi 
terhadap implementasi rencana perbaikan. Sebagai contoh, jika 
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hasil evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi 
guru dalam penggunaan teknologi, maka sekolah dapat 
menyusun program pelatihan dan melakukan monitoring 
terhadap keberhasilannya. 

Selain itu, komunikasi hasil evaluasi dan tindak lanjut harus 
dilakukan secara terbuka dan transparan kepada seluruh warga 
sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting agar 
semua pihak memahami kondisi sekolah dan turut berperan aktif 
dalam proses perbaikan mutu. Dengan demikian, laporan 
evaluasi bukan sekadar dokumen formal, tetapi menjadi alat 
penggerak perubahan yang mendorong sekolah menuju mutu 
yang lebih baik dan berkelanjutan. 
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BAB 16:  

ROADMAP MENUJU 
SEKOLAH UNGGUL DAN 

ADAPTIF 

 

Pendahuluan 

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, dunia 
pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan 
dinamis. Sekolah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat 
transfer ilmu pengetahuan semata, tetapi juga sebagai pusat 
pengembangan karakter, inovasi, dan daya saing yang mampu 
menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, 
perencanaan yang matang dan terarah menjadi hal yang sangat 
penting agar sekolah dapat berkembang secara berkelanjutan dan 
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta tuntutan masa 
depan. 

Salah satu konsep yang menjadi kunci dalam pengembangan 
sekolah yang unggul dan adaptif adalah adanya roadmap atau 
peta jalan strategis. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan 
utama yang mengarahkan seluruh proses pengembangan sekolah 
dari tahap awal hingga mencapai target yang diinginkan. Melalui 
roadmap, sekolah dapat menetapkan indikator keberhasilan, 
tahapan-tahapan penting, serta strategi yang tepat untuk 
meningkatkan mutu dan citra sekolah secara berkelanjutan. 

Indikator sekolah unggul dan adaptif menjadi salah satu aspek 
penting yang harus dipahami dan diukur secara objektif. 
Indikator ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas 
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pembelajaran, pengembangan karakter siswa, inovasi dalam 
pengelolaan, hingga keberhasilan dalam membangun citra positif 
di masyarakat. Dengan mengetahui indikator yang tepat, sekolah 
dapat melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan 
perbaikan yang diperlukan. 

Tahapan pengembangan sekolah merupakan proses yang harus 
dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi, setiap 
langkah harus dilakukan secara terintegrasi dan konsisten agar 
hasil yang dicapai optimal. Strategi peningkatan citra dan reputasi 
sekolah juga menjadi bagian penting dalam proses ini, karena 
citra positif akan memudahkan sekolah dalam menjalin 
kemitraan, mendapatkan dukungan dari stakeholder, dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Selain itu, penyusunan rencana aksi yang jelas dan terukur 
menjadi fondasi utama dalam mengimplementasikan seluruh 
strategi pengembangan sekolah. Rencana ini harus dilengkapi 
dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang mampu 
mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu 
diperbaiki secara berkelanjutan. Dengan demikian, proses 
pengembangan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga 
mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang 
muncul di masa depan. 

Secara keseluruhan, bagian ini menegaskan pentingnya 
perencanaan strategis yang matang dalam membangun sekolah 
unggul dan adaptif. Melalui pemahaman yang mendalam tentang 
indikator keberhasilan, tahapan pengembangan, strategi 
peningkatan citra, serta rencana aksi yang terstruktur, sekolah 
dapat bergerak secara sistematis menuju pencapaian visi dan misi 
pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sekolah 
tidak hanya mampu bertahan di tengah kompetisi, tetapi juga 
mampu menjadi pusat inovasi dan pengembangan pendidikan 
yang mampu menjawab tantangan zaman. 
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16.1  Indikator Sekolah Unggul dan Adaptif 

Indikator sekolah unggul dan adaptif merupakan alat ukur yang 
digunakan untuk menilai keberhasilan sekolah dalam mencapai 
tingkat mutu dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan 
lingkungan. Indikator ini harus komprehensif dan mencerminkan 
berbagai aspek yang mendukung keberhasilan sekolah secara 
menyeluruh. Menurut UNESCO (2017), indikator keberhasilan 
sekolah tidak hanya terbatas pada hasil akademik, tetapi juga 
mencakup aspek karakter, inovasi, pengelolaan, dan hubungan 
dengan masyarakat. Oleh karena itu, indikator yang efektif harus 
mampu mengukur aspek-aspek tersebut secara objektif dan 
terukur. 

Secara umum, indikator sekolah unggul dan adaptif meliputi 
beberapa dimensi utama, yaitu: (1) kualitas proses pembelajaran, 
(2) hasil belajar siswa, (3) pengembangan karakter dan soft skills, 
(4) inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sekolah, (5) 
keberlanjutan dan keberdayaan sekolah, serta (6) hubungan dan 
kemitraan dengan stakeholder. Contoh indikator yang dapat 
digunakan meliputi tingkat keberhasilan siswa dalam kompetisi 
nasional dan internasional, tingkat kepuasan orang tua dan 
masyarakat terhadap layanan sekolah, tingkat inovasi yang 
diterapkan dalam proses belajar mengajar, serta keberhasilan 
sekolah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. 

Selain itu, indikator keberhasilan juga harus mampu 
menunjukkan tingkat keberlanjutan dan keberdayaan sekolah 
dalam menghadapi tantangan masa depan. Misalnya, indikator 
terkait digitalisasi dan literasi teknologi, kemampuan sekolah 
dalam mengelola perubahan, serta tingkat partisipasi aktif siswa 
dan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Pengukuran indikator ini 
dapat dilakukan melalui survei, penilaian internal, audit mutu, 
dan data statistik yang valid dan reliabel. 

Contoh studi kasus yang relevan adalah Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) di Kota Bandung yang berhasil meningkatkan 
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mutu melalui indikator seperti peningkatan nilai rata-rata ujian 
nasional, keberhasilan siswa dalam lomba sains dan teknologi, 
serta tingkat partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah. Hasil 
evaluasi menunjukkan bahwa indikator tersebut mampu 
memberikan gambaran yang akurat tentang keberhasilan sekolah 
dalam mencapai visi menjadi sekolah unggul dan adaptif (Suryadi 
& Suryani, 2020). 

Penggunaan indikator yang tepat akan membantu sekolah dalam 
melakukan evaluasi diri secara berkala dan mengidentifikasi area 
yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, indikator ini menjadi 
alat strategis dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, 
dan pengembangan berkelanjutan. Sekolah harus mampu 
mengembangkan indikator yang relevan dengan karakteristik dan 
kebutuhan lokal, serta mengikuti perkembangan standar nasional 
dan internasional agar tetap kompetitif dan relevan. 

16.2  Tahapan Pengembangan Sekolah 

Pengembangan sekolah menuju status unggul dan adaptif 
merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis. Menurut 
Fullan (2014), proses ini harus melalui beberapa tahapan utama 
yang saling terkait dan saling mendukung. Tahapan pertama 
adalah tahap perencanaan, di mana sekolah melakukan analisis 
situasi dan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman (SWOT analysis). Pada tahap ini, sekolah menetapkan 
visi, misi, dan tujuan strategis yang sesuai dengan kebutuhan dan 
potensi lokal. 

Tahap kedua adalah tahap implementasi, yaitu pelaksanaan 
program dan kegiatan yang telah dirancang berdasarkan hasil 
analisis dan perencanaan. Pada tahap ini, penting untuk 
memastikan bahwa seluruh stakeholder terlibat aktif dan 
memahami peran masing-masing. Pengembangan kompetensi 
tenaga pendidik dan kependidikan menjadi bagian integral dari 
proses ini, agar mereka mampu melaksanakan inovasi dan 
perubahan yang diperlukan. 
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Selanjutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi, di mana 
sekolah secara berkala mengukur pencapaian indikator 
keberhasilan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara 
internal melalui rapat evaluasi, pengumpulan data, dan pelaporan 
berkala. Evaluasi dilakukan secara eksternal oleh lembaga 
independen atau dinas pendidikan untuk memastikan objektivitas 
dan akurasi data. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini 
digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan perbaikan 
program. 

Tahapan terakhir adalah tahap penguatan dan keberlanjutan, 
yaitu memastikan bahwa inovasi dan perubahan yang telah 
dilakukan dapat bertahan dan berkembang. Pada tahap ini, 
sekolah perlu membangun budaya mutu, meningkatkan kapasitas 
sumber daya manusia, serta memperkuat kemitraan dengan 
stakeholder eksternal. Contoh nyata dari tahapan ini adalah 
implementasi program sekolah berbasis karakter yang 
berkelanjutan melalui pelatihan guru, pengembangan kurikulum, 
dan kegiatan kolaboratif dengan masyarakat. 

Proses pengembangan ini harus dilakukan secara iteratif dan 
adaptif, mengingat dinamika lingkungan pendidikan dan sosial 
yang terus berubah. Sekolah harus mampu menyesuaikan strategi 
dan langkah-langkahnya sesuai dengan hasil evaluasi dan 
perkembangan situasi. Pendekatan ini memastikan bahwa 
sekolah tidak hanya mencapai status unggul secara formal, tetapi 
juga mampu beradaptasi dan berkembang secara berkelanjutan 
(Fullan, 2014). 

16.3  Strategi Peningkatan Citra dan 
Reputasi Sekolah 

Citra dan reputasi sekolah merupakan aset penting yang 
mempengaruhi keberhasilan dalam menjalin kemitraan, 
mendapatkan dukungan masyarakat, dan meningkatkan 
partisipasi siswa serta orang tua. Strategi peningkatan citra dan 
reputasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, 
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dengan memperhatikan aspek komunikasi, kualitas layanan, dan 
inovasi. 

Pertama, sekolah perlu membangun komunikasi yang efektif dan 
transparan dengan stakeholder. Hal ini dapat dilakukan melalui 
media sosial, website resmi, dan kegiatan keterlibatan masyarakat. 
Komunikasi yang terbuka dan jujur akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Sebagai contoh, 
sekolah dapat rutin menginformasikan keberhasilan akademik 
maupun non-akademik melalui media online dan media cetak 
lokal. 

Kedua, meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikan 
secara konsisten. Sekolah harus mampu menunjukkan 
keberhasilan dalam aspek akademik, karakter, dan 
pengembangan soft skills siswa. Misalnya, keberhasilan siswa 
dalam kompetisi internasional, program pengembangan karakter, 
dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Keberhasilan ini 
harus dipublikasikan secara aktif dan berkelanjutan agar citra 
positif dapat terbentuk dan dipertahankan. 

Ketiga, inovasi dalam pengelolaan dan pembelajaran menjadi 
faktor penting dalam membangun citra sebagai sekolah yang 
maju dan adaptif. Sekolah yang mampu menerapkan teknologi 
terbaru, mengembangkan kurikulum yang relevan, serta 
mengintegrasikan pengembangan karakter dan kreativitas akan 
lebih menarik perhatian masyarakat dan stakeholder. Contoh 
nyata adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek yang 
melibatkan komunitas lokal dan dunia industri. 

Keempat, membangun kemitraan strategis dengan berbagai 
pihak, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga 
pemerintah. Kemitraan ini tidak hanya meningkatkan sumber 
daya dan peluang belajar bagi siswa, tetapi juga memperkuat citra 
sekolah sebagai institusi yang inovatif dan relevan. Sebagai 
ilustrasi, sekolah yang menjalin kemitraan dengan perusahaan 
teknologi akan lebih mampu menyediakan fasilitas dan program 
yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. 
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Kelima, pengakuan dan penghargaan dari lembaga eksternal, 
seperti akreditasi, penghargaan nasional, maupun internasional, 
dapat memperkuat citra sekolah. Sekolah harus aktif mengikuti 
berbagai kompetisi dan program penilaian mutu yang diakui 
secara nasional maupun internasional, serta mempublikasikan 
pencapaian tersebut secara luas. 

Strategi-strategi ini harus dilaksanakan secara konsisten dan 
terintegrasi, serta didukung oleh budaya sekolah yang 
berorientasi pada mutu dan inovasi. Dengan demikian, citra dan 
reputasi sekolah akan terus meningkat dan mampu menarik 
minat masyarakat serta stakeholder lainnya untuk berpartisipasi 
aktif dalam pengembangan sekolah (Hargreaves & Fullan, 2012). 

16.4  Rencana Aksi dan Monitoring 
Perkembangan 

Rencana aksi merupakan langkah konkret yang dirancang untuk 
mengimplementasikan strategi pengembangan sekolah menuju 
status unggul dan adaptif. Rencana ini harus bersifat spesifik, 
terukur, realistis, relevan, dan waktu tertentu (SMART). Dalam 
menyusun rencana aksi, sekolah perlu mengidentifikasi prioritas 
utama berdasarkan hasil evaluasi dan indikator keberhasilan yang 
telah ditetapkan. 

Contoh rencana aksi adalah peningkatan kompetensi guru 
melalui pelatihan teknologi pendidikan selama enam bulan, 
pengembangan kurikulum berbasis karakter dan inovasi selama 
satu tahun, serta pelaksanaan program kemitraan dengan industri 
selama dua tahun. Setiap kegiatan harus memiliki indikator 
keberhasilan yang jelas, anggaran yang memadai, serta jadwal 
pelaksanaan yang realistis. 

Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi harus menjadi 
bagian integral dari rencana aksi. Monitoring dilakukan secara 
berkala melalui pengumpulan data dan pelaporan internal, 
misalnya setiap triwulan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh 
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setidaknya setahun sekali oleh tim internal dan eksternal, untuk 
memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan 
mencapai target yang diharapkan. 

Penggunaan teknologi informasi sangat membantu dalam proses 
monitoring ini. Sekolah dapat mengembangkan dashboard digital 
yang menampilkan indikator kinerja utama secara real-time, 
sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan penyesuaian 
strategi. Contohnya, penggunaan sistem manajemen 
pembelajaran (LMS) yang terintegrasi untuk memantau aktivitas 
belajar siswa dan kinerja guru. 

Selain itu, penting juga untuk melibatkan seluruh stakeholder 
dalam proses monitoring dan evaluasi. Orang tua, siswa, guru, 
dan masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan 
feedback secara terbuka dan konstruktif. Hasil dari proses ini 
digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan 
memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil benar-benar 
mendukung pencapaian visi sekolah. 

Dalam konteks keberlanjutan, sekolah perlu menyusun laporan 
perkembangan secara periodik dan mempublikasikannya kepada 
stakeholder. Laporan ini berisi pencapaian, tantangan, dan 
rencana tindak lanjut. Dengan adanya transparansi dan 
akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan 
semakin meningkat, dan dukungan untuk pengembangan sekolah 
dapat terus dipertahankan dan diperkuat (Kusek & Rist, 2004). 
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